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Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salah satu kegiatan Proyek Peningkatan Penyuluhan
Hukum Tahun 1994/1995 adalah Penyelenggaraan Penyulu-
han Hukum pada 15 lokasi di seluruh Indonesia. Kegiatan ini
diselenggarakan dalam rangka percepatan penyebaran
pengetahuan tentang Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
dan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991).

Untuk efektifitas penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan
Hukum tersebut dan agar tercapai target yang dirumuskan
secara optimal, maka disusun buku Pedoman Penyuluhan
Hukum ini. Buku ini disebarkan ke PengadilanTinggi Agama
tempat diselenggarakan Penyuluhan Hukum, untuk dijadikan
acuan dalam penyelenggaraan. Diharapkan dengan mem-
pedomani buku ini, scgala sesuatunya akan menjadi mudah
dan berjalan lancar dalam kegiatan Penyuluhan Hukum.
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KATA SAMBUTAN
DIREKTUR PEMBINAAN
BADAN PERADILAN AGAMA ISLAM

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indo-
ncsia Tahun 1989 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3400) telah berjalan sekitar lima
tahun, sementara Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991)
sekitar tiga tahun, Kami berasumsi bahwa sebagian besar
warga ncgara Republik Indonesia yang beragama Islam. yaitu
mercka yang terikat dan tunduk terhadap undang-undang dan
Kompilasi Hukum Islam tersebut, khususnya mengenai
perkara-perkara tertentu adalah masih awam atau belum
mcmahami dengan sebaik-baiknya.

Betapa pun baik dan lengkapnya suatu aturan hukum
tcrmasuk Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi
Hukum Islam, jika tidak disertai dan dilengkapi dengan faktor
pcmahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan
demi aturan yang terdapat dalam aturan hukum dimaksud,
niscaya ide atau tujuannya yaitu "untuk mewujudkan tata
kchidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentcram dan tertib”
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 19435,
rasanya sulit untuk dicapai. Oleh sebab itu tingkat kesadaran
hukum masyarakat merupakan faktor yang amat penting dan
cukup mencntukan dalam proses sosialisasinya. Faktor ini
menjadi lebih penting mengingat sebagian besar kewenangan
Pengadilan Agama adalah dalam kehidupan keluarga, vang
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merupakan sokoguru utama dalam pembangunan masyarakat
bangsa menuju terwujudnya tujuan nasional kita, yaitu
masyarakat adil makmur baik dalam aspck mental spiritual
maupun fisik material.

Salah satu upaya konkret untuk menciptakan atau
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang mcnurut
kami tepat dilaksanakan dalam era pembangunan hukum
dewasa ini adalah bentuk kegiatan "Penyuluhan hukum
Undang-Undang tentang Peradilan Agama dan Kompilasi
Hukum Islam”, Untuk mendukung kegiatan inilah Dircktorat
Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam menyusun dan
menerbitkan buku "Pedoman Penyuluhan Hukum (Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 1entang Peradilan Agama dan
Kompilasi Hukum Islam)". Scbagai pcdoman, buku ini
belumlah sempurna scbagaimana yang diharapkan, sehingga
oleh karenanya para penyuluh mempunyai peranan penting
dalam melaksanakan tugasnya di tcngah-tengah peseria
penyuluhan, karena bagaimanapun juga yang lebih penting
bagi kita adalah tercapainya tujuan penyuluhan itu sendiri.

Berkenaan dengan tujuan penyuluhan ini, kiranya
sangatlah tepat dalam kcsempatan yang baik int kami
menghimbau dan berharap kepada seluruh pesena penyulubhan
yang tentu saja jumlahnya sangat terbatas. hendaknya lebih
lanjut bersedia berperanscrta memasyarakatkan Undang-
Undang tentang Peradilan Agama dan Kompilasi hukum
Islam melalui wadah atau jalur masing-masing, seperti
pengajian, majlis ta'lim, organisasi sosial atau wadah-wadah
yang lain. Untuk itu, bersama ini lebih dahulu kami sampaikan
ucapan terima kasih, mudah-mudahan proses sosialisasi
undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam ini akan berjalan

lebih cepat dari yang diperkirakan.
Akhirnya demikianlah sekedar sambutan kami dan



semoga Allah SWT akan memberkahi segala usaha dan amal
kebajikan kilta. Amin,

Jakarta., Juni 1994

Wassalam

DIREKTUR PEMBINAAN
BADAN PERADILANAGAMA ISLAM

=== H. ZAINAL ABIDIN ABUBAKAR, SH
NIP :150 016 457
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PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYULUHAN HUKUM (UNDANG-UNDANG
NOMOR 7TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN
AGAMA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)

BAB I
PENDAHULUAN

Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945
menyatakan Indonesia adalah suatu negara yang berdasarkan
atas hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan
belaka (Machtstat). Hal ini berarti bahwa semua alat
kelcngkapan negara dituntut menjalankan aturan-aturan
hukum. Dalam pada itu pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa
sctiap warga negara di dalam hukum mempunyai kesempatan
yang sama, baik menjalankan hak dan wewenangnya sesuai
dengan peraturan hukum yang berlaku, maupun dalam
melaksanakan hak dan kewajibannya yang ditentukan oleh
hukum.,

Paham negara hukum yang dianut di Negara Republik
Indonesia menentukan bahwa hukum merupakan kaidah
tertinggi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak
tanpa kccuali. Kedudukan hukum sebagai kaidah tertinggi
yang mengatur kehidupan bemegara dan bermasyarakat, serna
prinsip bahwa sctiap orang mempunyai kedudukan yang sama
di dalam hukum, perwujudannya menuntut pemahaman akan
hukum serta berkembangnya kesadaran hukum pada waga
ncgara maupun para penegak hukum.Tanpa pemahaman dan
kesadaran hukum, supremasi hukum serta azas kedudukan
yang sama dalam hukum tidak dapat diwujudkan secara nyata,
karena hukum tidak dipahami, demikian pula karena hak dan

wewcenang serta kewajiban yang ditentukan oleh hukum tidak
disadari.



Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat schingga
mereka menghayati hak dan kewajibannya, dan meningkatkan
pembinaan sikap para penegak hukum ke arah tegaknya
hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan
martabat manusia. ketertiban serta kepastian hukum sesuai
dengan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan perintah
Garis-Garis Besar Haluan Negara (TAP MPR No. 1I/MPR/
1993), dan salih satu upaya untuk mewwjudkannya adalah
penyuluhan hukum,

Lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama
dan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik
Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juli 1991) perlu
disadari dan dipahami masyarakat terutama kaum wanila
dalam rangka mewujudkan kedudukannya yang suma di depan
hukum. Bahwa olch karena itu kegiatan penyuluhan hukum
dengan penyampaian materi pokok dalam UU No. 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam
dimaksudkan untuk menjadikan masyarakat memahami hak-
hak dan kewajibannya dan mematuhi peraturan hukum.
Demikian pula kegiatan penyuluhan hukum ity merupakan
bagian dan pada usaha pembinaan hukum nasional.

Penyuluhan hukum mengenai UU No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam akan
dilakukan juga dengan berpcdoman pada Pola Dasar
Penyuluhan Hukum menurut Keputusan Menteri Kehakiman
No. M.06-UM.06 .02 Tahun 1983 jo. Keputusan No. M. 10-
UM.06.02 Tahun 1983 tentang Pola Opcrasional Penyuluhan
Hukum,

BADB II
BATASAN DAN TUJUAN

Penyuluhan hukum merupakan suatu permtah Garis-



Garis Besar Haluan Ncgara, yang pada satu pihak
mcnycbarluaskan informasi kepada scluruh warga masyarakat
tentang hukum yang berlaku di dalam UU No. 7Tahun 1989
tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Istam, baik
mengenat 1si maupun mengenai upaya mempertahankan hak
kewajiban yang ditimbulkan olch hukum, dan pada pihak lain
mcmbina kesadaran hukum masyarakat termasuk aparat
pemcerintah dan penegak hukum untuk mewujudkan kesadaran
hukum bagi scluruh warga masyarakat yang beragama Islam.

Dari batasan di atas, jclas bahwa tujuan yang hendak

dicapai olch usaha penyuluhan Hukum mengenai UU No. 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum

Istam adalah :

(1) Mecnjadikan masyarakat paham hukum, dan dalam arti
mcmahami kctentuan-ketentuan yang terkandung di
dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pcradilan Agama
dan Kompilasi Hukum Islam,

(2) Membina dan meningkatkan kesadaran hukum warga
masyarakat schingga sctiap warga masyarakat taat
kcpada hukum dan secara sukarcla tanpa paksaan atau
dorongan dari siapapun mclaksanakan hak dan
kcwajihannya schagaimana yang ditentukan olch UU No.
7 Tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam dan pcrundangan
Ininnya yang terkait.

Schubungan dengan tujuan penyuluhan hukum tersebut

di atas, hendak ditckankan bahwa tujuan penyuluhan hukum

tidak scmata-mata scKedar agar sctiap warga masyarakat

mcngetahui adanya suatu hukum yang berlaku sccara sah
schagaimana halnya UU No. 7 Tahun 1939 dan Kompilasi

Hukum Islam, 1ctapi juga agar sctiap warga masyarakat

menyadari serta memahami cfek suatu hukum terhadap hak

dan kewajibannya sclaku waiga negara, dan agar kaidah-

~
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kaidah hukum terscbut dapat dilaksanakan dengan baik dalam
kehidupan masyarakat.

Demikian pula perlu ditckankan bahwa melalui
penyuluhan hukum ini, warga masyarakat khususnya
masyarakat Islam, di samping seperti yang discbut dalam
tujuan angka (1) dan (2) di atas, sckaligus dapat mcmahami
keberadaan peradilam agama dalam sistcm kekuasaan
kehakiman di negara Republik Indonesia, dan memahami
kewenangan dan kekuasaan yang diberikan hukum kecpada
Peradilan Agama dalam upaya menegakkan dan mem-
pertahankan hukum, hak dan kewajiban di depan pcngadilan.
Langkah ini akan menghindarkan warga masyarakat dari
kebingungan dalam usaha mempertahankan hak dan
kewajiban melalui saluran yang dibenarkan hukum.

BAB I11
PENYULUHAN HUKUM SEBAGAI PROSES

Kegiatan Penyuluhan Hukum mcrupakan kcgiatan
penyampaian informasi hukum, berupa materi hukum yang
berlaku yang diatur di dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. dengan
maksud dapat diketahui, dipahami, dihayati dan sclanjutnya
dapat diwujudkan dalam pola berfikir dan bertingkah laku.

Dengan demikian penyuluhan hukum pada hakckatnya
menyentuh proses kejiwaan yang terjadi di dalam diri individu
selama proses penyuluhan untuk membentuk Kesadaran
hukum masyarakat Islam.

Efektifitas hubungan aniara penyuluh disatu fihak dengan
yang disuluh dipihak lain, dipengaruhi olch faktor maicri
hukum yang disuluhkan, fakior penyuluh, sasaran dan metoda.
Karenanya keterpaduan keempat unsur itu perlu diusahakan
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dengan scbaik-baiknya, guna menumbuhkan kesadaran

hukum warga masyarakat yang meliputi tahap berikut :

(1) Tahap pengcnalan/pemahaman.
Pada tahap n1 warga masyarakat belum mengenal hukum
yang terkandung di dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 dan
Kompilasi Hukum Islam. Tahap pengenalan/pemahaman
bertujuan memelekkan mereka.

(2) Tahap pcmbentukan sikap.
Tahap ini diharapkan bertujuan ganda, pertama
mchumbuhkan keyakinan manfaat hukum yang telah
dikenal tadi dan kedua ialah merubah sikap. Yakni
mcrubah sikap yang salah karena tidak dilandasi hukum
yang berlaku. Dengan kata lain, sikap mercka dikoreksi
hingga berubah menjadi sikap yang sesuai dengan aturan
hukum,

(3) Tahap pcnerapan.
Diharapkan pada tahap ini "ultimate goal” atau tujuan
yang scmpuma dapat dicapai, hingga menyebabkan
warga masyarakat bertindak sesuai dengan hukum yang
berlaku dengan sukarela dan sesuai dengan keyakinan-
nya.
Jadi bukan hanya masyarakat melek hukum tetapi juga
bersikap positif yakni rcla menerapkan dan mematuhi
hukum.

BAB 1V
PENYULUH

Pada dasarnya penyuluhan hukum merupakan proses
yang panjang dan rumit melalui beberapa tahap. Penyuluhan

14
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hukum harus melalui arus proses tumbuhnya kesadaran

hukum scperti tahap-tahap di atas.

Sebagai pihak yang berperan membentuk dan membina
kesadaran hukum, penyuluh atau personilnya haruslah
memiliki ciri-ciri dan kemampuan scbagai berikut :

(1) Dapat memberi informasi yang jelas, gamblang dan
mudah di mengerti;

(2) Dapat menggunakan gaya bahasa yang menarik,
menggugah atau mendorong kemauan masyarakat untuk
menerima maten yang disuguhkan:

(3) Dapat memberikan bantuan dan menciptakan usaha-
usaha yang mendorong keyakinan masyarakat akan
manfaat hukum bagi kehidupannya:

(4) Dapat berfungsi sebagai suatu penggerak yang dapat
mengubah dan mempengaruhi perilaku masyarakat
schingga masyarakat menjadi tertib:

(5) Dapat berfungsi sebagai pendidik yang mendorong
terjadinya proses belajar;

(6) Dapat menjangkau sasaran masyarakat yang lebih luas.
Melihat hal-hal yang harus dipenuhi di atas, maka

penyuluh atau personil penyuluhnya dapat terdiri dart :

(1) Parahakim pada Pengadilan Tinggi Agama, atau hakim
pada PengadilanAgama yang menurut Kctua Pengadilan
Tinggi Agama memenuhi syarat:

(2) Mubailigh/muballighah yang ditunjuk Kctua Pengadilan
Tinggi Agama:

(3) Pcjabat yang ditunjuk olch Pemerintah Daerah guna
mcmbantu/menyertai penyuluh angka (1):

(4) Hakim pada Peradilan Umum:;

(5) Ulama yang berpengaruh untuk menjadi anggota
penyuluh.



BAB V
SASARAN PENYULUHAN

Sckalipun pada akhimya sasaran penyuluhan hukum
adalah scluruh warga negara Republik Indonesia, namun
pemilihan sasaran untuk tahap sekarang perlu dilakukan.
Keterbatasan itu sangat ditentukan oleh biaya dan daya yang
tersedia seria luasnya wilayah yang hendak dijangkau. Kedua
hal tersebut menuntut pencapaian sasaran secara bertahap dan
berantai atas dasar kelayakan dan relevansinya. Implikast hal
tersebut adalah perlu ditetapkan kelompok sasaran yang akan
didahulukan dalam penyuluhan nanti. Kelompok sasaran itu
nantinya diharapkan dapat meneruskan informasi hukum yang
disuluhkan kepada lingkungannya atau kepada jamaahnya.
Karena itu perlu ditetapkan terlebih dahulu kelompok
masyarakat yang akan mengikuti penyuluhan.

Pada tahap sekarang ini, masyarakat yang dipanggil/
diundang untuk mengikuti penyuluhan adalah sebagai berikut:
(1) Para Ulama atau Tuan Guru yang dipandang berpengaruh

dalam masyarakat;

(2) Muballigh/da'i, guru ngaji atau guru majlis ta'lim;

(3) Pecmuka masyarakat yang dipandang mampu meneruskan
informasi hukum;

(4) Pimpinan organisasi keagamaan atau sosial keagamaan
dalam wilayah baik tingkat propinsi, kabupaten atau
kecamatan;

(5) Pimpinan organisasi wanita seperti PKK, Aisyiyah,
Fatayat NU dan lain-lain;

(6) Wartawan media massa, baik cetak maupun elektronika
yang ada dalam wilayah propinsi atau kabupaien;

(7) Aparat pemerintah yang menurut pertimbangan
pemerintah daerah dipandang perlu untuk ditkut sertakan
dalam penyuluhan;



(8) Pimpinan organisasi politik atau Golongan Karya;

(9) Para pimpinan pondok pesantren atau madrasah dan
sckolah-sckolah keagamaan Islam lainnya:

yang keseluruhannya mencapai jumlah sesuai dengan yang

ditentukan di dalam proyek.

Untuk menentukan di daerah mana penyuluhan itu
diselenggarakan, perlu ditinjau kondisi tertentu antara lain
sebagai berikut :

(1) Kerawanan perilaku taat hukum dengan indikator :

- Tingginya tingkat pelanggaran hukum perkawinan
(UU No. 1 tahun 1974), UU No. 7 tahun 1989 dan
Kompilasi Hukum Islam.

- Lemahnya tendensi penyimpangan/pelanggaran
hukum.

- Adanya gaya hidup yang mendorong ke arah
lemahnya penerapan hukum negara dalam konteks
pengamalan ajaran agama Islam.

(2) Kelemahan dalam hal pengetahuan hukum yang dimiliki
atau kekurangpedulian pada hukum positif produk
legislatif nasional.

(3) Pertmbangan pemerintah daerah tingkat ] dalam wilayah
hukum Pengadilan Tinggi Agama yang bersangkutan.

(4) Tingkat literasi warga masyarakat yang "ignorant” atau
acuh terhadap hukum yang berlaku.

(5) Posisistrategik warga masyarakat tertentu dalam struktur
sosial lingkungannya yang memberi kekuatan untuk
mempengaruhi warga lainnya dalam jumlah yang lebih
luas.

BAB VI
MATERI PENYULUHAN

Ketentuan hukum yang berlaku yang menjadi materi



penyuluhan UU No. 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum

Islam atau Perundangan dan pcraturan pelaksanaan lainnya

yang berkait dengan materi UU No. 7 tahun 1989 dan

Kompilasi Hukum Islam.

Dalam penyuluhan hukum, materi tersebut di atas
disesuaikan dengan penggunaan metode menurut skala
prioritasnya serta disesuaikan dengan sasarannya, dengan
memperhatikan hal-hal berikut ;

(1) Maten yang disuluhkan harus diinventansasikan terlebih
dahulu dengan aturan prioritas suluhannya.

(2) Matern itu harus diteliti yang benar-benar dibutuhkan
warga masyarakat baik urgensi maupun relevansinya,
schingga tidak menyimpang dari materi pokok di atas.
Harus disadari benar-benar bahwa ini adalah penyuluhan
UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
Kompilasi Hukum Islam guna membentuk sikap
masyarakat yang benar terhadap Peradilan Agama, dan
terhadap kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam
Kompilasi Hukum Islam.

BAB VII
TATA LAKSANA

Pémimpin Bagian Proyek, dengan surat keputusan-nya,
mengangkat panitia penyelenggara penyuluhan UU No. 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum
Islam dengan persetujuan Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
Panitia itu terdiri dari unsur Pengadilan Tinggi Agama atau
Pengadilan Agama di tempat pelaksanaan penyuluhan hukum,
beserta unsur pemerintah daerah.

Panitia tersebut di atas hanya bertugas menyiapkan dan
bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan dan lainnya.
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Sebagai pengundang atau yang membuat surat undangan
adalah pernerintah daerah/bupati. Oleh karena itu kctua
Pengadilan Tinggi Agama harus berkonsultast dengan
pemerintah daerah Tk. I atau bupati di tempat penyuluhan
dilakukan.

Pembiayaan kegiatan penyuluhan dibebankan kepada
anggaran pembangunan, melalui DIP bagian Proyek
Penyuluhan Hukum (UU No. 7 tahun 1989 dan Kompilasi
Hukum Islam). Jika pada pemerintah daerah yang
bersangkutan terdapat biaya atau anggaran uniuk kegiatan
penyuluhan hukum, dengan konsultasi tadi diharapkan dapat
dipartisipasikan guna memperluas jangkauan sasaran
penyuluban.

Tempal penyelenggaraan dilakukan di gedung Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah atau gedung lain yang mampu
menampung keseluruhan peserta.

Bahan-bahan penyuluhan disediakan oleh Proyck
Pembinaan Badan Peradilan Agama di Departemen Agama
Pusat. Bahan tersebut dapat dibagikan kepada para peserta
penyuluhan hukum atau masyarakat lainnya, scjauh yang
dapat disediakan. Bahan tersebut dapat diperbanyak tanpa
merubah isi, bentuk dan rumusannya, dengan menyebut
sumbemya.

BAB VIII
LAPORAN
Hasil pelaksanaan penyuluhan hukum dilaporkan oleh
Ketua Pengadilan Agama sebagai penanggung jawab wilayah
kepada Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama

Islam Departemen Agama. Di dalam laporan tersebut dimuat
pula nama peserta dan daerah asal/organisasi pengirimnya.
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Laporan tersebut menjadi bahan evaluasi, guna menjadi
masukan yang berharga bagi pcrencanaan program
penyuluhan hukum untuk masa yang berikutnya.

Laporan disusun di atas kertas Quarto, dijilid dengan
cover yang baik,

BAB 1X
PENUTUP

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Penyuluhan Hukum UU
No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi
Hukum Islam ini. Semoga dapat digunakan sebagaimana
mestinya. Adapun mengenai hal-hal penting lain yang belum
termasuk dalam pedoman ini dapat diatur di dacrah, scsuai
dengan urgensinya scpanjang tidak bertentangan dengan
pcdoman ini.
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BAGIAN KEDUA

Matert Penyuluhan Hukom

(Undang-undang Nowmor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam)






BAB I
PENDAHULUAN

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistim
pemerintahan negara antara lain menyatakan, bahwa Indone-
sia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat)
bukan atas dasar kekuasaan semata-mata (machistaat). Oleh
karena itu dalam negara Republik Indonesia sebagai negara
hukum, hukum mempunyai status dan kedudukan yang sangat
menentukan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia.
Konsekuensi logis dari kenyataan tersebut adalah keharusan
adanya tatanan/perangkat hukum yang mampu mengatur
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara secara
nasional, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.

Tatanan/perangkat hukum nasional tersebut memberikan
jaminan, bahwa penggunaan kekuasaan dalam pergaulan
bermasyarakat dan bernegara tidak akan dijalankan secara
sewenang-wenang, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan
Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistim pemenntahan
yang konstitusional, yaitu "Pemerintahan berdasar atas sistem
konstitusi, tidak bersistim kekuasaan yang tidak terbatas
(absolut)™. '

Batas-batas kekuasaan tersebut adalah aturan-aturan
hukum yang berlandaskan kepentingan dan nilai-nilai obyektf
serta persamaan hak dan kewajiban di depan hukum.
Hukumlah yang akan melindungi dan mengayomi anggota
masyarakat (rakyat), menjamin tidak dilanggamya hak-hak,
dan ditaatinya kewajiban warga negara serta diwujudkannya
asas persamaan dan pemerataan dalam memperoleh keadilan
bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat banyak.
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Bagi Negara Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila
merupakan sumber dar segala sumber hukum scbagaimana
yang ditegaskan dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/
1968. Oleh karena itu, hukum nasional negara Republik In-
donesia melingkupi/mencakup norma-norma yang terdapat
pula dalam hukum adat, hukum agama dan kaidah-kaidah
hukum/norma-norma hukum asing yang telah menjalani
perubahan dan discsnaikan dengan nilai-nilai yang dapat
diterima oleh bangsa Indonesia, dimana norma-norma/kaidah-
kaidah/nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat bangsa Indonesia, yang tidak bertentangan dengan
falsafah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dapat
diterima secara sukarela/diam-diam.

Mulai PELITA I sampai dengan PELITA V, meskipun
pembangunan nasional dititik beratkan pada bidang ekonomi,
khususnya sektor hukum juga mendapat perhatian dan
prioritas, yakni sebagaimana telah dimulai sejak PELITA II.

Pada PELITA 11l melalui GBHN berdasarkanTAP MPR
RI Nomor IV/MPR/1978, pemerataan kesempatan untuk
memperoleh keadilan terutama bagi rakyat kecil adalah salah
satu jalur dan dclapan jalur pemerataan. Pada PELITA IV
pembangunan sektor hukum lebih ditingkatkan lagi, bahkan
dinyatakan dengan tegas sebagai Era Pembangunan Hukum.,

Pada PELITA V yang dimulai sejak tahun 1989,
pembangunan hukum semakin ditingkatkan dan diupayakan
untuk dapat lebih menunjang pembangunan di bidang
ekonomi, sehingga lebih menjamin kemantapan ketahanan
nasional. Oleh karenanya, arah kebijaksanaan pembangunan
pada umumnya antara lain agar kepastian dan keteniiban
hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan perlu

lebih ditingkatkan, sehingga hukum benar-benar mampu
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menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman,
menciptakan lingkungan dan iklim yang dapat mendorong
kegairahan munculnya kreatifitas dan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan serta mendukung kemantapan stabilitas
nasional dalam semua segi.
Hal-hal yang dikemukakan di atas kemudian dijadikan
dasar pertimbangan (konsiderans) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai pelaksanaan
dan kehendak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kckuasaan Kehakiman.
Scjak Pemerintah Orde Baru, berturut-turut telah
dihasilkan beberapa perangkat peraturan perundang-undangan
yang khusus berkaitan dengan pcmenuhan kebutuhan
masyarakat di bidang pcnegakan hukum dan keadilan
(khususnya yang menyangkut Lembaga Peradilan), yakni :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung.

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara.

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama.

Maksud dan tujuan diundangkannya Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bukan hanya
semata-mata dalam rangka pembangunan dan pembaharuan
hukum melalui kodifikasi dan unifikasi guna memenuhi

amanat yang telah digariskan dalam GBHN tersebut di atas.

W
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dan Timur (Staatblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang

Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah
Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara
Tahun 1957 Nomor 99).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bertujuan
untuk menciptakan kcsatuan hukum/unifikasi scbagaimana
dimaksud oleh alinea terakhir huruf d konsiderans
menimbang tersebut, “............... perlu segera diakhiri demi
terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan
Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".
Mewujudkan kemandirian Peradilan Agama.

Sebagaimana dimaklumi bahwa secara historis
keberadaan Peradilan Agama telah ada sejak scbeium
zaman kolonial. Kebijaksanaan politik hukum Pemerintah
Hindia Belanda sebenarnya tidak dapat menerima
kenyataan tentang adanya Peradilan Agama. schingga
melalui tcori resepsi bermaksud menghambat berlakunya
hukum Islam bagi umat Islam itu sendiri, kecuali hukum
Islam yang telah diterima oleh hukum adat. Dengan
penonjolan hukum adat. pemerintah Hindia Belanda sccama
sistematis melaksanakan politik hukumnya itu.

Ketidakmandirian Pcradilan Agama dan keter-
gantungannya pada Peradilan Umum adalah bermula scjak
zaman kemerdekaan, yaitu dengan dikcluarkannya
beberapa peraturan perundang-undangan scperti terscbut
di bawah ini.

a. Peraturan Pemecrintah No. 45 tahun 1957, yang pasal 4
nya menyatakan sebagai berikut :

Ayat (3) : "Apabila orang tidak hendak mclakukan



Ayat (4) :

Ayat (5)

keputusan yang dijatuhkan oleh
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
atau oleh Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar'iyah Propinsi ataupun tidak hendak
membayar ongkos perkara yang tersebut
dalam kepulusan itu, yang berkepentingan
dapat menyerahkan salinan keputusan itu
kepada Ketua Pengadilan Negen di tempat
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
itu".

"Setelah ternyata kepadanya, bahwa
keputusan itu tidak ada halangan lagi
dijalankan, Kectua Pengadilan Negeri
menerangkan bahwa keputusan itu sudah
dapat dijalankan. Keterangan itu dibuatnya
sebelah atas salinan surat keputusan itu,
dibubuhi hari, bulan, tahun serta tanda
tangan”.

: "Sesudabh itu, keputusan dapat dijalankan

menurut aturan-aturan menjalankan
keputusan sipil Pengadilan Negen".

. Undang-Undang No. | tahun 1974 tentang perkawinan,
yang pasal 63 ayat (2) nya menyatakan : "Setiap
putusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh
Pcngadilan Umum”.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang mengatur
tentang pclaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun
1974, yang pasal 36 nya menyatakan:

Ayat (1) :

"Panitera Pengadilan Agama selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian
diputuskan menyampaikan putusan yang
tclah mempunyai kekuatan hukum yang
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tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk
dikukuhkan”.

Ayal (2) : "Pengukuhan dimaksud ayat (1) dilakukan
dengan membubuhkan kata-kata "diku-
kuhkan" dan ditandatangani olch Hakim
Pengadilan Negeri dan dibubuhi cap dinas
pada putusan tersebut”.

Ayat (3) : "Panitera Pengadilan Negeri selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima
putusan dari PengadilanAgama, menyam-
paikan kembali putusan itu kepada
Pengadilan Agama”,

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29
Desember 1989, maka fungsi, susunan, kekuasaan dan
acara Peradilan Agama disempurnakan dan ditegakkan
secara utuh, schingga benar-benar menjadi Pengadilan
yang mandiri dan sejati, yang berarti lenyaplah
pemahaman dan pandangan yang beranggapan seakan-
akan Pengadilan Agama scbagai pengadilan kelas dua
atau pengadilan di bawah atau lebih rendah dari
Peradilan Umum. Hal tersebut tertuang dalam Undang-
Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Bab VII tentang peraturan pcralihan, pasal 107 ayat
(1) huruf d dan Bab Il bagian kedua, paragraf 3 pasal
38 tentang Jurusita. Pasal 107 ayat (1) huruf d
menyatakan "ketentuan scbagaimana yang dimaksud
dalam pasal 63 ayat (2) Undang-Undang No. | tahun
1974 tentang perkawinan, dinyatakan tidak berlaku”.
yang berarti Lembaga Pengukuhan atas setiap
Pengadilan Agama olch Pengadilan Negeri sudah
dihapus. Dengan demikian tidak ada lagi campur



tangan Pengadilan Negert terhadap setiap putusan
Pengadilan Agama.

Demikian pula ketentuan tentang Jurusita dan
Jurusita Pengganti pada setiap Pengadilan Agama
sebagaimana ditegaskan dalam pasal 38 Undang-
Undang No. 7 tahun 1989, bahwa "pada setiap
Pengadilan Agama ditetapkan adanya Jurusita dan
Jurusita Pengganti”. Dengan adanya ketentuan ini
maka sempurnalah organisasi Pengadilan Agama
sebagai salah satu lembaga pelaksana Peradilan di In-
donesia yang berarti kesemuan dan ketidaksempumaan
Peradilan Agama selama ini dalam pelaksanaan
Pengadilan dan pemberitahuan kepada para pihak
maupun dalam melakukan Sita (Sita jaminan, Sita
marital maupun Sita eksekusi) dan pelaksanaan/
eksekusi putusan telah berakhic

Sebagai lembaga Peradilan yang sejati dalam
kerangka Sistem Hukum dan Peradilan Nasional,
sekarang Pengadilan Agama dapat melaksanakan
sendiri fungsi dan kewenangannya sejak awal sampai
pelaksanaan putusannya.

Dengan demikian, maka status dan kedudukan
Peradilan Agama adalah sama, setingkat dan sederajat
serta sejajar dengan Peradilan lainnya sebagaimana
dinyatakan dalam pasal 10 Undang-Undang No. 14
tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman. Perbedaan antara lingkungan
Peradilan yang satu dengan lainnya adalah karena
ruang lingkup kewenangannya, sebagaimana pasal 2
Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang menyatakan
bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu
pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencan
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keadilan yang beragama Islam mengenai perkara
perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang
No. 7 tahun 1989 tersebut.

Berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989
kiranya patut disyukuri, apalagi setelah satu setengah
tahun sejak pemberlakuannya itu pemerintah Republik
Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun
1991 tanggal 10 Juni 1991, Inpres tersebut merupakan
Instruksi Presiden kepada Menteri Agama untuk
menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri
dani : (a) Buku I tentang Hukum Perkawinan, (b) Buku
II tentang Hukum Kewansan, dan (¢) Buku 111 tentang
Hukum Perwakafan untuk digunakan oleh Instansi
Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.
Inpres No. 1 tahun 1991 ini ditindaklanjuti oleh
Keputusan Menteri Agama No. 154 tanggal 22 Juli
tahun 1991, yang antara lain menyatakan agar seluruh
Instansi Departemen Agama dan Instansi Pemenintah
lainnya dalam menyelesaikan masalah-masalah
dibidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan
Perwakafan sedapat mungkin mencrapkan Kompilasi
Hukum Islam tersebut disamping Peraturan Per
undang-undangan lainnya.

Latar belakang pemikiran penyusunan Kompilasi
Hukum Islam yang dilakukan oleh sebuah panitia yang
dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ketua
Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal
21 Maret 1984 adalah keadaan Pengadilan Agama
yang belum dilengkapi dengan sebuah Kitab Undang-
Undang Hukum Materil. Hukum Islam yang
dipergunakan oleh Pengadilan Agama untuk
menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya



dimasa yang lalu adalah berbagai Kitab Figh yang
ditulis olch para Fuqaha beberapa abad yang lalu. Di
dalam Kitab-kitab Figh itu terdapat perbedaan-
pcrbedaan. baik perbedaan yang kecil maupun
perbedaan yang besar. yang memungkinkan
berbedanya pendapat dan putusan hukum mengenai
sengketa yang sama, schingga menimbulkan
kctidakpastian hukum yang pada gilirannya
menumbuhkan sikap sinis masyarakat terhadap
Pengadilan Agama dan Hukum yang diperzunakannya,
yakni hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam tidak lain dari sebuah
Kitab yang berisi kaedah-kaedah atau garis-garis
Hukum Islam sejenis dibidang Hukum Pcrkawinan,
Hukum Kewarisan. dan Hukum Perwakafan yang
secara Nasional mcnjadi pegangan Hakim-hakim
Agama (juga Hakim-hakim di lingkungan Peradilan
lainnya) dan masyarakat, terutama masyarakat Islam
Indonesia yang mencan keadilan di PengadilanA gama.
Olch karena itu Kompilasi Hukum Islam mcrupakan
bagian dari Hukum Nasional Indonesia.

Keberadaan Kompilasi Hukum Islam pada satu
segi memberikan kemudahan bagi hakim-hakim
Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengkelta
vang dihadapkan kepada mercka. sckalipun kewajiban
untuk berijtihad atau untuk menemukan hukum yang
hidup sesuai dengan rasa keadilan masyarukat tetap
tidak terlepas dari fungst mercka. Pada segi yang lain
kcberadaan Kompilasi Hukum Islam itu akan
menghilangkan keraguan orang akan akibat hukum dari
scsuatu tindakkannya. karena aturan-aturan hukum
vang terdapat didalammnya mempunyai sifat dan sta-

tus yang pasti.



BAB 11
KEDUDUKAN PERADILANAGAMA

Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyata-
kan bahwa "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana
Kekuasaan Kchakiman bagi rakyat pencari keadilan yang
beragama Islam mengenai perkara perdata terientu yang diatur
dalam Undang-undang int”,

Dasar-dasar Kckuasaan Kchakiman dalam Undang-
Undang Dasar 1945 adalah Pasal 24 dan Pasal 25 sebagaimana
discbutkan di bawah ini.

1. Kekuasaan Kchakiman dilakukan oleh scbuah Mahkamah
Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-
undang ( Pasal 24 ayat (1) ).

2. Susunan dan Kckuasaan Badan-badan Kehakiman itu
diatur dengan Undang-undang ( Pasal 24 ayat (2)).

3. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan
sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang-undang (Pasal
25).

Dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang
Dasar 1945 ditegaskan bahwa "Kekuasaan Kehakiman ialah
Kekuasaan yang Mcerdeka, artinva terlepas dari pengaruh
Kckuasaan Pemerintah/Eksckutif. Berhubung dengan itu barus
diadakan jaminan dalam Undang-undang tentang Kedudukan
Para Hakim".

Guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh
Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 telah diundangkan
Undung-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 avat (1)
Undang-undang terscbut telah menetapkan bahwa pelak-
sanaan Kekuasaan Kehakiman dilakukan olch Pengadilan
dalam hingkungan :
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Peradilan Umum:

Peradilan Agama:

Pcradilan Militer:

Peradilan Tata Usaha Negara.

Scdangkan Pasal 10 ayat (2)-nya menempatkan
Mahkamah Agung scbagai Pengadilan Negara Tertinggi dan
sckaligus scbagai Pengadilan Tingkat Kasasi atau tingkat
terakhir. serta melaksanakan pengawasan tertinggi bagi scmua
lingkungan peradilan. Kedudukan MahkamahAgung tersebut
di atas dipertcgas lagi olch Pasal 2 jo Pasal 28 Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1985 tcntang Mahkamah Agung.

Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 terscbut
disamping mcnempatkan Mahkamah Agung scbagai
pemegang kekuasaan dan pengawasan tertinggi scluruh badan
pcradilan di Indonesia. juga menctapkan, membedakan dan
memisah-misahkan kewenangan keempat lingkungan
Pcradilan tersebut. Menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1)-nya
perbedaan diantara keempat lingkungan peradilan terscbut
adalah dalam bidang kewenangan mengadili baik pada tingkat
pertama maupun pada tingkat banding.

~ Pcmbagian kewenangan masing-masing lingkungan
pcradilan yang telah diatur dalam Pasal 10 Undang-undang

Nomor 14 Tahun 1970 tersebut, kemudian dalam Undang-

undang masing-masing lingkungan Peradilan tersebut

ditentukan batas-batas kewenangan mengadilinya. sebagai-
mana dijelaskan berikut ini:

I. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, menurnnt
Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 19386 1entang
Peradilan Umum, bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus dian menyelesaikan perkara perdata dan perkara
pidana.

~. Pengadilan dalam lingkungan PeradilanAgama, menurut

B
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Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 teniang
Peradilan Agama, bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara
orang-orang yang beragama Islam dibidang:

a. Perkawinan;

b. Kewarisan. wasiat dan hibah. yang dilakukan
berdasarkan hukum Islam;

¢. Wakaf dan shadaqah.

3. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer menurut
peraturan yang berlaku bertugas dan berwenang
memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara/
tindak pidana militer dan tindak pidana umum yang
dilakukan oleh anggota ABRI/Militer.

4. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara. menurut Pasal 47 Undang-undang Nomor STahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bertugas dan
berwenang memeriksa. memutus dan menyelesaikan
perkara-perkara dibidang Tata Usaha Negara.

Keempat lingkungan Peradilan tersebutlah yang
bertindak dan berwenang melaksanakan keckuasaan kecha-
kiman. Di atas keempat lingkungan Peradilan itu. berdiri
Mahkamah Agung sebagai puncak dan scbagai badan
Pengadilan Negara Tertinggi. Scmua badan-badan Pengadilan
yang terdapat pada setiap lingkungan Peradilan adalah
"Peradilan Negara". Hal ini ditegaskan oleh Pasal 3 Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1970. Dengan demikian masing-
masing lingkungan Peradilan adalah berdin sendiri secara
otonom di bawah pengawasan MahkamahAgung, yakni sama-
sama scderajat dalam mengemban fungsi kekuasaan kchi-
kiman sesuai dengan batas-batas ruang lingkup kewenangan
yang ditentukan oleh Undang-undang. Lingkungan peradilan
vang satu tidak membawabhi lingkungan peradilan lainnya atau
tidak lebih penting dari yang lainnya. meskipun menurut
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penjelasan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970
kewenangan yang dilimpahkan Undang-undang kepada
lingkungan Peradilan Umum jauh lebih luas bidang dan
porsinya, namun tidak mengakibatkan/tidak menjadi faktor
yang menempatkan seolah-olah Peradilan Umum lebih tinggi
dari lingkungan peradilan yang lainnya. Sedang lingkungan
peradilan yang lainnya (Peradilan Agama, Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara) adalah sebagai atau
merupakan "peradilan khusus” yang hanya berfungsi dan
berwenang mengadili perkara "tertentu” atau mengenai
golongan anggota masyarakat/rakyat tertentu.

Namun hal it tidak berarti lingkungan Peradilan Umum
becrada di atas dan membawahi lingkungan Peradilan yang
lainnya.

BAB III
KEKUASAAN PENGADILANAGAMA

Sesuai dengan kedudukannya sebagai Pengadilan
Negara, Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
mcnyalakan bahwa, "Peradilan Agama merupakan salah satu
pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencan keadilan
yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang
diatur dalam Undang-undang ini".

Kekuasaan Pengadilan Agama lebih lanjut diperinci
dalam Pasal 49 ayat (1), di mana ditegaskan bahwa,
"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
a. Perkawinan;

b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan
hukum Islam;
c. Wakaf dan shadaqabh.
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Sifat kewenangan masing-masing lingkungan pecradilan
adalah absolut/memaksa. Hal-hal yang telah ditentukan
menjadi kekuasaan/kewenangan/yurisdiksi suatu lingkungan
peradilan, menjadi kewenangan mutlak bagi lingkungan
peradilan yang bersangkutan untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikannya. Kewenangan mutlak tersebut disebut pula
sebagai "kompetensi absolut” atau "yurisdiksi absolut”.
Sebaliknya setiap perkara yang tidak termasuk ke dalam
bidang kewenangannya, secara absolut pula i1a tidak
berwenang untuk mengadilinya. .

Adapun ratio dan tujuan penentuan batas kewenangan
setiap lingkungan peradilan, adalah agar terbina pelaksanaan
kekuasaan kchakiman yang tertib di antara masing-masing
lingkungan peradilan terscbut. Masing-masing berjalan dan
melalui garis yang telah ditentukan, tidak saling berebut
kewenangan, melainkan masing-masing bergerak dan
berfungsi sesuai dengan ketentuan batas kewenangan
yurisdiksi yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan
Undang-undang yang berlaku.

Kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama
ditentukan oleh dua fakior yang menjadi ciri keberadaannya
yakni :

1. Perkara tertentu (perkawinan, warisan, wasiat, hibah,
wakaf dan shadaqah), dan

2. Golongan masyarakal/rakyat tertentu (masyarakat/waga
negara yang beragama Islam).

Tentang siapa yang dimaksud dengan golongan
masyarakat/rakyat tertentu yang duduk sebagai subyck hukum
ke dalam kekuasaan mengadili lingkungan PeradilanAgama,
telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 yakni :

1. Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989, yaitu :
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a. Pasal 2, "Pcradilan Agama merupakan salah satu
pclaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari
kcadilan yang beragama Islam mengenai perkara
pcrdatatertentu yang diatur dalam undang-undang ini”.

b. Pasal 49, "(1) Pengadilan Agama bertugas dan
berwenang memeriksa. memutus, dan menyelesaikan
pcrkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang :

a. Perkawinan;

b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan
berdasarkan hukum Islam:

c. Wakaf dan shadagah.

(2) Bidang perkawinan scbagaimana yang dimaksud

dalam ayat (1) huruf a. 1alah hal-hal yang diatur dalam

atau berdasarkan undang-undang mengenai per

kawinan yang berlaku.

(3) Bidang kewarisan scbagaimana yang dimaksud

dalam ayat (1) huruf b, ialah "pencntuan siapa-siapa

yang mcnjadi ahli waris. pcnentuan mengenai harta

peninggalan. penentuan bagian masing-masing ahli

waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan

terscbut”,

2. Penjclasan Umum angka 2 alinea ketiga. yang menyatakan
: "Pengadilan Agama mcrupakan pengadilan tingkat
pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyclesaikan
perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam
di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf,
dan shadaqah berdasarkan hukum Islam”.

Dari bunyi rumusan ketentuan di atas, salah satu azas
utama yang lerdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 ialah azas "pcrsonalitas kelslaman”,

Tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang
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perkawinan scbagaimana ditetapkan pada Pasal 49 ayat (1)
huruf a, Icbih lanjut ditegaskan oleh Pasal 49 ayat (2), yaitu :
"Bidang Perkawinan scbagaimana yang dimaksud dalam ayat
(1) huruf a, ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan
undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku”.
Sedangkan perinciannya terdapat pada penjelasan Pasal 49
ayat (2), yaitu :

)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)

14)
15)
16)
17)

18)

32

Izin beristeri lebih dari seorang;

Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang bclum
berumur 21 tahun;

Dispcnsasi kawin;

Pencegahan perkawinan;

Penolakan perkawinan oleh Pcgawai Pencatat Nikah:
Pembatalan perkawinan;

Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
Perceraian karena talak;

Gugatan perceraian;

Penyeclesaian harta bersama;

Mengenai penguasaan anak-anak;

Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan
anak bilamana Bapak yang seharusnya bertanggung
jawab tidak memenuhinya;

Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan olch
suami kepada bekas isteri atau pencntuan suatu kewajiban
bagi bekas isteri;

Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
Pencabutan kekuasaan wali;

Pcnunjukan orang lain sebagai wali olch Pengadilan
dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut:

Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang
belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang



ditinggalkan kedua orang tuanya;

19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali
yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak
yang ada di bawah kekuasaannya:

20) Penetapan asal-usul scorang anak:

21) Putusan tentang hal penolakan pemberian ketcrangan

" untuk melakukan perkawinan campuran;

22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi
sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989, maka hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Surat

Petunjuk Mahkamah Agung Nomor: MA/Pemb/0807/1975

~tanggal 20 Agustus 1975 sebagai petunjuk pelaksanaan

Undang-undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa Undang-

undang dan PP tersebut belum mengatur hal-hal yang

berkaitan dengan ;
1) Harta benda dalam perkawinan;
2) Kedudukan anak ;
3) Hak dan kewajiban orang tua dan anak; dan
4) Perwalian;

tidak berlaku lagi.

Demikian pula mengenai ketentuan tentang "penguku-
han" putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri
sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 63 ayat (2) Undang-
undang Nomor | Tahun 1974 yang disinggung pula dalam
Petunjuk Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor : MA/
Pemb/0807/1975 tersebut di atas, yang dilanjutkan dengan
Petunjuk Mahkamah Agung dalam Surat Edarannya Nomor :
MA/Pemb/0156/77 tanggal 25 Februari 1977 yang ditujukan
kcpada scluruh Pengadilan Agama juga menjadi tidak berlaku
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lagi, karena lingkungan Peradilan Agama berdasarkan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kini telah dilengkapi
dengan seluruh kelengkapan lembaga Peradilan beserta
aparatnya dan Hukum Acara untuk pelaksanaan/eksekusi
putusan-putusannya.

Dasar dari Hukum Acara Pengadilan Agama adalah Pasal
54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, yakni yang berbunyi, "Hukum Acara yang berlaku
pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah
Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara
khusus dalam Undang-undang ini".

Berdasarkan Pasal 54 ini, maka ketentuan-ketentuan
tentang Hukum Acara Pengadilan Agama terdapat pada dua
sumber :

1. Hukum Acara Perdata Umum, yaitu yang terdapat di dalam
HIR dan Rbg dan

2. Hukum Acara Pengadilan Agama yang keseluruhannya
diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,

Hukum Acara Perdata Umum merupakan hukum acara
yang sejak lama sudah diberlakukan pada pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum termasuk juga dalam lingkungan
Peradilan Agama sendiri. Sedangkan Hukum Acara
Pengadilan Agama dalam buku ini hanyalah Hukum Acara
Pengadilan Agama yang secara khusus diatur dalam Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989,

BAB 1V
HUKUM ACARA PENGADILAN AGAMA

A. CERAITALAK
1. Seorang suami yang beragama Islam yang akan
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menceraikan isterinya mengajukan permohonan
kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna
menyaksikan ikrar talak. (Pasal 66 ayat (1)).
. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam
ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat kediaman termohon,
kecuali apabila termohon dengan sengaja
meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan
bersama tanpa izin pemohon. (Pasal 66 ayat (2)).
. Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar
negeri permohonan diajukan kepada Pengadilan
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
pemohon. (Pasal 66 ayat (3)).
. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat
kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan
kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau
kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. (Pasal 66
ayat (4)).
. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak,
nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat
diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai
talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. (Pasal
66 ayat (3)).
. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 66 di atas memuat :
a. nama, umur, dan tempat kediaman pemohon,
yaitu suami, dan termohon, yaitu isteri;
b. alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.
(Pasal 67).
. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh
Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
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10.

11.

13.

14.

hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak
didafiarkan di Kepaniteraan. (Pasal 68 ayat (1)).
Pemeriksaan pecrmohonan cerai talak dilakukan
dalam sidang tertutup. (Pasal 68 ayat (2)).

Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku
ketentuan-ketentuan Pasal 79, Pasal 80 ayat (2), Pasal
82. dan Pasal 83. (Pasal 69).

Pengadilan sctelah berkesimpulan bahwa kedua
belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan tclah
cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetap-
kan bahwa permohonan terscbut dikabulkan. (Pasal
70 ayat (1)).

Terhadap penetapan scbagaimana yang dimaksud
dalam ayat (1), isteri dapat mengajukan banding,
(Pasal 70 ayat (2)).

. Setelah penctapan tersebut mempcrolch kekuatan

hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang
penyaksian ikrar talak. dengan memanggil suami dan
isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang
tersebut. (Pasal 70 ayat (3)).

Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi
kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk
mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar lalak
yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya. (Pasal 70
ayat (4)).

Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau
patut, tetapi tidak datang menghadap sendin atau
tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya
dapat mengucapkan tkrar talak tanpa hadimya isteri
atau wakilnya. (Pasal 70 ayat (3)).

. Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan

sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak,



tidak datang menghadap sendin atau tidak menginm
wakilnya meskipun telah mendapat panggilan sccara
sah atau patut maka gugurlah kekuatan pcnctapan
lersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi
berdasarkan alasan yang sama. (Pasal 70 ayat (6)).

16. Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi
dalam sidang ikrar talak. (Pasal 71 ayat (1)).

17. Hakim membuat penctapan yang isinya menyatakan
bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan
dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan
binding atau kasasi. (Pasal 71 ayat (2)).

18. Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 71 berlaku ketentuan-ketentuan dalam
Pasal 84 ayat (1). ayat (2), ayat (3). dan ayat (4).
serta Pasal 85. (Pasal 72).

B. CERAI GUGAT

1. Gugatun perccraian diajukan oleh isteri atau
kuasanya kepada Pcngadilan yang daerah hukumnya
meliputl tempat kediaman penggugat, kecuali
apabila penggugat dengan scngaja meninggalkan
tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. (Pasal
73 ayat (1)).

2. Dalam hal penggugat bertcmpat kediaman di luar
negeri, gugatan perceraian diajukan Kkcpada
Pengadilan yang dacrah hukumnya meliputi tempat
kediaman tergugat. (Pasal 73 ayat (2)).

3. Dalam hal pcnggugat dan tergugat bertempat
kediaman di luar negern, maka gugatan diajukan
kepada Pengadilan yang dacrah hukumnya meliputi
tempat perkawinan mercka dilangsungkin atiau
kcpada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. (Pasal 73

ayat (3)).
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. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan

salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka
untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti
penggugat cukup menyampaikan salinan putusan
Pengadilan yang berwenang yang memutuskan
perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa
putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(Pasal 74).

. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan

bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban
sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan
tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter
(Pasal 75).

. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan

syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian
harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal
darn keluarga atau orang-orang yang dekat dengan
suami isteri. (Pasal 76 ayat (1)).

. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi

tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat
mengangkat seorang atau lebih dan keluarga masing-
masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi
hakam. (Pasal 76 ayat (2)).

. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas

permohonan penggugat atau tergugat atau berdasar-
kan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbul-
kan, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri

tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah, (Pasal
7).

. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas

permohonan penggugat, Pengadilan dapat :



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;

b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin
pemeliharaan dan pendidikan anak:

c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin
terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak
bersama suami isteri atau barang-barang yang
menjadi hak suami atau barang-barang yang
menjadi hak isteri. (Pasal 78).

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri

meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan.

(Pasal 79).

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh

Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

han setelah berkas atau surat gugatan perceraian

didaftarkan di Kepaniteraan. (Pasal 80 ayat (1)).

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam

sidang tertutup. (Pasal 80 ayat (2)).

Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (Pasal

81 ayat (1)).

Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala

akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan

memperoleh kekuatan hukum tetlap. (Pasal 81 ayat

(2)).

Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan

perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua

pihak. (Pasal 82 ayat (1)).

Dalam sidang perdamaian tersebut, suami isteni harus

datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu

pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak
dapat datang menghadap secara pribadi dapat
diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasa-

kan untuk itu. (Pasal 82 ayat (2)).
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17.

18.

19.

20

21.

22.

Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar
ncgeri, maka penggugat pada sidang perdamaian
tersebut harus menghadap sccara pribadi. (Pasal 82
ayat (3)).

Sclama perkara belum diputuskan, usaha mendamai-
kan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.
(Pasal 82 ayat (4)).

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat
diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan
yang ada dan telah diketahui olch penggugat sebelum
perdamaian tcrcapai. (Pasal 83).

Panitcra Pengadilan atau pcjabat Pengadilan yang
ditunjuk berkewajiban sclambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencaitat
Nikah yang wilayahnya mcliputi tempat kediaman
penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan
perceraian dalam sebuah daftar yang discdiakan
untuk itu. (Pasal 84 ayat (1)).

Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang
berbeda dengan wilayah Pcgawai Pencatat Nikah
tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai
salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam
ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada
Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan
dilangsungkan dan olch Pegawai Pencatat Nikah
tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan
perkawinan. (Pasal 84 ayat (2)).

Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri,
maka satu helai salinan putusan sebagaimiana yang
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dimaksud dalam ayat (1) disampakan pula kepada
Pcgawal Pencatat Nikah di tcmpat didaftarkannya
perkawinan mercka di Indoncesia. (Pasal 84 avat (3)).
Panitera berkewajiban memberikan akta cerai
scbagai surat buku cerai kepada para pihak selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sctelah putusan
vang memperoleh kekuatan hukum tetap terscbut
dibcritahukan kepada para pihak. (Pasal 84 ayat (4)).
Kelalman penginman salinan putusan scbagaimana
vang dimaksud dalam Pasal 84, menjadi tanggung
jawab Panitera vang bersangkutan atau pejabal
Pcangadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu
mengakibatkan kerugian bagi suami atau istert atau
kcduanva. (Pasal 83).

. Gugatan soal penguasaan anak, natkah anak. nafkah

isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan
bersama-sama dengan gugalan perceraian ataupun
scsudah putusan perceraian memperolch kekuatan
hukum tctap. (Pasal 86 ayat (1)).

Jika ada wntutan pthak ketiga, maka Pengadilan
mcnunda terlebith dahulu perkara harta bersama
terscbut sampai ada putusan Pengadilan dalam
lingkungan Pcradilan Umum yang telah memperolch
kekuatan hukum tetap tentang hal i, (Pasal 86 aval

().

C. CERAIDENGANALASAN ZINA

1.

Apabila permohonan atau gugatan cerai digjukan
atas alasan salah satu pihak melakukan zina.
scdangkan pemohon atau penggugat tdak dapat
mclengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat
menvanggah alasan tersebut. dan Hakim berpendapat
bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada
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pembukiian sama sckali serta upaya pencguhan alat
bukti tidak mungkin lagi dipcroleh baik dari
pemohon atau penggugal maupun dari termohon atau
tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapal
menyuruh pemohon atau pcnggugat untuk ber
sumpah. (Pasal 87 ayat (1)).

. Pihak tcrmohon atau tergugat diberi kesempatan

pula untuk mencguhkan sanggahannya dcngan cara
yang sama. (Pasal 87 ayat (2)).

. Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 87 ayat (1) dilakukan olch suami, maka
pcnyclesalannya dapat dilaksanakan dengan cara
li'an. (Pasal 88 ayat (1)).

. Apabila sumpah scbagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 87 avat (1) dilakukan oleh isteri maka
penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara
yang berlaku. (Pasal 88 ayat (2)).

BIAYA PERKARA

l.

2

Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan
kepada penggugat atau pemohon. (Pasal 89 ayat (1)).

. Biaya perkara penctapan atau putusan Pengadilan

vang bukan merupakan penctapan atau putusan akhir

akan diperhitungkan dalam penctapan atau putusan

akhir. (Pasal 89 ayat (2)).

Biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 89. meliputi :

a. Biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang
diperlukan untuk perkara itu:

b. Biaya untuk para saksi. saksi ahli. penerjemah,
dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan
dalam perkara itu:



c. Biaya vang diperlukan untuk meclakukan
pemeriksaan sctempat dan tindakan-tindakan lain
yang dipcrlukan olch Pengadilan dalam perkara
itu;

d. biaya pemanggilan. pcmbentahuan, dan lain-lain
atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan
perkara 1tu. (Pasal 90 avat (1)).

4. Besarnya biaya perkara diatur oleh MenteriAgama
dengan persctujuan Mahkamah Agung. (Pasal 90
avat (2)).

. Jumlah biava perkara sebagaimana vang dimaksud
dalam Pasal 90 harus dimuat dalam amar penctapan
atau putusan Pcngadilan. (Pasal 91 avat (1)).

6. Jumlah biava vang dibebankan oleh Pengadilan
kepada salah satu pihak berperkara untuk dibayvarkan
kepada pihak lawannya dalam perkara itu, harus
dicantumkan juga dalam amar penetapan atau
putusan Pengadilan. (Pasal 91 avat (2)).

(¥

BAB V
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Untuk pemberian bantuan hukum bagi pihak-pihak yang
mcembutuhkan/memerlukan yang mengatur tentang
kedudukan dan Tata Kerja Advokat dun Pengacara. di Indo-
nesia sclama ini masih mengeunakan R.O. (Reglement op de
Rechterlijke Organisatie en het beleid de Justitie) yang
mcrupakan Firman Raja (Koninklijke Besluit) yang
diundangkan melalui Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 dan
mulai berlaku scjak tanggal 1 Mei 1948.

Pcmberian Bantuan Hukum bagi pihak-pihak vang
berperkara pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana
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pada lingkungan peradilan lainnya, juga dapat dilakukan, Hal

ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor

14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasain

Kehakiman vang menyatakan, "Setiap orang yang tersangkul

perkara berhak memperoleh bantuan hukum”. Dalam Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 sccara implisit terdapat aturan
tentang bantuan hukum terscbut, yakni :

a. Pasal 70 avat (3)-nya yang menyatakan "Setelah penetapan
terscbut mempcroleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan
menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak. dengan
memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk
menghadin sidang tersebut™;

b. Pasal 70 ayat (5)-nya. yang menyatakan "Jika isteri telah
mendapal panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak
datang menghadap sendiri atau tidak menginm wakilnya,
maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak
tanpa hadirmya isteri atau wakilnya”,

c. Pasal 70 ayat (6)-nya. yang menyatakan "Jika suami dalam
tecnggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang
penyaksian ikrar talak. tidak datang menghadap sendiri
atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat
panggilan sccara sah atau patut maka gugurlah kekuatan
penetapan terscbut, dan perceraian tidak dapat diajukan
lagi berdasarkan alasan yang sama, dan

d. Pasal 82 avat (2)-nya. yang menyatakan "Dalam sidang
perdamaian terscbut, suami isteri harus datang secara
pribadi. kecuali salah satu pihak bertempat di luar negeri.
dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat
diwakili olch kuasanya yang secara khusus dikuasakan
untuk itu”.

Pchunjukan berlakunya Hukum Acara Perdata Umum
pada Pengadilan lingkungan Peradilan Agama. menunjukkan
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pula dengan jelas tentang berlakunya "kuasa hukum” atau
"penaschat hukum”, kecuali vang telah diatur secara khusus
sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989.

BAB VI

MACAM-MACAM PERKARAPADA
PENGADILANAGAMA

Mecnurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
teniang Peradilan Agama. tingkatan Pengadilan Agama terdiri
dan :

1. Pengadilan Agama: yang merupakan Pengadilan Tingkat
Pertama. Dalam hubungan berperkara dengan Pengadilan
Agama ini, HIR maupun RBg. menjadi hukum acara di
samping kctentuan-ketentuan khusus yang telah diatur
secara tersendin dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Tinggi Agama yang merupakan Pengadilan
Tingkat Banding. Untuk berperkara pada Pengadilan
Tinggi1 Agama ini berlaku ketentuan yang terdapat dalam
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 di samping
ketentuan-ketentuan khusus yang telah diatur dalam
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terscbut.

Sedang Mahkamah Agung merupakan puncak dari scmua
lingkungan peradilan. termasuk di dalamnya pengadilan dalam
Lingkungan Peradilan Agama. Scsuai dengan ketentuan Pasal
29 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung, Mahkamah Agung memeriksa dan memutus per-
mohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Ban-
ding atau Tingkat Terakhir dari scluruh Lingkungan Peradilan
yang ada di Indonesia.

to
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Macam-macam perkara pada PengadilanAgama adalah

scbagai berikut :

1.

46

Untuk hal-hal yang diajukan dalam bentuk permohonan,
sehingga produknya berupa Penetapan (Beschikking),
antara lain :

a. Permohonan Cerai Talak

Permohonan Cerai Talak adalah permohonan
yang diajukan oleh seorang suami kepada Pcngadilan
Agama untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap
isterinya, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai-
mana yang dimaksud Pasal 66 sampat Pasal 72
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam
pecrmohonan Cerai Talak kedudukan Pengadilan
Agama adalah untuk menyaksikan seorang suami yang
hendak menjatuhkan talak terhadap isterinya.
Meskipun berupa permohonan, di mana biasanya tidak
terdapat pihak, namun dalam hal permohonan untuk
menjatuhkan talak (penyaksian talak oleh Pengadilan
Agama) ini pihak isteri tetap dijadikan scbagai pihak
yakni sebagai termohon, yang dimungkinkan adanya
upaya banding atau kasasi. Produk Pengadilan adalah
Putusan, sedang diktumnya adalah berupa Penetapan.

. Li'an

Ly'an adalah permohonan yang diajukan scorang
suami untuk menceraikan isterinya dengan alasan
karena isterinya telah melakukan zina. (Pasal 87 ayat
(1) dan Pasal 88 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).

. Izin untuk Berpoligami

Pasal 3.4 dan 5 Undang-undang Nomor | Tahun
1974 mengatur tentang pemberian izin oleh Pengadilan
kepada seorang suami yang bermaksud untuk beristeni
lebih dani seorang jika dikehendaki oleh pihak-pihak



vang bersangkutan. Untuk scorang suami harus
mcengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.

Berdasarkan petunjuk MahkamahAgung tanggal
20 Agustus 19735, pihak isteri yang suaminya hendak
berpoligami agar didudukkan/dijadikan sebagai
tcrmohon. Sebab jika tidak. maka upaya hukum ban-
ding dan kasasi terhalang bagi isteri yang berkeberatun
untuk dimadu. Dalam hal ini perkawinan kedua, ketiga
atau keempat seorang suami yang bermaksud
berpoligami tersebut baru dapat dilaksanakan apabila
penetapan Pengadilan Agama yang membeni izin itu
tclah mempunyai kckuatan hukum tetap.
Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan adalah upaya hukum
untuk mencegah terjadi perkawinan karena tidak
terpenuhinya persyaratan perkawinan.

Pasal 13 sampai dengan 21 Undang-undang
Pcrkawinan mengatur tentang pencegahan perkawinan.,
Yang berhak mengajukan pencegahan adalah @ para
kcluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke
bawah. saudara. wali nikah, wali pcngampu dari salah
scorang calon mempcelai dan pihak-pithak yang
berkepentingan.,

Pencegahan perkawinan diajukan kepada
Pcngadilan dalam dacrah hukum dimana perkawinan
dilangsungkan.

Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah upaya hukum
untuk membatalkan suatu perkawinan karcna tidak
lerpenuhinya persyaratan perkawinan.

Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang
Perkawinan mengatur tentang permohonan pembatalan
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perkawinan. Yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan

48

adalah :

1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas
dari suami atau isten.

2) Suami atau isten, dan

3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan
belum diputuskan.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan
kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana
perkawinan telah dilangsungkan atau di tempat tinggal
kedua suami isteri/pasangan, suami atau isteri.

Dalam hal ini harus dibedakan antara hal-hal yang
mengenai putusnya perkawinan. Batalnya perkawinan
adalah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat
pcrkawinan olch pihak yang menikah.

Adapun acara pembatalan perkawinan sama
dengan acara gugatan cerai, di mana PengadilanAgama
dalam memenksa permohonan pembatalan perkawinan
tersebut harus berdasarkan Pasal 22 sampai dengan
Pasal 28 Undang-undang Perkawinan, scbagaimana
dijelaskan dalam lampiran petunjuk MahkamahAgung
tanggal 20 - 8 — 1975 tersebut di atas.
Permohonan Penetapan Ahli Waris

Permohonan penctapan ahli waris adalah
pcrmohonan yang diajukan oleh para ahli waris sccara
bersama-sama atau oleh salah satu dari mereka kepada
Pcengadilan Agama, agar bagi mereka ditetapkan siapa-
siapa ahli waris dan atau porsi/bahagian masing-
masing ahli waris. Pengadilan atas permohonan mercka
dapat pula mclaksanakan pembagian harta warisan
yang dimohonkan tersebut.

Perlu juga diketahui bahwa sebelum berlakunya
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. untuk Jawa



Madura dan sebahagian Kalimantan Selatan danTimur,
Pengadilan Agama hanya berwenang mengeluarkan
fatwa waris.

g. Permohonan Lain-lainnya
Di antara permohonan lain-lain ini adalah per
mohonan yang diajukan oleh seseorang kepada
Pengadilan Agama agar baginya dapat ditetapkan
adanya suatu keadaan, misalnya seorang isteri/suami
yang melakukan perkawinan sebelum berlakunya
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, memohon agar perkawinannya itu
dinyatakan sah.
Untuk hal-hal yang diajukan dengan cara gugatan
(dagvarding) yang produk Pengadilan Agamanya berupa
putusan (vonis), adalah :
a. Gugatan Cerai
Gugatan Cerai adalah gugatan yang diajukan oleh
isteri kepada Pengadilan Agama agar perkawinan
dengan suaminya diceraikan.
Pasal 74 sampai dengan Pasal 86 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 adalah yang mengatur tentang
gugat cerai yang diajukan oleh pihak isteri, sedang
Pasal 87 dan 88 ayat (2) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 mengatur tentang gugatan cerai dengan
alasan karena suami melakukan zina.
b. Gugatan Pemeliharaan Anak
Gugatan pemeliharaan anak adalah gugatan yang
diajukan oleh salah satu pihak agar kepadanya
diberikan hak memeclihara anaknya, yaitu dalam hal
suami isten telah melakukan perceraian, namun tidak
sekaligus diselesaikan hal-hal yang menyangkut

pemeliharaan anak hasil perkawinannya.
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Kewenangan Pengadilan mengenai hal ini
ditentukan pada Pasal 41 huruf a, Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974.

Gugatan tentang Harta Bersama/Harta Perka-
winan

Gugatan tentang harta bersama/harta perkawinan
adalah gugatan yang diajukan olch salah satu pihak
agar Pengadilan Agama memberikan putusan tentang
harta bersama tersebut.

Gugatan ini diajukan dengan gugatan tersendiri,
apabila pada saat gugatan cerai diajukan dan
diselesaikan olch Pengadilan udak dimohonkan sccara
bersama-sama dengan gugatan cerai.

. Biaya Pemeliharaan Anak

Gugatan pemcliharaan anak adalah gugatan yang
diajukan oleh seorang bekas isten atau suami yang pada
saat gugatan cerai diajukan dan disclesaikan olch
Pengadilan, tidak ikut pula dimohonkan dan disclesai-
kan.

Kedua hal tersebut dimohonkian/disclesaikan
sccara bersama-sama atau sckaligus.,

. Gugatan Kewarisan

Gugatan kewarisan lerjadi apabila di antara para
ahli waris tidak terdapat kescpakatan dalam hal harta
wansan maupun dalam hal pembagiannya, baik tentang
penentuan siapa-siapa yang berhak mewaris menurut
faraid, maupun bagiannya masing-masing.

Kedua hal tersebut dimohonkan/disclesaikan
secara bersama-sama atau sckaligus.

Gugatan Hibah

Gugatan hibah adalah gugatan yang diajukan
karena adanya sengketa tentang sah tidaknya hibah atau
pembatalan hibah.



g. Gugatan Wasiat
Gugatan wasiat adalah gugatan yang diajukan
karcna adanya sengketa tentang sah tidaknya wasiat
atau pembatalan wasiat.
h. Gugatan Wakaf
Gugatan wakaf adalah gugatan vang diajukan olch
ahh waris atau Nadzir tentang sah tidaknya wakaf atau
adanya penyalahgunaan wakaf atau perubahan
penggunaan wakaf.,
i. Gugatan Lain-lain
Hal-hal yang termasuk kewenangan/kompelensi
Pengadilan Agama yvang pengajuannya harus dengan
jalan gugatan, antara lain scbagaimana penjelasan pasal
49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
khusus dibidang perkawinan maupun vang dimaksud
dalam pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tersebut.

BAB VII
PROSEDUR BERPERKARA

A. PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN
1. Pecmohon atau Kuasanya mendatangi Pengadilan
Agama. yaitu Pengadilan Agama :
~ yang dacrah hukumnya meliputi tempat kediaman
termohon kecuali apabila termohon dengan
scngaja meninggalkan tempat kediaman yang
ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
— yang dacrah hukumnya meliputi tempat kediaman
pcmohon dalam hal termohon bertempat kediaman

di luar ncgeri.
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— vyang daerah hukumnya meliputi tempat
perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada
Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dalam hal
pemohon dan termohon bertempat kediaman di
luar negeri.

(UU No. 7/1989 Pasal 66 dan 67).

Beberapa hal yang harus dilakukan di sint adalah:

a. Mengajukan permohonan tertulis atau lisan kepada
Pengadilan Agama disertai alasan untuk
melakukan perceraian (UU No. 7/1989 Pasal 66
ayat (1), PP No. 9/1975 Pasal 14 s/d 19, HIR Pasal
118 dan Rbg Pasal 142).

b. Membayar uang muka biaya perkara kepada
Bendaharawan Khusus (UU No. 7/1989 Pasal 89
dan 90).

. Pemohon atau Kuasanya menghadiri sidang

Pengadilan Agama berdasarkan Surat Panggilan
Panitera Pengadilan Agama (UU No. 7/1989 Pasal 82
ayat (2) dan HIR Pasal 121, 124 dan 125).

. Permohonan atau Kuasanya harus membuktikan dalil-

dalil (kebenaran dari isi) yang menjadi dasar
permohonan dimuka sidang Pengadilan Agama
berdasarkan alat-alat bukti :

a. Surat-surat.

b. Saksi-saksi.

c. Pengakuan salah satu pihak.

d. Persangkaan Hakim.

e. Sumpah salah satu pihak.

(HIR ‘Pasal 164/Rbg Pasal 284).

. Pengadilan mengeluarkan produk Pengadilan berupa

penetapan (UU No. 7/1989 Pasal 71 ayat (2)).

. Apabila pemohon dan termohon hadir di persidangan



dan tidak memerlukan salinan putusan, kepada yang
bersangkutan tidak perlu diberikan salinannya (HIR
Pasal 179/Rbg Pasal 190) dan apabila tidak hadig
cukup diberitahukan isi putusannya.

B. PROSEDUR PENGAJUAN GUGATAN CERAI

1. Penggugat atau Kuasanya mendatangi Pengadilan
Agama, yaitu Pengadilan Agama :

— yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
pcnggugat.

— yang dacrah hukumnya meliputi tempat kediaman
tergugat dalam hal penggugat berkediaman di luar
negeri.

— yang daerah hukumnya meliputi tempat per
kawinan mereka dilangsungkan atau kepada
Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam hal
penggugat dan tcrgugat berkediaman di luar
negeri.

(UU No. 7/1989 Pasal 73)

Beberapa hal yang harus dilakukan disini adalah:

a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan
kepada Ketua (HIR Pasal 118 ayat (1)/Rbg Pasal
142 ayat (1).

b. Membayar uang muka biaya perkara kepada
Bendaharawan Khusus.

2. Penggugal dan tergugat secara pribadi atau masing-
masing Kuasanya harus datang untuk menghadin
Sidang Pengadilan Agama berdasarkan Surat
Panggilan Panitera (UU No. 7/1989 Pasal 82 ayat (2),
PP No. 9/1975 Pasal 26, 27 dan 28 jo HIR Pasal 121,
124 dan 125).

3. Pengadilan Agama dapat melakukan hal-hal sebagai

berikut :
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a. Sclama berlangsungnya gugatan perceraian atas
permohonan pcnggugat atau tergugal atau
berdasarkan pertimbangan bahava vang mungkin
ditimbulkan. Pengadilan Agama dapat mengizin-
kan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam
s:u‘h rumah (UU No. 7/89 Pasal 77).

b. Sclama berlangsungnya gugatan perceraian atas
pcgmohonan penggugat, pengadilan dapat :

1) Mcnentukan nafkah yang ditanggung oleh
\suami:

2) Mcenentukan hal-hal yang perlu untuk
mcenjamin pecmceliharaan dan pendidikan anak:

3) Mcnentukan hal-hal yang perlu untuk
mcnjamin (crpeliharanya barang-barang vang
menjadi hak bersama suami isteri atau barang-
barang yang mcnjadi hak suami atau barang
vang mcenjadi hak isteri,

(UU No. 7/1989 Pasal 78).

4. Penggugat dan tergugat secara pribadi atau masing-

‘N

masing Kuasanya wajib membuktikan dalil-dalil
(kebenaran dari isi) gugatannya/tuntutannya di muka
Sidang Pengadilan A gama berdasarkan alat-alat bukti:
a. Surat-surat,

b. Saksi-saksi.

c. Pengakuan salah satu pihak.

d. Persangkaan Hakim.

¢. Sumpah salah satu pihak.

(HIR Pasal 164/Rbg Pasal 284).

Penggugat dan Tergugat secara pribadi atiu masing-
masing mcnerima salinan putusan PengadilinA gama
vang belum mempunyai kekuatan Hukum Tetap.
Penggugat dan Tergugat menerima Akta Cerai dari
Pengadilan Agama. setelah ikrar talak diucapkan,



C. PROSEDUR PENGAJUAN BANDING

1.

Di Pengadilan Agama
a. Pembanding atau Kuasanya mendatangi Penga-

dilan Agama yang memutuskan perkaranya untuk

menyatakan kchendak banding. yang tenggang

waktunya adalah :

1) Dalam 14 hari terhitung hari berikutnya
pcngumuman putusan kepada vang berkepen-
tingan (UU No. 20/1947 Pasal 7 ayat (1)). dan
apabila pembanding tidak hadir pada saat
diucapkan putusan, maka dalam 14 hari setelah
yang bersangkutan mencrima pembentahuan
isi putusan (HIR Pasal 188 ayat (1)/Rbyg. Pasal
199 ayat (1)).

2) Dalam 14 hari setclah pengumuman isi
putusan, jika tergugat tidak diketahui tempat
tinggalnya (HIR Pasal 188 ayat (1)/Rbg. Pasal
199 avat (1)).

. Pembanding atau Kuasanya membayar biaya

perkara banding kepada Bendaharawan Khusus
padua Pengadilan Agama tersebut dan menyetor
biaya banding ke Kas Necgara atau Kantor Pos
sccara langsung atau melalui Bendaharawan
Khusus.

. Pembanding atau Kuasanya menyerahkan Memon

Banding ke Pengadilan Agama sclama berkas
perkara banding tersebut belum dikirimkan olch
Pengadilan Agama ke Pcengadilan Tinggi Agama.

2. Di Pengadilan Tinggi Agama

4. Berkas perkara banding dikirimkan olch

Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama
setelah lewat 14 hari dari hari pemberitahuan
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kepada Terbanding dan tidak bolch lewat 30 hari,
sejak permohonan banding diajukan.

. Pembanding atau Kuasanya dapat mengirimkan

memori banding dan Terbanding atau Kuasanya
dapat pula mengirimkan Kontra Memori Banding
langsung ke Pengadilan Tinggi Agama apabila
berkas banding telah dikirim oleh Pengadilan
Agama ke Pengadilan Tinggi Agama.

.. Pengadilan Tinggi Agama mengirimkan salinan

putusan/penetapannya kepada PengadilanAgama
yang memutuskan perkaranya, dan Pengadilan
Agama yang bersangkutan menyampaikan/
memberitahu isi putusan kepada para fihak (HIR
Pasal 194/Rbg Pasal 205).

D. PROSEDUR KASASI
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. Pihak yang merasa keberatan atau tidak puas terhadap
putusan Pengadilan Tinggi Agama mendatangi
Pengadilan Agama yang bersangkutan untuk :

a. Menyatakan kehendak kasasi yang tenggang

waktunya adalah : 14 hari sesudah putusan atau
penetapan pengadilan diberitahukan kepada
pemohon (UU No. 14/85 Pasal 46 ayat (1) dan

(2)).

. Membayar biaya kasasi melalui Bendaharawan

Khusus pada Pengadilan Agama.

. Menyerahkan memori kasasi dalam tenggang

waktu 14 hari (UU No. 14/1985 Pasal 47 ayat (1))
terhitung sejak hari berikutnya dari penyampaian
pernyataan kehendak kasasi. Hal ini merupakan
syarat diterimanya kasasi oleh MahkamahAgung.
Memori kasasi harus memuat salah satu atau lebih
dari alasan-alasan hukum pengajuan kasasi, yaitu:



1) Karena Pcngadilan lalai memenuhi syarat-
syarat yang diwahibkan oleh Pcraturan
Perundang-undangan yang mengancam
kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
bersangkutan (UU No. 14/1985 Pasal 30).

2) Karena Pengadilan melampui  balas
wewenangnya.

3) Karena Pengadilan salah mencrapkan atau
karcna melanggar peraturan-peraturan hukum
yang berlaku.

2. Pihak Termohon kasasi berhak mengajukan jawaban
terhadap memorni kasasi dalam tenggang waktu 14 han
scjak tanggal diterimanya salinan memoni kasasi (UU
No. 14/1985 Pasal 47 ayat (3)).
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BAGIAN KETIGA

Tanya Jawab

(Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama)






1.

2.

BAB 1
UMUM

Pertanyaan : Apakah Pengadilan Agama itu?
Jawaban : Pengadilan Agama adalah salah satu
pclaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.
Pertanyaan : Siapa-siapa saja yang dapat mengajukan
pecrmohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama?
Jawaban : Yang dapat mengajukannya adalah
warga ncgara Indonesia yang beragama Islam dan atau
salah satunya WNI (yang beragama Islam).
Pertanyaan : Mcngenai pcrmohonan atau gugatan apa
saja yang dapat diajukan?

Jawaban  : Yang dapat diajukan adalah mengenai
perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah
yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. serta perkara-
perkara wakaf dan shadaqah.

Pertanyaan : Kalau seseorang atau beberapa orang
tidak mcrasa puas dengan putusan atau penetapan
Pengadilan Agama. apakah selanjutnya masih ada upaya
Lain untuk mendapatkan keadilan?

Jawaban : Ada. vaitu dengan mengajukan banding
ke Pcengadilan Tinggi Agama. Bila putusan atau
penctapan banding itu belum juga memuaskan karena
masih mcrasa belum mendapatkan keadilan, dapat
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Pertanyaan : Tentu saja bagi sebagian warga negara
vang berperkara di PengadilanAgama tidak mudah untuk
mengurus perkaranya secara langsung.

Dalam hal ini apakah sescorang atau beberapa orang
dapat meminta bantuan kepada orang lain?

Jawaban  : Sctiap orang. apakah dia mampu atau
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tidak mengurus perkaranya, berhak mendapatkan
bantuan orang lain. Mecrcka dapat memberikan kuasa
kepada orang lain untuk mengurus perkaranya itu.
tcrmasuk memberikan kuiasa kepada Pengacara atau
Lembaga-lembaga Bantuan Hukum.,

Pertanyaan : Apakah putusan atau penctapan
Pengadilan Agama itu wajib dilaksanakan?

Jawaban : Hanva putusan yang bersifat Condem-
natoir saja yang harus dilaksanakan, scdangkan penc-
tapan tidak mcmerlukan pelaksanaan karena hanya
bersifat Declaratoir atau Constitutif saja.

Pertanyaan : Bagaimana jika ada pihak yang bersi-
kcras tidak mau melaksanakan putusan atau penctapan
terscbut?

Jawaban  : Pengadilan Agama dapat mcemaksa
pihak yang bersangkutan. untuk melaksanakan putusan.

BAB II
TENTANG CERAITALAK

Pertanyaan : Apayang dimaksud dcngan cerai talak?
Jawaban : Cerai Talak adalah cerai yang dijatuhkan
olch suami terhadap isterinya. schingga perkawinan
mereka menjadi putus.

Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya -
harus lebih dahulu mengajukan permohonan kepada
Pengadilan Agama.

Pertanyaan : Kecpada Pengadilan Agama mana.
scorang suami yang bermaksud menceraikan isicrinya.
harus mengajukan permohonannya?



Jawaban : Permohonannya harus ditujukan kepada
Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman
isterinya.

Apabila istcrinya dengan sengaja dan tanpa izin suaminya
tclah meninggalkan tempat kediaman yang disepakati,
permohonan tersebut diajukan kepada PengadilanA gama
yang mewilayahi tempat kediaman suami.

Apabila isterinya bertempat kediaman di luar negeri,
permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang
mewilayahi tempat kediaman suami.

Sedangkan apabila suami isten tersebut bertempat tinggal
di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Penga-
dilan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya
perkawinan mecrcka dahulu, atau boleh juga kepada
Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Pertanvaan : Bagaimana caranyadan persyaratan apa
saja yang harus dipcnuhi oleh seorang suami dalam
mengajukan permohonan cerai talak itu?

Jawaban : Caranya adalah dengan mengajukan
permohonan sccara tertuhis kepada Pengadilan Agama
vang bersangkutan. Bagi orang vang tidak dapat menulis
bolch mengajukannya secara lisan. Adapun persyaratan
pcrmohonan terscbut adalah bahwa dalam permohonan
harus dicantumkan atau discbutkan hal-hal tersebut di
bawah ini, yaitu:

a. Nama. umur. dan tempat kediaman suami dan isteri:
b. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.
Pertanyaan : Apakah sctelah permohonan diserahkan
perkara terscbut scgera diproses?

Jawaban : Pcrkara tersebut akan diproses sectelah
vang bersangkutan menycrahkan vang muka btaya
perkara, karena permohonannya itu baru terdaftar dalam
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buku register, apabila ia menyerahkan uang muka
terscbut.

Majelis Hakim wajib menyidangkan perkara selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sciclah pendaltaran
perkara.

. Pertanyaan : Berapa lama waktu yang diperlukan,
sehingga Majelis Hakim Pcngadilan Agama dapat
memberikan penctapan bagi permohonan ikrar talak?
Jawaban : Ada asas "peradilan sederhana, cepat
dan biaya ringan”. Majelis Hakim harus berusaha agar
proses peradilan itu berlangsung cepat, namun Majchs
Hakim wajib memenuhi scluruh ketentuan-ketentuan
hukum Acara Peradilan Agama. Jadi tidak ada ketentuan
pasti mengenai waktu yang diperlukan itu.
Tahap-tahap yang harus dilalui hingga sampai pada saat
penetapan adalah :

Tahap pembacaan permohonan.

Tahap jawaban termohon.

Tahap replik.

Tahap duplik.

Tahap pemeriksaan alat-alat bukti,

Tahap pengambilan kesimpulan.

g. Tahap kepulusan.

Kedisiplinan hadir baik pemohon maupun termohon atiau
wakil mercka pada setiap sidang dilakukan, tentu saja
-akan mempengaruhi kecepatan penyelesaian perkara
mereka.

Ada satu hal yang scring memperlambat penyelesaian
perkara, yaitu apabila termohon (isteri) tidak dikctahui
alamatnya. schingga diperlukan pengumuman pemang-
gilan scbanyak dua kali. di mana pengumuman pertama
harus bertenggang waktu sclama satu bulan dengan
pcngumuman yang kedua.
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6.

Pertanyaan : Apakah pemohon (suami)dan termohon
(ister) harus hadir pada sidang penyaksian ikrar talak?
Jawaban  : Pada dasarnya kedua belah pihak harus
hadir pada sidang penyaksian ikrar talak itu.Akan tetapi
faktor ketidakhadiran mereka tidak dipandang sebagai
penghalang berlangsungnya penyaksian ikrar talak,
selama suami mengirim seorang wakil yang diberi kuasa
khusus dalam suatu akta otentik, dan isteri mengirim
seorang wakil.

Pertanyaan : Bagaimana jika salah satu pihak tidak
hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya dalam sidang
penyaksian ikrar talak itu?

Jawaban : Jika yang tidak hadir adalah suami dan
tidak pula mengirimkan wakilnya, sidang penyaksian
ikrar walak tidak dapat dilangsungkan. Dan apabila telah
lewat waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya
har penyaksian ikrar talak, suami atau wakilnya itu tidak
hadir juga, sedangkan ia telah dipanggil secara sah atau
patut, maka kekuatan pcnetapan bagi penyaksian ikrar
talak tersebut menjadi gugur. Dalam hal ini suami tidak
berhak lagi mengajukan permohonan ikrar talak dengan
alasan yang sama.

Adapun jika yang tidak hadir adalah isteri dan tidak pula
mengirimkan wakilnya, sedangkan untuk menghadin
sidang penyaksian ikrar talak itu ia telah dipanggil secara
sah atau patut, sidang penyaksian ikrar talak dapat
dilangsungkan dan suami atau wakilnya dapat mengucap-
kan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya.
Pertanyaan : Setelah adanya penetapan yang menya-
takan putus hubungan perkawinan antara suami isteri
karena ikrar talak itu, apakah masingmasing mereka
dapat segera melakukan perkawinan dengan pihak lain?
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Jawaban : Mereka tidak serta rncrta dapat melang-
sungkan perkawinan dengan pihak lain, melainkan
apabila mereka telah memperoleh "Akta-Cerai” dan
khusus bagi bekas isteri disyaratkan telah habis masa
iddahnya.

BADB 111
TENTANG CERAI GUGAT

Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan Cerai
Gugat itu?

Jawaban : Cerai Gugat adalah cerai yang didasar-
kan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar
perkawinan dengan suaminya menjadi putus.

Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya
harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada
Pengadilan Agama.

. Pertanyaan : Kcpada Pengadilan Agama mana

seorang isteri yang bermaksud menggugat cerai
suaminya, mengajukan gugatannya?

Jawaban : Gugatan terscbut diajukan kepada
Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi
tempat kediaman penggugat (isteri).

Telapi apabila ia dengan sengaja meninggalkan tempat
kediaman bersama tanpa izin suaminya, gugatan itu
diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah
hukumnya meliputi tempat kediaman suaminya.
Adapun apabila penggugat (isteri) bertempat kediaman
di luar negen, maka gugatannya itu harus diajukan
kepada Pengadilan Agama yang dacrah hukumnya
meliputi tempat kediaman tergugat (suami).
Sedangkan apabila penggugat (isteri) dan tergugat



(suami) kedua-duanya beriempat kediaman di luar negeri,
maka gugatan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan
Agama yang dacrah hukumnya meliputi tempat perka-
winan mercka dahulu dilangsungkan atau kepada Penga-
dilan Agama Jakarta Pusat.

Pertanyaan : Bagaimana caranyadan persyaralan apa
saja yang harus dipcnuhi seorang isteri dalam mengaju-
kan gugatannya?’

Jawaban : Caranya adalah dengan mengajukan
gugatannya secara tertulis kepada Pengadilan Agama
yang bersangkutan.

Bagi orang yang tidak dapat menulis boleh mengajukan-
nya secara lisan.

Adapun persyaratan gugatan tersebut sama saja dengan
persyaratan permohonan cerai talak, yaitu bahwa dalam
gugatan tersebut harus dicantumkan atau disebutkan hal-
hal tersebut di bawah ini:

a. Nama, umur, dan tempat kediaman isteri dan suami;
b. Alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan.
Pertanyaan : Kapankah suatu gugatan isteri yang
tclah diajukan ke Pengadilan Agama mulai diproses. Dan
berapa lama waktu yang diperlukan sampai perkara
tersebut selesai?

Jawaban : Mengenai kapan suatu gugatan mulai
diproses dan waktu yang diperlukan untuk itu, sama
halnya dengan permohonan cerai talak.

Pertanyaan : Ada seorang isteri yang menggugat cerai
suaminya dengan alasan suaminya terkena pidana
penjara. Apakah gugatan semacam itu dapat diterima?
Jawaban : Gugatan dengan alasan suami menjalani
pidana penjara memang menjadi salah satu alasan
perceraian, tapt pidana penjara yang dikenakan terhadap
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suaminya itu adalah pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih.

Seorang isteri yang menggugat suaminya dengan alasan
tersebut, cukup menyampaikan salinan putusan
Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara
suaminya disertai ketcrangan yang menyatakan bahwa
putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.

Pertanyaan : Apakah Pengadilan Agama dapat
menerima gugatan cerai seorang isteri yang didasarkan
atas kenyataan bahwa suaminya mempunyai cacat badan
atau penyakit lain?

Jawaban  : Cacat badan atau penyakit lain yang
dialami suami juga salah satu alasan perceraian. Tetapi
yang dimaksud cacat badan atau penyakit lain adalah
yang sampai mengakibatkan suami tidak dapat menjalan-
kan kewajibannya sebagai suami. Untuk itu hakim dapat
memerintahkan tergugat (suami) memeriksakan diri
kepada dokter.

. Pertanyaan : Apa yang dimaksud dengan gugatan

perceraian yang didasarkan syiqoq?

Jawaban : Gugatan perceraian yang didasarkan
syiqoq adalah gugatan perceraian dengan alasan adanya
perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami
dan isteri.

Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sesuatu
gugatan masuk ke dalam kategori syiqoq, maka Majelis
Hakim harus mendengarkan kelerangan saksi-saksi yang
berasal darni keluarga atau orang-orang yang dekat dengan
suami-isteri. Kemudian setelah itu Majelis Hakim dapat
mengangkat seorang atau lebih dari keluaga kedua belah
pihak atau orang lain untuk menjadi hakam, yang



10.

memberikan pertimbangan kepada hakim mengenai
penyelesaian perkara tersebut,
Pertanyaan : Bugaimana mengenai kemungkinan
timbulnya hal-hal atau kejadian-kejadian ¢éi luar Penga-
dilan Agamu yang tidak diinginkan antara suami-isteri .
Adakah upaya prevemif Majelis Hakiin?
Jawaban  : Mcmang aniara suami-isteri yang
perkara gugatan cerai mereka sedang dalam proses
peradilan tidak mustahil timbul kal-hal atae kejadian-
kejadian yang tidak diinginkar. Jadi jika inemang ada
kekhawatiran Majelis Hakim, Pengadilan Agama dapat
mengizinkan svami-isteri terscbut untuk tidak tinggal
dalam satu ruraai.
Pertanvaan : Proses perceraian dapat mernpengaruhi
nafkah, pemeliharaan dan pendidikan anak, dan barang-
barung. Adakah gpaya Majelis Hakim yang bertujuan
untuk memberikan jaminarn terhadap soal nafkah,
pemeliharaan dan pendidikan anak, dan barang-barang
tersebut?

Jawaban : Majelis Hakim dapat memberikan

perlindungan mcngenai scal-soal tersebut, namun harus

didasarkan atas adanya permohonan penggugat (isieri).

Jika ia mengajukan permohonan, maka Majelis Hakim

dapat menentukan :

a. Nafkah yang ditanggung olech suami;

b. Hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan
pendidikan anak;

c. Hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya
barang-barang vang mcnjadi hak bersama suami-
isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami
atau barang-barang yang menjadi hak isten.

Pertanyaan : Apa yang dimaxsud dengan sidang
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perdamaian? Dan bagaimana ketentuan-ketentuannya?

Jawaban : Perlu diketahui bahwa pada sidang

pertama pemeriksaan gugatan perceraian. hakim ber

usaha mendamaikan kedua belah pihak, dan selama
perkara belum diputuskan. usaha hakim untuk menda-
maikan kedua belah pihak dapat dilakukan pada setiap

kali sidang pemeriksaan dilaksanakan. Jadi sidang di

mana hakim berusaha untuk mendamaikan itu disebut

sidang perdamaian.

Untuk sidang perdamaian scperti itu ada beberapa

ketentuan, yailu :

a. Suami-isteri harus datang sccara pribadi. kecuali
apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar
negeri dan tidak dapat datang ke persidangan sccara
pribadi. dapat diwakili oleh kuasanya yang secara
khusus dikuasakan untuk itu.

b. Apabila suami-isteri kedua-duanya bertempat
kediaman di luar negeri, maka penggugat (isteri) pada
sidang pcrdamaian itu harus datang sccara pribadi.

Pertanyaan : Apakah sctelah tercapainya perdamaian,

isteri masih dapat mengajukan gugatan perceraian

terhadap suaminya?

Jawaban : Secorang isteri, sctelah perdamaian,

masih dapat mengajukan gugatan baru, maksudnya

mengajukan gugatan perceraian dengan alasan yang baru.

Jika alasan pengajuan gugatan perceraian yang sekarang

sama dengan alasan pengajuan gugatan perceraian yang

dahulu, gugatannya tidak akan dikabulkan olch Majelis:

Hakim.

Pertanyaan : Apakah suatu perkara cerai gugat yang

sedang dalam pemeriksaan dapat dinyatakan gugur oleh

Majelis Hakim?
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14,

Jawaban : Majelis Hakim dapat menggugurkan
suatu perkara cerai gugat apabila salah satu pihak, yaitu
penggugat (isteri) atau tergugat (suami) meninggal dunia.
Dalam hal ini perkara tersebut tidak menimbulkan
sesuatu akibat.

Pertanyaan : Mecngapa sidang pemeriksaan gugatan
perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, sedang pem-
bacaan putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan
perceraian dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum?
Jawaban : Tertutupnya sidang pcmeriksaan guga-
tan perceraian adalah karcna biasanya Kedua belah pihak,
yaitu suami dan isteri; akan saling mengungkapkan hal-
hal yang sangat bersifat pribadi bahkan merupakan aib,
yang kurang layak diketahui orang lain, di samping juga
dimaksudkan agar kedua belah pihak tidak sungkan dan
mampu terbuka memberikan keterangan, hal mana sangat
diperlukan oleh Majelis Hakim.

Sedangkan terbukanya sidang pembacaan pulusan
mengenai gugatan perceraian adalah karena putusan
tersebut memang perlu diketahui umum, sebab putusan
mengenai gugatan perceraian itu membawa akibat-akibat
hukum tertentu, walaupun masih harus menunggu sampai
putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tctap.
Pertanyaan : Jika terjadi perceraian antara suami dan
isteri, tentu akan timbul persoalan sekitar penguasaan
anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama.
Adakah upaya bagi isteri untuk mendapatkan jaminan
mengenai soal tersebut?

Jawaban  : Memang sering timbul persoalan antara
bekas isteri dan bekas suami mengenai penguasaan anak,
nafkah anak, natkah isteri dan harta bersama setclah
terjadinya perceraian. Oleh karena itulah hukum
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membcerikan kesempaian kepada isteri untuk mengajukan
gugatan mengenai soal terscbut. Gugatan tersebut dapat
diajukan bersama-sama dan sckaligus dengan gugatan
perceraian dan dapat pula secara terpisah, yaitu sesudah
putusan perceraian mempunyai keknatan hukum tetap.
Pertanvaan : Harta bersarna suami isten tidak jarang
berkaitan dengan pihak ketiga. Bagaimana Pengadilan
Agama menyelesaikan gugatan mengenai harta bersama,
sementara ada pihak ketiga vang menuntut?

Jawaban : Jika ada pihak ketiga yang mengajukan
tuntutannya ke Pengadilan Agama mengcnai harta
bersama suami isteri, maka Majelis Hakim menunda
lebih dahulu perkara harta bersama itu dan melanjutkan-
nya kembali apabila telah ada putusan Pengadilan dalam
lingkungan Pecradilan Umum vang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

BAB IV
CERAI DENGANALASAN ZINA

Pertanyaan : Apakah yang dimaksud ccrai dengan
alasan zina itu?

Jawaban : Cerai dengan alasan zina adalah permo-
honan atau gugatan perceraian yang diajukan oleh salah
salu pihak dengan alasan salah satu pihak melakukan
perbuatan zina.

Pertanyaan : Bagaimana Majclis Hakim memeriksa
perkara gugatan perceraian dengan alasan zina?
Jawaban  : Tentu saja Majelis Hakim meminta
pemohon atau pcnggugat mengajukan bukti-bukti yang
dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa permohonan
atau gugatannya itu benar, dan mcmberikan kesempatan



bagi termohon atau tergugat untuk memberikan
keterangan atau sanggahan.

Pertanyaan : Berkenaan dengan hal ini, bagaimana
Jika pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi
bukti-bukti yang diperlukan Majelis Hakim, dan
termmohon atau tergugat menolak dan menyanggah bahwa
ia telah melakukan perbuatan zina, bukankah tidak
mudah membuktikan bahwa seseorang telah melakukan
perbuatan zina? Apa yang akan dilakukan oleh Majelis
Hakim dalam menghadapi kenyataan seperti ini?
Jawaban : Apabila pemohon atau penggugat tidak
dapat mengajukan bukti-bukti yang diperlukan dan
termohon atau tergugat menyanggah gugatan tersebut,
serta Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan
atau gugatan tersebut tiada pembuktian sama sekali dan
tidak ada lagi harapan untuk peneguhan alat bukti, maka
hakim akan membuatl penetapan atau putusan yang
menyatakan tidak menerima permohonan atau gugatan,
Akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa
permohonan atau gugatan tersebut bukan tiada
pembuktian sama sekali, maka Majelis Hakim dapat
memerintahkan pemohon atau penggugat untuk ber
sumpah.

Apabila yang bersumpah adalah suami, maka penye-
lesaian perkara tersebut dilaksanakan dengan cara li'an.
Oleh karena dilakukan secara li'an, maka berlakulah
hukum l1'an, yaitu putusnya perkawinan untuk selama-
lamanya dan anak yang dikandung isteri hanya
dinasabkan (dihubungkan) kepada ibunya, sedang suami
terbebas dari kewajiban memben nafkah.

Dan apabila yang bersumpah adalah isteri, maka
penyelesian perkara tersebut diselesaikan dengan cara

yang biasa.
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BAB V
TENTANG PERKARA YANG LAIN-LAIN

1. Pertanyaan : Sclain perkara-perkara cerai talak, cerai
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gugal dan cerai dengan alasan zina, khusus mengenai

hal-hal di sckitar perkawinan, perkara-perkara apa

sajakah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama?

Jawaban : Perkara-perkara di sekitar perkawinan

yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, selain

perkara-perkara cerai talak, cerai gugat dan ccrai dengan
alasan zina adalah cukup banyak, yaitu meliputi perkara-
perkara yang disebutkan di bawah ini :

a. Izin beristen lebih dari seorang;

b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang

belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal

orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus
ada perbedaan pendapat;

Dispensasi kawin;

Pencegahan perkawinan;

Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Pembatalan Perkawinan;

Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;

Penyelesaian harta bersama;

Mengenai penguasaan anak-anak;

Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan

pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya

bertanggung jawab tidak memecnuhinya.

k. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan
oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu
kewajiban bagi bekas isteri;

1. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;

m. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
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Pencabutan kekuasaan wali;

Penunjukan orang lain scbagai seorang wali dicabut;

p. Menunjuk seorang wali dalam hal scorang anak yang
belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang
ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada
penunjukan wali oleh orang tuanya.

q. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali
yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda
anak yang ada di bawah kekuasaannya;

r. Penetapan asal-usul scorang anak;

Putusan tecntang hal pcnolakan pemberian keterangan
untuk mclakukan perkawinan campuran;

t. Pcrnyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi
scbelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan
yang lain.

Pertanyaan : Perkara perkawinan tentu saja berkaitan
erat dengan masalah kewarisan. Sehubungan dengan hal
ini apakah pcrkara kcwarisan itu dapat diajukan ke
Pengadilan Agama?
Jawaban : Pengadilan Agama juga berwenang
dalam bidang kcwarisan. Jadi perkara kewarisan dapat
diajukan ke Pcngadilan Agama. Pihak-pihak yang
berkepentingan dapat memohon agar PengadilanAgama
mencntukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris,
mencntukan harta peninggalan, menentukan bagian
masing-masing ahli waris. dan melaksanakan pembagian
harta peninggalan tersebut.

Pertanyaan : Mcngenai perkara yang menyangkut

harta kekayaan, selain kewarisan, perkara-perkara apa

saja lagi yang dapal diajukan ke Pengadilan Agama?

Jawaban : Perkara-perkara wasiat dan hibah yang

e
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dilakukan berdasarkan hukum Islam dapat diajukan ke
Pengadilan Agama.

Jadi kalau ada pihak-pihak yang berkeberatan atas
pelaksanaan wasiat dan/atau hibah, ia dapat mengajukan
gugatan ke Pengadilan Agama.

Selain perkara-perkara wasiat dan hibah itu, perkara-
perkara yang berhubungan dengan wakaf dan shadagah
dapat pula diajukan ke Pengadilan Agama.



BAGIAN KEEMPAT

Tanya Jawab

(Kompilasi Hukum Islam)






BAB 1
UMUM

1. Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan istilah
Kompilasi Hukum Islam?
Jawaban ¢ Yang dimaksud dengan istilah Kompi-
lasi Hukum Islam adalah sebuah kitab yang berisi
kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah atau garis-garis
hukum Islam sejenis, yakni mengenai hukum perka-
winan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan yang
disusun secara sistematis.

2. Pertanyaan : Mengapa pemerintah memandang perlu
mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam?
Jawaban : Pemikiran pemerintah dalam menge-
luarkan Kompilasi Hukum Islam adalah karena hukum
Islam yang dipergunakan oleh peradilan agama untuk
menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya
dimasa yang lalu terdapat dalam berbagai kitab fiqih yang
ditulis oleh para fugaha beberapa abad yang lalu. Scbagai
kitab fiqih didalamnya terdapat perbedaan-perbedaan
pcendapat diantara fuqaha yang satu dengan fuqaha yang
lain. Perbedaan-perbedaan pendapat yang terdapat dalam
kitab-kitab fiqih itu wajar mempengaruhi hakim pengadi-
lan agama dalam memutuskan sengketa. Sehingga sering
terjadi putusan hakim pada suatu pengadilan agama
berbeda dengan putusan hakim pada pengadilan agama
lain, padahal sengketanya sama. Jadi, maksud pemerintah
mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk
memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan
di pengadilan agama.

3. Pertanyaan : Bagaimana proses penyusunan Kompi-
lasi Hukum Islam itu?
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Jawaban  : Proses yang ditcmpuh dalam penyusu-
nan Kompilasi Hukum Islam adalah:

Pertama adalah pengkajian kitab-kitab figth Islam
khususnya ketiga belas kitab fiqih yang ditetapkan
pemerintah menjadi pegangan hakim pengadilan agama.
Para ahli dari sejumlah IAIN merumuskan garis-garis
hukum yang terdapat di dalam kitab-kitab it diserta
dalil-dalil hukumnya yang terdapat di dalam Alqur'an
dan Sunnah Rasulullah.

Kedua adalah wawancara dengan para ulama di sepuluh
ibukota propinsi di Indonesia. Para ulama baik secara
perorangan maupun sebagai pimpinan oiganisasi sosial
keagamaan mengemukakan berbagai pendapat hukum-
nya mengenai berbagai hal yang ditanyakan kepada
mereka dan menyatakan dukungan mereka atas usaha
pengumpulan atau penghimpunan kaidah-kaidah atau
garis-garis hukum Islam tersebut.

Ketiga adalah penelitian yurisprudensi peradilan agama,
Yurisprudensi peradilan agama sejak zaman Hindia
Belanda dahulu sampai saat penyusunan Kompilasi
Hukum Islam yang terhimpun dalam berbagai dokumen
dipelajari, dikaji dan ditarik garis-garis hukum
daripadanya.

Keempat adalah melakukan study perbandingan ke luar
negeri, yakni negara-negara yang penduduknya
beragama Islam mengenai hukum dan penerapan hukum
Islam di negara tersebut serta sistem peradilan mereka.
Hasil-hasil dan seluruh kegiatan tersebut setelah diolah
dan dirumuskan, disetujui dalam lokakarya ulama Islam
Indonesia pada tanggal 2 sampai 5 Pebruari 1988.
Pertanyaan : Apa landasan pemberlakuan Kompilasi
Hukum Islam tersebut?



Jawaban : Landasannya adalah Instruksi Presidcen
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni
1991. Dalam Instruksi tersebut Presiden memerintahkan
Menteri Agama agar menyebarluaskan isi Kompilasi
Hukum Islam agar digunakan oleh instansi pemerintah
dan masyarakat yang mcmerlukannya. Kemudian
Mecnteri Agama mengcluarkan Keputusan Nomor 154
tanggal 22 Juli 1991 tentang Pclaksanaan Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991,
Dalam Kcputusan Mecntcri Agama tersebut dinyatakan
agar scluruh instansi Dcpartemen Agama dan instansi
pcmerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan
Kompilasi Hukum Islam. Seluruh instansi pemerintah
terscbut di atas, dalam menyclesaikan masalah-masalah
di bidang hukum perkawinan, kewansan, dan perwakafan
sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam
disamping pcraturan perundangan lainnya.

BAB II
TENTANG HUKUM PERKAWINAN

. Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan pemi-
nangan?

Jawaban : Peminangan adalah upaya yang dimak-
sudkan agar terjadi persetujuan perjodohan antara
scorang pria dengan scorang wanita.

. Pertanyaan : Siapakah yang dimaksud wali hakim
itu?

Jawaban : Wali hakim ialah wali nikah yang
ditunjuk olch Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk
olchnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak
scbagai wali nikah.
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Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan akad
nikah?

Jawaban : Akad nikah ialah rangkaian ijab yang
diucapkan olch wali, dan kabul yang diucaokan olch
mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh dua
orang saksi.

Pertanyaan : Apakah yang dimaksudkan dengan
mahar?

Jawaban : Mahar adalah pemberian dari calon
mempclai pria kepada calon mempelai wanita, baik
berbentuk barang, uang alau jasa yang iidak bertentangan
dengan hukum Islam.

. Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan taklik-

talak?

Jawaban : Taklik-talak talah perjanjian yang
diucapkan mempelai pria scteiah akad nikah yang
dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang
digantungkan kepada suatu kcadaan tertentu yang
mungkin terjadi di masa yang akan datang.
Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan syirkah?
Jawaban : Syirkah atau harta kckayaan daiam
perkawinan adalah harta yang dipcrolch baik secara
sendiri-sendin atau secara bersama-sama diantara suami-
isten selama dalam ikatan perkawinan. Harta yang seperti
itu selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoal-
kan terdaftar atas nama siapa pun.

. Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan hadho-

nah?

Jawaban : Hadhonah atau pemeliharaan anak
adalah kewajiban mengasuh, memelihara dan mendidik
anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

. Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan per-

walian?



10.

11.

13.

14,

Jawaban  : Perwalian adalah kewenangan yang
diberikan kcpada scseorang untuk melakukan sesuatu
perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan
atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua
atau, seorang tua yang masih hidup, tetapi tidak cakap
melakukan perbuatan hukum.

. Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan khuluk?

Jawaban : Khuluk adalah perceraian yang terjadi
atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau
iwadl kepada dan atas persctujuan suaminya,
Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan mut'ah?
Jawaban : Mut'ah adalah pemberian bebas suami
kepada isteri yang ditalaknya berupa benda atau uang
dan lainnya.

Pertanyaan : Apakah pengertian perkawinan menurut
hukum Islam?

Jawaban  : Perkawinan menurut hukum Islam
adalah pemikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau
miitsagon ghaliidzon untuk mentaati perintahAllah dan
melaksanakannya merupakan ibadah.

. Pertanyaan : Apakah tujuan perkawinan itu?

Jawaban : Perkawinan bertujuan untuk mewujud-
kan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,
dan rahmah.

Pertanyaan : Apakah syarat sahnya perkawinan?
Jawaban  : Perkawinan adalah sah, apabila dilaku-
kan menurut hukum Islam scsuai dengan Pasal 2 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan.

Pertanyaan : Apa maksud keharusan pencatatan
setiap perkawinan?

Jawaban  : Agar terjamin ketertiban perkawinan
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16.
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bagi masyarakat Islam, sctiap perkawinan harus dicatat

oleh Pegawai Pencatat Nikah, scbagaimana yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Dan sctiap

perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di

bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, karena

perkawinan yang di luar pengawasan Pegawai Pencatat

Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pertanyaan : Bagaimana cara pembuktian perkawi-

nan?

Jawaban  : Perkawinan hanya dapat dibuktikan

dengan Akta Nikah yang dibuat olch Pegawai Pencatat

Nikah.

Pertanyaan : Bagaimana bila suatu perkawinan tidak

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah?

Jawaban  : Dalam hal perkawinan tidak dapat

dibuktikan dengan Akta Nikah, pembuktiannya adalah

dengan mengajukan itsbat nikahnya ke pengadilan

agama.

Pertanyaan : Pernikahan bagaimanayang dapat diaju-

kan 1tsbatnya ke pengadilan agama?

Jawaban : Permikahan yang dapat diajukan itsbat-

nya ke pengadilan agama, terbatas mengenai pernikahan

yang didalamnya terdapat hal-hal yang berkenaan

dengan :

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian
perkawinan;

b. Hilangnya Akta Nikah;

c. Adanyakeraguan icntang sah atau tidaknya salah satu
syarat perkawinan;

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
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19.

20.

21.

e. Perkawinan yang dilakukan olch mercka yang tidak
mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-
Undang Nomor | Tahun 1974,

Pertanyaan : Siapa saja yang berhak mengajukan

permohonan itsbat Nikah?

Jawaban : Yang berhak mengajukan permohonan

itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka,

wali nikah dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan
perkawinan itu.

Pertanyaan : Apa saja yang dapat dijadikan bukti

putusnya suatu perkawinan?

Jawaban : Putusnya suatu perkawinan karena cerai

mati dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari

pejabat yang berwenang (Lurah/Kepala Desa).

Scdangkan putusnya perkawinan yang disebabkan oleh

selain cerai mati, hanya dapat dibuktikan dengan surat

cerai berupa putusan pengadilan, baik berupa putusan

‘perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pertanyaan : Upaya apa yang dapat dilakukan apabila
seseorang kehilangan surat cerainya?

Jawaban  : Apabila bukti surat cerai tidak dapat
ditcmukan karena hilang atau karena sebab-sebab lain,
dapat dimintakan salinannya kepada pengadilan agama.
Dalam hal salinan surat bukti tersebut tidak diperoleh,
maka dapat diajukan permohonan ke pengadilan agama.
Pertanyaan : Bagaimana cara membuktikan terjadi-
nya rujuk?

Jawaban : Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan
Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh
Petugas-Pencatat Nikah.

Pertanyaan : Wanita-wanita mana sajakah yang
dilarang untuk dipinang?
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Jawaban : Yang dilarang untuk dipinang adalah
wanita yang masih dalam masa iddah raj'iah dan wanita
yang sedang dipinang pria lain.

Pertanyaan : Bagaimanakah kedudukan hukum pina-
ngan menurut hukum Islam?

Jawaban : Pinangan belum menimbulkan akibat
hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan
pinangan, asal dilakukan dengan cara yang baik sesuai
dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat.
Pertanyaan : Berapa batas umur calon mempelai yang
diperbolehkan melangsungkan perkawinan?

Jawaban : Untuk kemaslahatan keluarga dan
rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon
mempelal yang telah mencapai umur yang ditetapkan
dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun
dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun, Bagi calon
mempelai yang belum mencukupi umur 21 tahun harus
mendapat izin (Pengadilan Agama) sebagaimana yang
diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Pertanyaan : Bagaimana mengenai kedudukan
persetujuan calon mempelai dalam suatu perkawinan?
Jawaban : Perkawinan didasarkan atas persetujuan
calon mempelai. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui
oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan
itu tidak dapat dilangsungkan.

Pertanyaan : Siapakah wali nikah itu?

Jawaban  : Wali nikah ialah seorang laki-laki yang
memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan
baligh, yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim.
Pertanyaan : Siapakah wali nasab itu?
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30.

Jawaban : Wali nasab terdiri dari empat kelompok
dalam vrutan kedudukan. Kelompok yang satu didahulu-
kan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan
kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Keempat
kelompok itu adalah :

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas,
yakni : ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau
saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-
laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-
laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek,
saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki
mereka.

Pertanyaan : Kapan wali hakim dapat bertindak
sebagai wali nikah?

Jawaban  : Wali hakim baru dapat bertindak sebagai
wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak
mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat
tinggalnya atau gaib atau adlol (enggan). Dalam hal wali
adlol (enggan), maka wali hakim baru dapat bertindak
sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan
Agama tentang wali tersebut.

Pertanyaan : Siapayang dapatditunjuk sebagai saksi
dalam akad nikah?

Jawaban : Yang dapat ditunjuk mcnjadi saksi
dalam akad nikah ialah scorang laki-laki muslim, akil
baligh, adil, tidak terganggu ingatannya, dan tidak tuli.
Pertanyaan : Apa tugas saksi dalam akad nikah?
Jawaban : Saksi harus hadir dan menyaksikan
secara langsung akad nikah serta menandatanganiAkta
Nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.
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Pertanyaan : Dapatkah wali nikah mewakilkan ijab

nikah kepada orang lain?

Jawaban : Pada dasarnya ijab nikah dilaksanakan
sendiri secara pribadi olch wali nikah yang bersangkutan,
tetapi dalam hal-hal tertentu wali nikah dapat mewakilkan
kepada orang lain.

Pertanyaan : Dapatkah ucapan kabul nikah diwakil-
kan?

Jawaban : Yang berhak mengucapkan kabul nikah
ialah calon mempelai pria sccara pribadi. tetapi dalam
hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan
kepada pria lain, dengan ketentuan calon mempelai pria
memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa
penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk
mempelai pria. Bila calon mempeclai wanila atau wali
nikah keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad
nikah tidak boleh dilangsungkan.

Pertanyaan : Hal penting apa saja yang harus dipcr
hatikan dalam penentuan mahar?

Jawaban : Penentuan mahar didasarkan atas asas
kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan olch
ajaran Islam. Jumlah, bentuk dan jenis mahar harus
disepakati olch kedua belah pihak.

Pertanyaan : Bagaimana kcdudukan mahar itu dalam
perkawinan?

Jawaban : Kewajiban menyerahkan mahar bukan
merupakan rukun dalam perkawinan. Kelalaian menye-
but jenis dan jumlah mahar pada wakiu akad nikah, tidak
menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya
dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi
sahnya perkawinan.

Pertanyaan : Bagaimana pelaksanaan pembayaran
mahar yang mastih tcrhutang, bila kemudian terjadi pcr
ceraian?
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38.

Jawaban : a. Suami yang mentalak isterinya qabla
al dukhul (sebclum campur) wajib membayar setengah
mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.

b. Apabila suami meninggal dunia
qabla al dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi
hak penuh isterinya.

c. Apabila perceraian terjadi qabla al
dukhul tetapi besar mahamya belum ditetapkan, maka
suami wajib membayar mahar mitsil.

Pertanyaan : Bagaimana bila terjadi selisih pendapat
mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan?
Jawaban : Apabilaterjadi selisih pendapat menge-
nai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian-
nya diajukan ke pengadilan agama.

Pertanyaan : Bagaimana apabila mahar yang diserah-
kan cacad atau kurang dari yang telah ditetapkan?
Jawaban : Bila calon mempelai wanita bersedia
menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap
lunas. Tetapi bila isteri menolak untuk menerima mahar
karena cacad, suami harus menggantinya dengan mahar
lain yang tidak cacad. Selama penggantinya belum
diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar
Pertanyaan : Hal-hal apa sajakah yang menyebabkan
seorang pria dilarang kawin dengan seorang wanita?
Jawaban : Seorang pria dilarang melangsungkan
perkawinan dengan seorang wanita apabila antara pnia
tersebut dengan wanita yang hendak dikawininya
terdapat :

Pertalian nasab,

Pertalian kerabat semenda,

Pertalian sesusuan, dan

Keadaan tertentu, yaitu : wanita yang masih tenkat
perkawinan dengan pria lain, wanita yang masih
berada dalam masa iddah dengan pna lain, wanita
yang tidak beragama Islam, wanita bekas isterinya
yang ditalak tiga kali atau yang di li'an.

oo
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Pertanyaan : Dalam keadaan bagaimanakah seorang
pria dilarang memadu isterinya?

Jawaban : Scorang pria dilarang memadu isterinya
dengan secorang wanita yang mempunyai hubungan
perialian nasab atau susuan dengan isterinya. Larangan
tersebut tetap berlaku meskipun isterinya telah ditalak
raj'i. tetapi asih dalam masa iddah,

Pertanyaan : Bolchkah seorang pria yang sedang
mempunyai empat orang isteri kawin lagi?

Jawaban : Scorang pria dilarang melangsungkan
perkawinan dengan scorang wanita apabila pria terscbut
sedang mempunyai cmpat orang istcri yang masih terikat
tali perkawinan atau masih dalam masa iddah talak raj'i,
ataupun salah scorang diantara mercka masih terikat tali
perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak
raj'i.

Pertanyaan : Bolchkah wanita Islam kawin dengan
pria yang tidak beragama Islam?

Jawaban : Scorang wanita Islam dilarang mclang-
sungkan perkawinan dengan scorang pria yang tidak
beragam Islam,

Pertanyaan : Bagaimana kelentuan tentang isi per
janjian perkawinan?

Jawaban @ Isitaklik talak dan perjanjian lain dalam
perkawinan tidak bolch bericntangan dengan hukum
Islam.

Pertanyaan : Kapan talak dapat dijatuhkan karcna
pclanggaran taklik talak?

Jawaban : Apabila kcadaan yang disyaratkan
dalam taklik talak kemudian betul-betul terjadi, tidak
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dengan sendirinya talak jatuh. Supiya talak dapat dijatuh-
kan, isteri harus mengajukan perkaranya ke pengadilan
agama.

Pertanyaan : Dapatkah taklik talak yang sudah diper
Janjikan itu dicabut kembali?

Jawaban : Taklik taluk bukan merupakian perjan-
jian yang wajib diadakan pada suatu perkawinan.Akan
tetapi apabila taklik talak sudah diperjanjikan dalam suatu
perkawinan, maka taklik talak itu tidak dapat dicabut
kembali.

Pertanyaan : Dapatkah scorang wanita yang hamil di
luar nikah dikawinkan dengan pria yang menghamilinya?
Jawaban : Scorang wanita yang hamil di luar
nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamili-
nyatanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dan
tidak diperlukan perkawinan ulang set¢lah anak yang
dikandung lahir.

Pertanyaan : Bolehkah seseorang yang masih dalam
keadaan ihram melangsungkan perkawinan atau menjadi
wah nikah?

Jawaban  : Sclama seseorang masih dalam kcadaan
ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga

‘tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.Apabila terjadi

perkawinan dalam keadaan ihram, ataw wali nikahnya
masih berada dalam keadaan ihram perkawinan tersebut
tidak sah. |

Pertanyaan : Bagaimana ketentuan hukum Islam bagi
seorang pria yang akan beristeri lebih dari scorang!
Jawaban  : Seorang pria dapat beristeri lebih dan
satu orang pada waktu bersamaan (terbatas sampai empat
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orang isteri), dengan syarat utama, suami harus mampu
berlaku adil terhadap istcri-isterinya dan anak-anaknya.
Apabila syarat utama tersebut tidak mungkin dipenuhi,
suami dilarang beristeri lebih dari seorang.
Pertanyaan : Perlukah izin dari pengadilan agama
bagi suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang?
Jawaban : Seorang suami yang hendak beristeri
lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan
agama. Tanpa izin dan pengadilan agama, perkawinan
tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
Pertanyaan : Alasan-alasan apa saja yang dapat
diterima pengadilan agama bagi seorang suami yang akan
beristeri lebih dari seorang?
Jawaban  : Pengadilan agama hanya memberikan
izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dan
seorang apabila :
a. Isteritidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
siteri;
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak
dapat disembuh-kan;
c. Isteri idak dapat melahirkan keturunan.
Pertanyaan : Bagaimana syarat yang ditentukan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk mendapat-
kan izin pengadilan agama bagi snami yang akan benstcri
lebih dani seorang!
Jawaban : Selain syarat utama (adil terhadap isteri-
isteri dan anak-anak), untuk memperoleh izin pengadilan
agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan
pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:
a. Adanya persetujuan isteri atau isteri-isteri;
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
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Pertanyaan : Bagaimana kalau isteri alau isteri-isteri
tidak mau memberikan persetujuan, sedangkan permoho-
nan izin untuk beristeri lebih dari satu orang telah
berdasarkan alasan yang sipersyaratkan?
Jawaban : Dalam hal isteri atau isten-isteri tidak
mau memberikan persetujuan, sedangkan permohonan
1zin untuk benisteri lcbih dari satu orang telah berdasarkan
alasan yang dipersyaratkan, pengadilan agama dapat
menctapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa
dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan
pengadilan agama, dan terhadap penetapan int isteri atau
suami dapat mengajukan banding atau kasasi.
Pertanyaan : Apa tujuan pencegahan perkawinan itu?
Jawaban : Pencegahan perkawinan bertujuan
untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang
hukum Islam dan peraturan perundang-undangan,
misalnya bila calon suami atau calon isteri yang akan
melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum
Islam dan peraturan perundang-undangan.
Pertanyaan : Dapatkah keadaan tidak sekufu antara
calon suami isteri dijadikan alasan untuk mencegah
perkawinan?
Jawaban : Keadaan tidak sckufu tidak dapat
dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali
tidak sekufukarena perbedaan agama (ikhtilaafu al dien).
Pertanyaan : Siapa sajakah yang dapat mencegah
perkawinan?
Jawaban  : Yang dapat mencegah perkawinan ialah:
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas
dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu
dari salah satu calon mempelai dan pihak-pihak yang
bersangkutan;
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b. Ayah kandung, meskipun tidak pernah melaksanakan
fungsinya sebagai kepala keluarga;

C. Suamti atau isteri yang masih terikat dalam perkawi-
nan dengan salah scorang calon mempclas;

d. Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan
berkewajiban menccgah perkawinan bila rukun dan
syaratnya tidak terpenubi.

Pertanyaan : Kcmana permohonan pencegahan per-
kawinan diajukan?
Jawaban  : Pencegahan perkawinan diajukan
kepada pengadilan agama dalam daerah hukum dimana
perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan
kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan kepada calon-
calon mempelai diberitahukan mengenai permohanan
pencegahan perkawinan dimaksud olch PPN,

Pertanyaan : Dapatkah pencegahan perkawinan

dicabut?

Jawaban  : Pencegahan perkawinan dapat dicabut

dengan menarik kembali permohonan pencegahan

perkawinan pada pengadilan agama oleh yang mencegah:.
atau dengan putusan pengadilan agama. Dan perkawinan
tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum
dicabut.

Pertanyaan : Apa penyebab batalnya suatu perkawi-

nan?

Jawaban  : Perkawinan batal apabila :

a. Perkawinan dilakukan oleh seorang suami yang tidak
berhak melakukan akad nikah, karena sudah mem-
punyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari
keempat isterinya dalam iddah Talak Raj';

b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah
dili'annya;
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c. Scscorang menikahi bekas isterinya yang pernah
dijatuhi tiga kah talak olchnya, kecuali bila bekas
isteri tcrsebut pernah menikah dengan pria lain,
kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul telah habis
masa iddahnya;

d. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang
mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan
sampai derajat tertentu yang menghalangi perka-
winan;

e. Perkawinan seorang suami dcngan wanita yang
ternyata adalah saudara kandung atau bibi atau
kemcnakan isteri atau isteri-istcrinya.

Pertanyaan : Pcrkawinan-pcrkawinan bagaimanalagi

yang dapat dibatalkan?

Jawaban : Suatu perkawinan dapat dibatalkan

apabila :

a. Scorang suami melakukan poligami tanpa izin
pcngadilan agama;

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian
diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam
iddah dari suami lain;

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan
scbagaimana ditctapkan dalam Pasal 7 Undang-
Undang Nomor | Tahun 1974;

e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau
dilaksanakan olch wali yang tidak berhak;

f. Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan.

Pertanyaan : Dapatkah scorang suami atau isteri

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan?

Jawaban : Scorang suami atau isteri dapat menga-

jukan permohonzn pembatalan perkawinan apabila :
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a. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang
melanggar hukum;

b. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi
penipuan atau salah sangka mengcnai diri suami atau
istert. Tetapi apabila ancaman telah berhenti, atau
yang bersalah sangka itu menyadan keadaannya dan
dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih
tetap hidup sebagai suami-isteri, dan tidak mengguna-
kan haknya untuk mengajukan permohonan pemba-
talan, maka haknya gugur.

60. Pertanyaan : Selain suami dan isteri, siapa lagi yang
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dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan?

Jawaban : Yang dapat mengajukan permohonan

pembatalan perkawinan selain suami dan isten adalah :

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas
dan ke bawah dari suami atau isteri;

b. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan
perkawinan menurut undang-undang;

c. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui
adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan
menurut hukum Islam dan peraturan perundang-
undangan.

Pertanyaan : Kepada instansi mana permohonan

pembatalan perkawinan diajukan?

Jawaban : Permohonan pembatalan perkawinan

diajukan kcpada pengadilan agama yang mewilayahi

tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan
dilangsungkan.

Pertanyaan : Kapan pembatalan perkawinan mulai

berlaku?

Jawaban  : Batalnya suatu perkawinan dimulai

setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan
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hukum yang tetap dan berlaku sah saat berlangsungnya
perkawinan (berlaku surut).

Pertanyaan : Apakah setiap keputusan pembatalan
perkawinan itu berlaku surut?

Jawaban : Tidak setiap keputusan pembatalan
perkawinan berlaku surut. Keputusan pembatalan
perkawinan yang tidak berlaku surut adalah keputusan
pembatalan perkawinan yang disebabkan salah satu dari
suami atau isteri murtad. Keputusan pembatalan
perkawinan itu juga tidak berlaku surut bagi anak-anak
yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan bagi pihak
ketiga, sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan
beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan
perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Pertanyaan : Bagaimana akibat hukum pembatalan
perkawinan terhadap anak dari hasil perkawinan yang
dibatalkan?

Jawaban  : Batalnya suatu perkawinan tidak akan
memutuskan hubungan hukum antara anak dengan
orang tuanya. Jadi antara orang tua dan anak tetap ada
hubungan hukum.

. Pertanyaan : Apasajakewajiban bersama suami isteni

dalam rumah tangga?

Jawaban : Kewajiban suami isteri dalam rumah

tangga ialah ;

a. Menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah, yang menjadi sendi dasar dan susunan
masyarakat;

b. Saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia
dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada
yang liain;

c. Mecngasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik
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mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun
kedewasaannya dan pendidikan agamanya:

d. Mcmelihara kchormatannya.

Pertanyaan : Jika suami atau isteri melalaikan kewa-

jibannya, dapatkah pihak yang dirugikan mengajukan

gugatannya?

Jawaban  : Jika suami atau isteri mclalaikan

kewajibannya. masing-masing pihak (yang dirugikan)’

dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Pertanyaan : Bagaimana kcdudukan suami isteri

dalam kchidupan rumah tangga dan masyarakat?

Jawaban : a. Suami berkecdudukan sebagai

Kepala Kceluarga, scdangkan isteri berkedudukan scbagai

Ibu Rumah Tangga.

b. Hak dan kedudukan isteri adalah
seimbang dcngan hak dan kcdudukan suami dalam
kehidupan rumah tangga dan pecrgaulan hidup bersama
dalam masyarakat:

c. Masing-masing pihak berhak untuk
melakukan perbuatan hukum.,

Pertanyaan : Apasajakewajiban suami dalam rumah

tangga?

Jawaban : Kewajiban suami dalam rumah tangga

adalah ;

a. Membimbing isteri dan mimah tangganya, akan tetap
mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting
diputuskan sccara bersama suami isteri:

b. Melindungi isterinya dan mcmberikan scgala
keperluan hidup berumah tangga scsuai dengan
kemampuannya;

c. Memberi pendidikan agama kcpada istcrinya dan
memberi kesempatan belajar pengetahuian yang

berguna bagi agama, nusa dan bangsa;
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d. Scsuaidengan penghasilannya, suami menanggung:
1) Nafkah, pakaian dan tempat kediaman bagi isteri;
2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya
pengobatan bagi istert dan anak;
3) Biaya pendidikan bagi anak.
Pertanyaan : Dapatkah isteri membebaskan suaminya
dari kewajiban terhadap dirinya?
Jawaban : Isteri dapat membebaskan suaminya
dari kewajiban terhadap dirinya yang berkaitan dengan
nalkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rurmah tangga,
biaya perawatan dan biaya pengobatan.
Pertanyaan : Wajibkah bagi suami menanggung
nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga,
biaya perawatan dan biaya pengobatan bila isteri nusyuz?
Jawaban : Kewajiban suami yang berkaitan dengan
natkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga,
biaya perawatan dan biaya pengobatan, gugur apabila
islernl nusyuz.
Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan tempat
kediaman dalam rumah tangga?
Jawaban : Yang dimaksud tempat kediaman adalah
tempat tinggal yang layak yang wajib disediakan oleh
suami untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau
dalam iddah talak atau iddah wafat.
Pertanyaan : Apasajakewajiban suami yang bernisteri
lcbih dari seorang?
Jawaban  : Suamiyang mempunyai isteri lebih dari
seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya
hidup kcpada masing-masing isteri secara berimbang
menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung
masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian
perkawinan,
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Pertanyaan : Bolechkah suami mcnempatkan isteri-
isteri dalam satu tempat kediaman?

Jawaban : Jika para isteri rela dan ikhlas, suami
dapat menempatkan isterinya dalam satu tcmpat
kediaman.

Pertanyaan : Apa kewajiban isteri dalam rumah
langga?

Jawaban : Kewajiban utama seorang isteri dalam
rumah tangga ialah berbakti lahir dan batin kcpada suami
di dalam batas-batas yang dibenarkan olch hukum
Islam. Di samping itu, isteri berkewajiban pula
menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah
tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pertanyaan : Apa akibalnya jika istert tidak mau
melaksanakan kewajiban utamanya?

Jawaban : Isten dapat dianggap nusyuz jika ia tidak
mau melaksanakan kewajiban utamanya, kecuali dengan
alasan yang sah.

Pertanyaan : Bagaimana kedudukan harta suami dan
harta isteri dalam perkawinan?

Jawaban : Pada dasarnya tidak ada percampuran
anlara harta suami dan harta isteri karcna pcrkawinan.
Harta tersebut tetap menjadi hak dan dikuasai penuh olch
masing-masing suami isteri, kccuali ditentukan lain
dalam perjanjian perkawinan. |
Pertanyaan : Bagaimana bila terjadi persclisihan
antara suami isteri tentang harta bersama?

Jawaban  : Bila terjadi perselisihan antara suami
isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian
perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama.
Pertanyaan : Bolehkah suami atau isteri menjual atau
memindahkan harta bersama?
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Jawaban : Suami atau isteri tidak diperbolehkan
mecnjual atau memindahkan harta bersama tanpa
persetujuan pihak lain (isteri atau suami).

Pertanyaan : Mcnjadi beban siapakah hutang suami
atau isten?

Jawaban : Pertanggungjawaban terhadap hutang
suami atau isteri dibcbankan kepada harta masing-
masing.

Pertanvaan : Bagaimana mengcnai hutang untuk
kepentingan keluarga?

Jawaban : Pcrtanggungjawaban terhadap hutang
yang dilakukan untuk kepentingan keluasga. dibebankan
kepada harta bersama. Bila harta bersama tidak
mencukupt, dibebankan kepada harta suami. Bila harta
suami tidak ada atau tidak mencukupi, dibcbankan
kepada harta isteri.

Pertanyaan : Bagaimana kcdudukan harta bersama
dari perkawinan scorang suami yang mempunyai isteri
lebih dan seorang?

Jawaban : Harta bersama dari perkawinan seorang
suami yang mempunyai isteri lebih dan seorang, masing-
masing terpisah, dan berdiri scndiri, dan pemilikannya
dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang
kedua. ketiga atau keempat.

Pertanyaan : Apa yang dapat dilakukan oleh suami
atau isteri bila salah satu (isteri atau suami) melakukan
perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta
bersama?

Jawaban : Suami atau isteri dapat meminta
pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas
harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai,
apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan
dan membahayakar harta bersama seperti : judi, mabuk,
boros dan sebagainya.
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Pertanyaan : Dapatkah dilakukan penjualan harta
bersama sclama masa sia?

Jawaban  : Sclama masa sita dan untuk kepentingan
keluarga dengan izin pengadilan agama, harta bersama
dapat dijual.

Pertanyaan : Bagaimana pecmbagian harta bersama
apabila terjadi cerai man?

Jawaban  : Apabilaterjadi cerai mati, maka separoh
harta bersama menjadi harta pasangan yang hidup lebih
lama,

Pertanyaan : Bagaimana pembagian harta bersama
dari pasangan suami isteri yang isteri atau suaminya
hilang?

Jawaban : Pembagian harta bersama bagi suami
atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus
ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang
hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan
pengadilan agama.

Pertanyaan : Berapabagian janda atau duda dan hanta
bersama apabila terjadi cerai hidup?

Jawaban  : Janda atau duda cerai hidup masing-
masing berhak separoh dari harta bersama, sepanjang
tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Pertanyaan : Berapa batas usia scorang anak dinyata-
kan dewasa menurut hukum?

Jawaban  : Balas usia anak yang mampu berdiri
sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak
tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum
pernah mclangsungkan perkawinan.

Pertanyaan : Siapa yang mewakili anak tersebul di
dalam melakukan perbuatan hukum?
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dalam dan di luar pengadilan. Dan pengadilan agama
dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang
mampu mcenunaikan kewajiban tersebut, apabila kedua
orang tuanya tidak mampu.

Pertanyaan : Apa yang dimaksud dengan anak yang
sah mcnurut hukum?

Jawaban : Anak yang sah adalah anak yang dilahir-
kan dalam atau akibat pcrkawinan yang sah, atau hasil
pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan
dilahirkan olch istcri terscbul.

Pertanyvaan : Bagaimana hubungan nasab anak yang
lahir di luar perkawinan?

Jawaban : Anak yang lahir di luar pcrkawinan,
hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan
keluarga ibunya.

BADB II1
TENTANG HUKUM KEWARISAN

. Pertanyaan : Apa yang dimaksud dengan Hukum

Kewarisan?

Jawaban : Hukum kewarisan adalah hukum yang
mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta
peninggalan (tirkah) pewaris, siapa yang berhak menjadi
ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris,
Pertanyaan : Siapa yang dimaksud pcwaris dalam
Hukum Kewarisan?

Jawaban : Pcwaris adalah sescorang yang pada saat
mcninggalnya atau dinyatakan telah meninggal
berdasarkan putusan pengadilan ia beragama Islam,
mcninggalkan ahli waris dan harta wans.
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berdasarkan putusan pengadilan ia beragama Islam,
meninggalkan ahli waris dan harta waris.

Pertanyvaan : Siapakah yang dimaksud dengan ahli
waris?

Jawaban : Ahli waris adalah sescorang yang pada
saat scorang pewaris meninggal dunia, mempunyai
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan
pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena
hukum untuk manjadi ahh waris.

Pertanyaan : Apa yang dimaksud dengan harta
peninggalan?

Jawaban : Harta peninggalan adalah harta benda
dan hak-hak yang menjadi milik pcwaris.

. Pertanyaan : Apayang dimaksud dcngan harta wari-

san?

Jawaban : Harta warisan adalah harta warisan
ditambah dengan bagian dari harta bersama setelah
dipergunakan untuk keperluan pewaris sclama ia suakit
sampai meninggalnya, biaya penguburan jenazah (1ajhiz),
pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
Pertanyaan : Apa yang dimaksud dengan wasiat?
Jawaban  : Wasiat adalah pemberian suatu benda
dan pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku
setelah pewaris meninggal dunia.

Pertanyaan : Apa yang dimaksud dengan hibah?
Jawaban : Hibah adalah pemberian suatu benda
(secara suka rela dan tanpa imbalan) dari sescorang
kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
Pertanyaan : Apa yang dimaksud dengan anak
angkat?

Jawaban : Anak angkat adalah anak yang pemeli-
haraan dan pemenuhan keperluan hidupnya sehari-hari
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beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada

orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Pertanyaan : Apayang dimaksud dengan Baitul Mal?

Jawaban : Baitu Mal adalah Iembaga/badan

semacam Balai Harta Peninggalan.

Pertanyaan : Bagaimana caranya mengetahui ber

agama Islam atau tidaknya seorang ahli waris?

Jawaban : Caranya adalah dengan memeriksa kartu

identitasnya, atau berdasarkan pengakuan yang beg

sangkutan, atau dengan mengamati amal perbuatannya
atau berdasarkan kesaksian orang lain.

Pertanyaan : Bagaimanacaranya menentukan agama

anak yang baru lahir atau yang belum dewasa?

Jawaban : Caranya adalah dengan melihat agama

dan keyakinan orang tuanya, atau lingkungan kaum

kerabatnya.

Pertanyaan : Hal-hal apa sajakah yang dapat meng-

halangi seseorang menjadi ahli waris berdasarkan

putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap?

Jawaban : Yakni apabila seseorang dihukum,

karena :

a. Dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba
untuk membunuh atau melakukan penganiayaan berat
terhadap pewaris.

b. Dipersalahkan (secara memfitnah yang diancam
dengan hukuman 5 tahun penjara atau lebih) telah
mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah
mclakukan suatu kejahatan.

Pertanyaan : Pewarisan ada yang berdasarkan hubu-

ngan darah dan ada pula yang berdasarkan hubungan

perkawinan, siapa-siapa saja yang termasuk kedalamnya?
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Jawaban : Yang termasuk ahli wans berdasarkan

hubungan darah adalah :

a. Golongan laki-laki yang terdiri dani: ayah, anak laki-
Iaki, saudara laki-laki, paman, kakek.

b. Golongan perempuan yang terdiri dari : ibu, anak
perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

Sedangkan yang termasuk ahli waris berdasarkan

hubungan perkawinan adalah duda atau janda.

Pertanyaan : Siapa sajakah yang berhak mendapat

harta warisan apabila scmua ahli waris ada?

Jawaban  : Yang bcrhak mendapat harta warisan

adalah : anak, ayah, ibu dan janda atau duda.

Pertanyaan : Hal-hal apa saja yang harus dilakukan

oleh (para) ahli waris terhadap pewaris?

Jawaban : Hal-hal yang harus dilakukan adalah:

a. Mengurus jenazah sampai pecmakamannya selcsai.

b. Menyelesaikan hutang-hutang pewaris termasuk
biaya perawatan dan pcngobalan serta kewajiban-
kewajiban lainnya dari pewaris. Juga menagih
piutang dan pihak lain.

c. Mclaksanakan wasial pewaris.

d. Mcmbagi harta warisan diantara ahli waris yang
berhak.

Pertanyaan : Bagaimana mengenai bagian hak waris

bagi anak perempuan dan anak laki-laki?

Jawaban : a. Anak pcrempuan bila hanya satu

orang, 1a mendapat scparoh (1/2) bagian.

b. Apabila anak perempuan ada 2
orang atau lebih, mercka bersama-sama mendapat dua
pertiga (2/3) bagian.

c. Apabila anak percmpuan bersama-
sama dengan anak laki-laki, maka anak laki-laki dua
berbanding satu dengan anak perempuan.
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Pertanyaan : Bagaimana mengenai bagian hak waris
seorang ayah?

Jawaban : a. Apabila pewarnis tidak meninggalkan
anak tapi meninggalkan ibu dan suami, ia mendapat
sepertiga (1/3) bagian.

b. Apabila ada anak, maka ayah
mendapat seperenam (1/6) bagian.

Pertanyaan : Bagaimana mengcnai bagian hak waris
scorang ibu?
Jawaban : a. Apabila pewaris meninggalkan anak
atau dua saudara atau lcbih, ibu mendapat sepercnam
(1/6) bagian.

b. Apabila ia bersama-sama dengan
ayah, maka ibu mendapat sepertiga (1/3) bagian sesudah
janda atau duda mengambil bagiannya.

Pertanyaan : Bagaimana mengenai bagian hak waris
seorang duda?
Jawaban  : a. Apabila pcwarns tidak meninggalkan

anak, maka duda mendapat separuh (1/2) bagian.

b. Apabila pewaris meninggalkan
anak, maka duda mendapat seperempat (1/4) bagian.
Pertanyaan : Bagaimana mengenai bagian hak waris
seorang janda?

Jawaban : a. Apabilapewaris tidak meninggalkan
anak, maka janda mendapat seperempat (1/4) bagian.

b. Apabila pewaris meninggalkan
anak, maka janda mendapat seperdelapan (1/8) bagian.
Pertanyaan : Bagaimana mengenai bagian hak waris
bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan
ayah?

Jawaban  : a. Hak waris saudara laki-laki dan
saudara pcrempuan scibu masing-masing adalah seper
enam (1/6) bagian.
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b. Apabila mercka ilu dua orang atau
lebih, maka mercka bersama-sama mendapal scpertiga
(1/3) bagian,

Pertanyaan : Bagaimana mengcnai bagian hak waris
bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah
dan anak?

Jawaban  : a. Apabila ia mempunyai scorang
saudara perempuan kandung atau seayah, maka 1ia
mendapat separuh (1/2) bagian.

b. Apabila saudara perempuan terscbut
di atas bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung
atau scayah, maka bagian laki-laki adalah 2 berbanding
satu dengan saudara perempuan.

Pertanyaan : Bagaimana kedudukan ahli waris yang
meninggal lebih dahulu dan pewaris?

Jawaban : Ahli waris yang meninggal lcbth dahulu
dari pewanis maka kedudukannya dapat digantikan olch
anaknya, kecuali apabila terhalang sebagaimana
dimaksud dalam pertanyaan ke 12, namun bagian ahli
waris pengganti tersebut tidak bolch melewati dari bagian
ahli waris yang sederajat dengan yang digantikannya.
Pertanyaan : Bagaimana hubungan waris antara anak
yang lahir di luar perkawinan dengan pewaris?
Jawaban  : Anak yang lahir di luar perkawinan
hanya mcmpunyai hubungan waris dengan ibunya dan
keluarga dari pihak ibunya.

Pertanyaan : Pada pasal 177 Kompilasi Hukum
Islam dinyatakan bahwa bagian ayah adalah 1/3
(sepertiga) bagian apabila pewaris tidak meninggalkan
anak. Apa yang dimaksud dengan ketentuan ini?
Jawaban : Yang dimaksud dengan bagian ayah
1/3 (sepertiga) bagian apabila pewaris tidak meninggal-
kan anak pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam adalah
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apabila pewaris tidak meninggalkan anak tetapi
meninggalkan ayah dan ibu.
Pertanyaan : Bagaimanacara menghitung pembagian
harta warisan, apabila diantara para ahli waris dzawil
furudh, angka pembilangnya lcbih besar dari angka
penyebut?
Jawaban : Caranya adalah angka penyebut dinaik-
kan sesuai dengan angka pembilang, baru sesudah itu
harta warisan dibagi secara 'aul minenurut angka
pembilang.
Pertanyaan : Bagaimanacara menghitung pecmbagian
harta wansan, apabila diantara para ahli waris dzawil
furudh, angka pembilangnya lcbih kecil dan penyebut,
sedangkan ahli waris asabah tidak ada?
Jawaban : Dalam hal seperti ini pembagiannya
dilakukan sccara rata, yakni sesuai dengan hak masing-
masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara
berimbang diantara mereka.
Pertanyaan : Pada usia berapakah sescorang dapat
melakukan wasiat? Dan apa saja kctentuan mengenati hal
itu?
Jawaban : Seseorang dapat melakukan wasiat
sekurang-kurangnya pada usia 21 tahun, dengan syarat
ia berakal sehat dan tidak ada paksaan. Sedang harta yang
diwasiatkan merupakan hak dari pewasiat sendiri.
Pelaksanaannya setelah pewasiat meninggal dunia.
Pertanyaan : Apa-apa saja yang harus diperhatikan
oleh seseorang yang berwasiat?
Jawaban : a. Wasiat dilakukan di hadapan pihak
yang kompeten baik lisan maupun tulisan dan disaksikan
2 orang saksi.

b. Wasiat hanya dibenarkan sebanyak-
banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta yarng menjadi
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haknya, kecuali mendapat persetujuan para (calon) ahli

waris.

c. Wasiat kepada (calon) ahli waris
hanya berlaku, apabila disetujui olch semua (calon) ahli
waris di hadapan 2 orang saksi dan pihak yang kompeten
baik lisan maupun tulisan.

Pertanyaan : Putusan Pengadilan yang telah ber-

kekuatan tetap mengenai perbuatan apa sajakah (yang

dilakukan penerima wasiat) yang dapat membatalkan
wasiat bagi penerima wasiat?

Jawaban : Yang dapat membatalkan wasiat itu

adalah putusan Pengadilan berkekuatan tetap mengenat

perbuatan-perbuatan (yang ditakukan pencrima wasiat):

a. Membunuh atau mencoba membunuh pewasiat.

b. Dengan kekerasan atau ancaman memerintahkan
pewasiat untuk membuat atau mencabut atau
merubah wasiat.

c. Telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan
surat wasiat (dari pewasiat). |

Pertanyaan : Keadaan-keadaan apalagi yang menye-

babkan batalnya wasiat?

Jawaban  : Wasiat menjadi batal apabila :

a. . Penerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat
sampai ia meninggal dunia sebelum pewasiat
meninggal.

b. Penerima wasiat mengetahui adanya wasiat, namun
ia menolak untuk menerima.

c. Penerima wasiat mengetahui adanya wasiat tetapi ia
menolak sampaiia meninggal sebelum meninggalnya
pewasiat.

Pertanyaan : Dari sudut barang wasiat, kapan wasiat

menjadi batal?
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Jawaban : Wasiat batal, apabila barang yang
diwasiatkan musnah.

Pertanyaan : Bagaimana mengenai wasiat yang
berupa hasil dari suatu benda atau pemanfaatan suatu
benda? .

Jawaban : Untuk wasiat yang berupa hasil dari
suatu benda atau pemanfaatan suatu benda harus
diberikan jangka waktu tertentu.

Pertanyaan : Dapatkah wasiat dicabut? Dan dalam
keadaan bagaimana hal itu dapat dilakukan?

Jawaban : Wasial dapat dicabut pewasiat selama
calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan
atas wasiat itu tetapi kemudian menarik kembali.

. Pertanyaan : Bagaimana cara pencabutan wasiat?

Jawaban : Cara-cara pencabutan wasiat adalah:

a. Pencabutan dengan cara lisan/tertulis di hadapan 2
orang saksi atau berdasarkan akte notaris. |

b. Bila wasiatnya sccara tertulis, pencabutannya secara
tertulis pula atau melalui notaris.

c. Bila wasiainya meclalui akte notaris, maka penca-
butannya mclalui notaris pula.

Pertanyaan : Bagaimana apabila harta wasiat menga-

lami penyusutan atau kerusakan sebelum pcwasiat

mcninggal dunia?

Jawaban : Penerima wasiat hanya menerima harta

yang tersisa.

Pertanyaan : Bagaimana bila wasiat melebihi dari

harta warisan, sedang (calon) ahli waris ada yang tidak

menyctujuinya?

Jawaban : Wasiat hanya dapat dilaksanakan sampai

batas scpertiga (1/3) harta warisan.

Pertanyaan : Bagaimana apabila wasiat ditujukan
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untuk berbagai kebaikan, sedang harta wasiat tidak
mencukupi?

Jawaban : Ahli waris (calon ahli waris) dapat
menentukan kebaikan mana yang harus didahulukan
pelaksanaannya.

Pertanyaan : Bagaimana apabila surat wasiat dalam
keadaan tertutup (yang hanya dapat dibuka setelah
pewasiat meninggal)?

Jawaban : Ahl waris dapat menentukan kebaikan
mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pertanyaan : Tindakan apa yang dapat dilakukan
terhadap surat wasiat yang belum mendapat persetujuan
(calon) pencrima wasiat?

Jawaban : Calon penerima wasiat menyerahkan
kembali kepada pewasiat agar ia memperbaikinya,
sehingga dapat disetujui olch penerima wasiat.
Pertanyaan : Tindakan apa yang dapat dilakukan
terhadap surat wasiat yang tertutup yang disimpan di
Notanis, disaat pewaris meninggal dunia?

Jawaban  : Surat wasiat dibuka di hadapan ahli
waris dengan disaksikan para saksi dan dibuatkan berita
acara pembukaan surat wasiat.

Pertanyaan : Tindakan apa yang dapat dilakukan
terhadap surat wasiat yang disimpan bukan pada Notans?
Jawaban : Penyimpan harus menyerahkan kepada
Notaris atau Kantor Urusan Agama sctempat, sclanjutnya
Notaris atau Kantor Urusan Agama terscbut menycrah-
kan kepada pcnerima wasiat guna penyelesaian sclanjut-
nya.

Pertanyaan : Dapatkah scorang anggota militer yang
dalam keadaan terkcpung dalam sualu pepcrangan
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melakukan wasiat dan bagaimana caranya?

Jawaban : Seorang anggota militer, sekalipun
dalam keadaan terkepung dapat melakukan wasiat.
Caranya adalah mclalui komandannya di hadapan 2 or
ang saksi.

Pertanyaan : Seseorang yang berada dalam pelayaran
panjang dan memakan waktu lama melakukan wasiat.
Bagaimana caranya?

Jawaban : Caranya adalah melalui Nakhoda atau
pihak yang ditunjuk sebagai penggantinya di hadapan 2
orang saksi.

. Pertanyaan : Dapatkah wasiat diberikan kepada

orang yang melakukan perawatan atau bimbingan
kerohanian kepada pewasial scmasa ia (pewasiat)
menderila sakit?

Jawaban + Tidak, wasiat tidak dapat diberikan
kepada perawat atau pecmbimbing kerohanian si pcwasiat,
kecuali apabila dinyatakan dengan tegas dan jelas karena
membalas jasa.

Pertanyaan : Dapatkah wasiat diberikan kcpada
Notaris dan saksi-saksi pembuat akte wasiat terscbut?
Jawaban : Kepada Notarnis dan saksi-saksi pembuat
akte wasiat tersebut tidak dapat dibcrikan wasiat.
Pertanyaan : Bagaimana pembagian harta peningga-
lan bagi orang tua angkat yang tidak menerima wasiat?
Jawaban : Kepadanya dapat diberikan wasiat
wajibah scbanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta
warisan anak angkatnya.

Pertanyaan : Bagaimana pembagian harta peningga-
lan bagi anak anghat yang wasiat wajibahnya tidak
diakui?
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Jawaban : Baginya scbanyak-banyaknya 1/3
(sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.
Pertanyaan : Apa-apa saja kelentuan tentang Hibah?
Jawaban ¢ Penghibah harus telah berumur 21
tahun, schat dan tidak menenima paksaan. Bagian yang
dihibahkan scbanyak-banyaknya 1/3 (scpertiga) dari
hartanya. Harta itu dihibahkan kepada orang lain atau
lembaga di hadapan 2 orang saksi untuk dimiliki. Harta
yang dihibahkan merupakan hak penghibah.
Pertanyaan : Bagaimana tentang hibah orang tua
kepada anaknya?

Jawaban : Tentang hibah orang tua kepada anaknya
dapat diperhitungkan sebagai warisan,

Pertanyaan : Dapatkah hibah ditank kembali?
Jawaban + Hibah tidak dapat ditarik kembali,
kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pertanyaan : Bagaimana mengenai hibah yang
dilakukan oleh orang sakit yang mendekati kematian?
Jawaban : Hibah yang dilakukan oleh orang sakit
yang telah mendckati kematian harus mendapat
persctujuan (calon) ahli warisnya,

Pertanyaan : Dapatkah scorang warga ncgara Indo-
nesia yang berada di luar negeri melakukan hibah?
Jawaban : Seorang warga negara Indoncsia yang
berada di luar negeri dapat mclakukan hibah.
Pertanyaan : Bagaimana caranya seorang warga
negara Indonesia di luar ncgeri melakukan hibah?
Jawaban : Caranya adalah dilakukan di hadapan
Konsulat atau KBRI sctempat, sepanjang isinya tidak
bertentangan dengan Pasal-pasal dalam Kompilasi
Hukum Islam tentang Hibah.
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BAB 1V
TENTANG HUKUM PERWAKAFAN

Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan wakaf,
wakif dan ikrar wakafitu?

Jawaban : Yang dimaksud dcngan wakaf adalah
perbuatan hukum sescorang atau sckelompok orang atau
suatu badan hukum yang memisahkan sebagian dan hana
miliknya untuk selanjutnya dilembagakan selama-
lamanya untuk kepentingan ibadat atau untuk kepen-
tingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.
Wakif adalah sescorang atau sekelompok orang atau
suatu badan hukum yang mewakafkan sebagian dari
hartanya. Sedangkan ikrar wakaf adalah pemyataan
kehendak dari wakif yang berisi pernyataan bahwa ia
mewakafkan sebagian dari harta miliknya.

Pertanyaan : Apa pulayang dimaksud dengan nadzir?
Jawaban : Yang dimaksud dengan nadzir adalah
sekelompok orang atau badan hukum yang oleh wakif
diserahi tugas untuk memelihara dan mengurus benda
wakaf.

Pertanyaan : Siapakah yang berwenang mengangkat
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf? Dan apa saja tugas
Pcjabat Pembuat Akta Tkrar Wakaf itu?

Jawaban : Yang berwenang mengangkat Pzjabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau yang disingkat PPAIW
adalah Menteri Agama. Adapun tugas PPAIW adalah
menerima ikrar dari wakif dan kemudian menyerahkan-
nya kepada nadzir serta melakukan pengawasan demi
kelestarian dan kemanfaatan benda wakaf.

Pertanyaan : Apa sesungguhnya fungsi wakaf?
Jawaban  : Fungsi wakaf tidak lain dari mengekal-
kan manfaat dari benda wakaf untuk kepentingan ibadat
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atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan tujuan
wakaf itu sendin.

. Pertanyaan : Unsur-unsur apa sajakah yang harus ada

dalam pelaksanaan wakaf?

Jawaban : Unsur-unsur yang harus ada dalam

pelaksanaan wakaf adalah :

a. Wakil, baik perseorangan, kelompok orang, atau
badan hukum, dengan ketentuan tidak terhalang
melakukan perbuatan-perbuatan hukum,

b. Benda wakaf, yang merupakan milik mutlak dari
wakif,

c. lkrar wakaf, yang diucapkan wakif di hadapan
PPAIW dengan kesaksian dua orang saksi.

d. Nadzir, yang diserahi tugas memelihara dan
mengurus benda wakaf.

Pertanyaan : Apa-apa saja yang dipersyaratkan bagi

nadzir perorangan?

Jawaban : Yang dipersyaratkan bagi nadzir per

orangan adalah :

Nadzir harus berwarga negara Indonesia.

Nadzir harus beragama Islam.

Nadzir harus sudah dewasa.

Nadzir harus sehat, baik jasmani maupun rohani.

Nadzir tidak berada di bawah pengampuan.

Nadzir harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat

letak benda wakaf.

Pertanyaan : Apa-apa pula yang dipersyaratkan bagi

nadzir badan hukum?

Jawaban : Yang dipersyaratkan bagi nadzir badan

hukum adalah :

a. Badan Hukum itu harus badan hukum Indonesia dan
berkedudukan di wilayah Indonesia
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b. Badan Hukum itu harus mempunyai perwakilan di
daerah tempat benda wakalf.

8. Pertanyaan : Bagaimana hubungan nadzir dengan

10.

11.

Kantor Urusan Agama (KUA)?

Jawaban : Nadzir, baik yang berupa perseorangan

maupun badan hukum, harus terdaftar pada KUA

Kecamatan setempat. Sebelum melaksanakan tugasnya,

nadzir harus lebih dahulu mengucapkan sumpah

dihadapan Kepala KUA Kecamatan tersebut dengan
kesaksian dua orang saksi.

Pertanyaan : Apakah adaketentuan mengenai jumlah

nadzir untuk suatu unit wakaf?

Jawaban : Ada ketentuan mengenai jumlahnya,

yaitu menimal 3 orang dan maksimal 10orang.

Pertanyaan : Apasaja yang menjadi pokok kewajiban

nadzir itu?

Jawaban : Kewajiban para nadzir adalah :

a. Nadzir berkewajiban mengurus dan bertanggung-
jawab atas benda wakaf dan hasil-hasil dan benda
wakaf itu. '

b. Nadzir berkewajiban membuat laporan berkala
kepada Kepala KUA Kecamatan setempat sesuai
dengan tata cara pembuatan laporan menurut
peraturan Menteri Agama. Laporan tersebut harus
ditembuskan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan
Camat setempal.

Pertanyaan : Dapatkah nadzir diberhentikan? Siapa

yang memberhentikannya? Dan hal-hal apa saja yang

dapat menyebabkan pemberhentiannya?

Jawaban  : Nadzir dapat diberhentikan. Yang

berwenang memberhentikannya adalah Kepala KUA

Kecamatan. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan

pemberhentiannya adalah :
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13.

14,

15.
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Meninggal dunia.

Permohonan sendiri.

Tidak dapat melakukan kewajiban sebagai nadzirc
Melakukan sesuatu kejahatan yang menyebabkannya
dipidana.

Pertanyaan : Apakah nadzir dapat memperoleh
penghasilan sebagai imbalan atas usahanya sebagai
nadzir? Berapa besar kemungkinan penghasilannya itu?
Jawaban : Ya, nadzir dapat memperoleh peng-
hasilan atas usahanya mengurus dan menanggungjawabi
benda wakaf, Mengenai besamya penghasilan nadzir
adalah berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama
Kecamatan dan Kepala KUA setempat.

Pertanyaan : Apa yang harus dilakukan oleh se-
seorang yang ingin mewakafkan sebagian dari hartanya?
Jawaban : Seseorang yang ingin mewakafkan
hartanya harus menyatakan ikrar wakafnya di hadapan
PPAIW dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua
orang saksi. 1a juga harus menyerahkan dokumen-
dokumen tertulis sebagai kelengkapan benda wakaf.
Pertanyaan : Bagaimana proses selanjutnya setelah
ikrar wakaf tersebut dilakukan?

Jawaban : Setelah ikrar wakaf dilakukan, proses
selanjutnya adalah, bahwa KUA Kecamatan atas nama
nadzir mengajukan permohonan kepada Camat untuk
mendaftarkan wakaf tersebut. Satu dan lain hal adalah
demi terjaminnya kelestarian manfaat benda wakaf
bersangkutan.

Pertanyaan : Dapatkah diadakan perubahan terhadap
benda wakaf?

Jawaban : Pada dasarnya tidak dapat dilakukan
perubahan terhadap benda wakaf. Akan tetapi bila ada
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17.

alasan kuat yang menyatakan bahwa keberadaan benda
wakaf itu tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf atau
karcna alasan kepentingan umum, maka dimungkinkan
dilakukan perubahan atas benda wakaf tersebut. Untuk
itu harus ada persetujuan tertulis dari Kepala KUA
berdasarkan saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat
sctempat dengan alasan :
a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti
diikrarkan oleh wakif.
b. karena kepentingan umum.
Pertanyaan : Mungkin saja terjadi perselisihan atau
persengketaan mengenai benda wakaf. Bagaimana
menyelesaikan persoalannya?
Jawaban : Perselisihan atau persengketaan menge-
nai benda wakaf mungkin saja terjadi. Bila hal ini terjadi,
maka pihak-pihak yang bersangkutan mengajukan
permasalahan mengenai benda wakaf itu ke Pengadilan
Agama yang mewilayahi tempat benda wakaf tersebut.
Pertanyaan : Siapa-siapa saja yang berkewajiban
mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
nadzir?
Jawaban : Yang berkewajiban mengawasi pclak-
sanaan tugas dan tanggung jawab nadzir adalah Kepala
KUA Kecamatan, Majclis Ulama Kecamatan dan

Pcngadilan Agama yang mewilayahinya.
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UNDANG-UNDANG NOMOR 7TAHUN 1989
TENTANG

PERADILAN AGAMA






@

g
PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDOENSIA

NOMOR 7 TAHUN 1989

TENTANG

PERADILAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

a.

bahwa Negara Republik Indoncsia, sebagai negara
hukum yang berdasarkan Pancasiia dan Undang-
Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata
kchidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram,
dan tertib;
Bahwa untuk mewujudkan tatakehidupantersebut
dan menjamin bersamaan kedudukan warganegara
dalamhukumdiperiukan upaya untuk menegakkan
keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian
hukum yang mampu membenkan pengayoman
kepada masyarakat;
bahwa salah satu upaya untuk menegakkan
keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian
hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama
scbagaimana yang dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan -
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
bahwa pengaturan tentang susunan, kekuasaan,
dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Agama yang selama ini masih berancka
karena didasarkan pada :
1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa
dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomorx
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Meagingat

152 dihubungkan dengan Staatsblad Tahun
1937 Nomor 116 dan 610).

2. Perawuran tentang Kerapatan Qadi dan
Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian
Residensi Kalimantan Selatan dan Timur
(Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639);

3. Peraturan Pemnerintah Nomor 45 Tahun 1957
tentang Pembentukan Pengadilan Agamy/
Mahkamah Syar’tyahdi Luar Jawadan Madura
(Lembuaran Negara Tahun 1957 Nomor 99).

Perlu segera diakhin demi terciptanya kesatuan

hukum yung mengatur Peradilan Agama dalain

kerangka sistemn dan tata hukum nasional
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945;

bahwaschubungan dengan pertimbangan tersebut,

dan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor

14 Talwn 19701cntang Kctentvan-ketentuan Pokok

Kckuasaan Kehakiman dipandang perlu

menetapkan Undang-undang yang mengatur

susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Agama;

Pasal S5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, dan
Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-undang Noinor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3316);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan
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BAB 1
KETENTUAN UMUM
Bagiun Pertama
Pengertian
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan

2.

3.

Peradilan Agamna adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama
Islam.

Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di
lingkungan Peradilan Againa.

Hakimadalah Hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada Pengadilan
Tingg) Againa.

Pegawai Pencatat Nikah dalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama.

Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti adalah Juru Sita dan atau Juru Sita
Pengganti pada Pengadilan Agama.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 2

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi
rakyat pencan keadilan yang beragama Islam mengena perkara perdata
tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.

n

(1)

(2)

Pasal 3
Kekuasan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan
oleh :
a. Pengadilan Agama;
b. Pengadilan Tingg) Agama.
Kekuasaan Kehakunan di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada
Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Bagian Ketiga
Tempat Kedudukan
Pasal 4
Pengadilan Agamabcrkedudukan di kotamadya atau di ibu kotakabupaten,
dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota propinsi, dan daerah
hukumnya meliputi wilayah propinsi.

125



Bagian Keempat
Pembinaan
Pasal §
(1) Pecmbinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah
Agung.
(2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan Keuangan Pengadilan dilakukan
oleh Menten Agama.
(3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak
boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memenksa dan memutus
perkara.

BAB I
SUSUNAN PENGADILAN
Bagian Pertama

Umum

Pasal 6
Pengadilan terdin dari :
1. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Ban-

ding.

Pasal 7
Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8
Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-undang.

Pasal 9
(1) SusunanPengadilan Agamaterdin dan Pimpinan, Hakimanggota, Panitera,
Sckretaris, dan Juru Sita.
(2) SusunanPengadilan Tinggi Agamaterdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota,
Panitera, dan Sckretaris.

Pasal 10

(1) Pimpinan Pengadilan Agama terdid dan seorang Ketua dan seorang
Wakil Ketua.

(2) Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dar seorang Ketua dan
seorang Wakil Ketua,

(3) Hekim Anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah Hakim Tinggi.
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(2)

(n
(2)

(D

(2)

(1

Bagian Kedua
Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Juru Sita.
Paragraf I
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim
Pasal 11
Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman,
Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian serta pelaksanaan
tugas Hakim ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pasal 12
Pembinaan dan pengawasan uinum terhadap Hakim sebagai pegawai
negeni dilakukan oleh Menteri Agama.
Pembinaan dan pengawasan scbagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus
perkara.

Pasal 13
Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Agama, seorang
calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
warga negara Indonesia;
beragama Islam;
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia,
termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat
langsung ataupun tak langsung dalam “Gerakan Kontra Revolusi
G.30.S/PKI", atau organisasi terlarang yang lain;
pegawai negeri;
sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum
[slam;
berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
i. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama
diperiukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai
Hakim Pengadilan Agama.

o0 o

S B

Pasal 14
Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama,
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf a, b, c, d. e. f, g. dan i;
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(2)

(3)

(1)

(2)

(n

b. berumur serendah-rendahnya 40 (ecmpat puluh) tahun;
¢. berpengalaman sckurang-kurangnya S (lima) tahun scbagai Kctua

atau Wakil Ketua Pengadilan Agama atau 15 (lima belas) tahun

sebagai Hakim Pengadilan Agama.
Untuk dapatdiangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agamadiperlukan
pengalaman sekurang-kurangnya 10 (scpuluh) tahun scbagas Hakim
Pengadilan Tinggi Agama atau sckurang-kurangnya S (lima) tahun bagi
Hakim Pengadilan Tinggi Againa yang pernah menjabat Kctua Pengadilan
Agama.
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama
diperiukan pengalaman sckurang-kurangnya 8 (dclapan) tahun sebagu
Hakim Pengadilan Tinggi agama atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
bagi Hakim Pcngadilan Tinggt Agama yang pernah menjabat Ketua
Pengadilan Agama.

Pasal 1§

Hakim diangkat dan diberhentikan olch Presiden selaku Kepala Negara
atas usul Menten Agama berdasarkan persctujuan Ketua Mahkamah
Agung.
Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh
Mentenn Agama berdasarkan persctujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 16
Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim wapb
mengucapkan sumpah mcnurut agama Islam yang berbunyr sebagas
benkut :
“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan
saya ini, langsung atau tidak langsung. dengan incnggunakan nima atau
cara apa pun juga, tidak immembenkan atau menjanjikan barang scsuatu
kepada siapa pun juga".
“Saya bersumpah bahwa saya. untuk melakukan atau tidak mcelakukan
sesuatu dalam jabatan ini. idak sekali-kali akan menenima langsung atau
tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pcmbenan™.
“Sayabersumpah bahwasayaakan setiakepadadan akan mempertahankan
scrta mengamalkan Pancasilasebagai dasardan ideologinegara. Undung-
Undang Dasar 1945, dan scgala Undang-undang serta peraturan lain yang
berlaku bagi Negara Republik Indonesia™.
“Saya bersumpah bahwa saya scnantiasa akan menjalankan jabatan saya
ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan
akan berlaku dalam melaksanakan kcwajiban saya schaik-baiknya dan
seadil-adtinya seperti layaknyabagi scorang Ketua, Wakil Ketua, Hakim
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Pengadilan yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan
keadilan™.

(2) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Agama diambil suinpahnya olch
Ketua Pengadilan Agama.

(3) Wakil Ketuadan Hakim Pengadilan Tinggi Agamaserta Ketua Pengadilan
Agama diambil sunipahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Againa.

(4) Ketua Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh Ketua
Mahkamah Agung.

Pasal 17

(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim

tidak boleh merangkap menjad :

a. pelaksana putusan Pengadilan;

b. walh, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara
yang dipenksa olehnya;

c. pengusaha.

(2) Hakim ndak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.

(3) Jabatanyangtidak bolehdirangkap oleh Hakim selainjabatan sebagaimana
yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

(1) Ketua, Wakil Ketua, dun Hakim diberhentikan dengan hormat dan
jabatannya karena :

a. permintaan sendiri;

b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;

c. telah berumur 60 (¢nam puluh) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan
Hakim Pengadilan Agama, dan 63 (enam puluh tiga) tahun bagi
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama;

d. temyata tdak cakap dalam menjalankan tugasnya.

(2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim yang meninggal dunia dengan sendirinya
diberhentikan dengan hormat dan jabatannya oleh Presiden seluku Kepala
Negara.

Pasal 19

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari
jabatannya dengan alasan :

a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;

b. melakukan perbuatan tercela;

¢. terus-menerus melalaikan kewajiban dulam menjadankan tugas
pekerjaannya;

d. melanggar sumpah jabatan;

e. melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17.
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(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan ¢
dilakukan setelah yang bersangkutan diben kesempatan secukupnya
untuk membela din di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

(3) Pembentukan, susunan, dan tata kerga Majelis Kehormatan Hakim serta
tatacara pembelaandini ditctapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-
sama dengan Menteni Agama.

Pasal 20
Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya, tidak dengan sendirinya
diberhentikan sebagai pegawai ncgen.

Pasal 21
(1) Kectua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan
hormat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat
diberhentikan sementara dan jabatannya oleh Presiden selaku Kepala

Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua
Mahkarmnah Agung.

(2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana yang
dimaksud dalam ayat (1), berlaku juga ketentuan scbagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 22

(1) Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan yang diikuli
dengan penahanan, dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan
sementara dan jabatannya.

(2) Apabila seorang Hakim dituntut di muka Pengadilan dalam perkara
pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanatanpa ditahan,
maka ia dapat diberhentikan sementara darni jabatannya.

Pasal 23
Ketentuan telah lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormalt,
pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara serta hak-
hak pejabat yang dikenakan pemberhentian, diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 24
(1) Kedudukan protokol Hakim diatur dengan Keputusan Presiden.
(2) Tunjangan dan ketentuan-ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua,

dan Hakim diatur dengan Keputusan Presiden.
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Pasal 25

Ketua. Wakil Ketua, dan Hakim dapat ditangkap atau ditahan hanya atas
perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung
dan Menten Agama, kecuali dalam hal :

a.
b.

(1)

(2)

(3)

tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau
disangkatelah melakukan tindak pidanakejahatan yang diancamdengan
pidana mati, atau

disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan
negara.

Paragraf 2
Panitera
Pasal 26
Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin
olch seorang Panitera.
Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh
seorang Wakil Panitera, bebcrapa orang Panilera Muda, beberapa orang
Panitera Pengganti, dan beberapa orang Juru Sita.
dalam melaksanakantugasnya Panitera Pengadilan Tinggi Agamadibantu
oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa
orang Panitera Pengganti.
Pasal 27

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Agama scorang calon
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a.

o o0 o

warga ncgara Indonesia;

beragama Islam;

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

berijazah serendah-rendahnya safjana muda syari’ah atau sarjana muda
hukum yang menguasai hukum Islam;

berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (cmpat) tahun sebagai Wakil
Panitera atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama,
atau menjabat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Agama, seorang
calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a.

b.

syaral-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, ¢,
dan d;
berjazah sarjana syari*ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum
Islam;
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c. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun scbagai Wakil
Panitera atau 8 (dclapan) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan
Tinggi Agama atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengadilan Agama.

Pasal 29
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadian Agama, seorang
calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai benkut :
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 hurufa, b. ¢, d,
dan e,
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Panitera
Muda atau 6 (¢nam) tahun sebagai Panitera Pcngganti Pengadilan Agama.

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama,

scorang calon harus memenuhi syarat-syarat scbagai berkut :

a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c,
dan d;

b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukumn yang menguasai hukum
Islam;

c. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Panitera
Muda atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Agama. atau 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Agama,
atau menjabat Panitera Pengadilan Agama.

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Againa, seorang

calon harus memenuhi syarat-syarat scbagai berikut :

a. syarat-syarat scbagaimana yang dirnaksud dalam Pasal 27 hurufa, b, ¢, d,
dan e;

b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (liga) tahun sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Agama,

Pasal 32

Untuk dapat diangkat imenjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama,

seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai benkut :

a. syarat-syarat sebagaimana yang diinaksud dalam Pasal 27 hurufa, b, ¢, d,
dane;

b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi agama, atau 4 (cipat) tahun sebagai Panitera
Muda atau 8 (delapan) tahun sebagai Panitecra Pengganti Pengadilan
Agama, atau menjabat Wakil Panitera Pengadilan Agama.
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Pasal 33
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama, seorang
calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai benkut :
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 hurufa, b, ¢, d,
dan ¢;
b. berpengalaman sekurang-kurangnya S (lima) tahun sebagai pegawai
negen pada Pengadilan Agama.

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama,

seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. syarat-syaral sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 hurufa. b, ¢, d,
dan ¢;

b. berpengalaman sekurang-kurangnya S (litna) tahun scbagai Panitera
Pengganu Pengadilan Agama atau 10 (sepuluh) tahun sebagai pcgawai
negen pada Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 35

(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera
tidak boleh mcrangkap menjadi wali, pengampu. dan pejabat yang berkaitan
dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak scbagai Panilera.

(2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.

(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap olch Panitera selain jabatan
scbagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat(2) diatur lebih lanjut
olch Menteri agama berdasarkan persclujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 36
Panitera, Wakil Panitcra, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan
diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Agama,

Pasal 37
Schelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, PanitcraMuda, dan
Panitera Pengganti diambil suinpahnya menurut agama Islam oleh Ketua
Pengadilan yang bersangkutan.
bunyi sumpah adalah scbagai berikut :
“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperolch jabatan saya
ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan naina atau cara apa
pun juga. tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun
juga™.
“Sayabersumpah bahwa saya, urituk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatan ini, tidak sekzli-kali akan menerima langsung atuu tidak
langsung dari siapapun juga suatu janji atau pecmberian”,
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“Saya bersunipah bahwa saya akan sctia kepada dan akan mempertahankan
scrta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan idcologi negara, Undang-
Undang Dasar 1945, dau segala undang-undang serta peraturan lain yang
berlaku bagi negara Republik Indonesia”.

“saya bersmmpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini
dengan jujur, sehsama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan
berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-
adilnya scperti layaknva bagi scorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera
Muda, Panitera Pengganttt yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan
hukum dan keadilan”.

Parograf 3
Juru Sita
Pasal 38

Pada setiap Pengadilan Agamna ditctapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita
Pengganu.

Pasal 39
(1) Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita, seorang calon harus memenuhi
syarat-syarat sebagai benkut :
warga negara lndonesia;
beragama Islam;
bertaqgwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
sctia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
berijazah serendah-rendahnya sckolah lanjutan tingkat atas;
berpengalainan sekurang-kurangnya § (lima) tahun scbagai Juru Sita
Pengganti.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita Pengganti, seorang calon harus
memenuhi syarat-syarat sebaga berikut :
a. syarat-syarat scbagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hurufa, b,
c.d, dane;
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawat
negeri pada Pengadilan Agarna.

Pasal 40
(1) JuruSitadiangkat dan dibcrhentikan oleh Menteri Agama atas usul Ketua
Pengadilan Agama.

(2) Juru Sita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan
Agama.

me angPp

Pasal 41
Sebelum memangku jabatannya, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti diambil
sumpahnya mcnurut agama Iislam oleh Ketua Pengadilan Agama.
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Bunyi sumpah adalah scbagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya
ini, langsung atau tdak langsung, dengan menggunakan nama atau cara
apapun juga, tidak membenkan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa
pun juga".

“Sayabersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatan im1, udak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak
langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian’.

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempetahankan
serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan 1deologi negara, Undang-
Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang
berlaku bagi Negara Republik Indonesia®.

“Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini
dengan jujur, scksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orung dan akan
berlaku dalam melaksanakan kewajban saya sebaik-baiknya dan seadil-
adilnya seperti layaknya bagi scorang Juru Sita, Juru Sita Pengganti yang
berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Pasal 42

(1) Kecuali ditentukan lain olch atau berdasarkan undang-undang, JuruSita
tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan prejabat yang berkaitan
dengan perkara yang di dalamnnya ia sendin berkepentingan,

(2) Juru Sita tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.

(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap olch Juru Sita selain jabatan
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2). diatur lebih
lanjut oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah
Agung.

Bagian Kctiga
Sckretaris
Pasal 43

Pada setiap Pengadilan ditctapkan adianya Sekretariat yang dipimpin oleh

seorang Sckretaris dan dibantu olch seorang Wakil Sekretans.

Pasal 44
Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan.

Pasal 45
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Agama, seorang
calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
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bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

¢. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syari’ah, atau sarjana muda
hukum yang menguasai hukum Islam atau sarjana muda admunistrasi,

f. berpengalaman di bidang administrasi peradilan.

e 0

Pasal 46
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama,
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai benikut :
a. syaral-syarat scbagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 hurufa, b, ¢, d,
dan f;
b. berjazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum
Islam.
Pasal 47
Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.,

Pusal 48
Sebelum memangku jabatannya Wakil Sekretaris diambil sumpahnya menurut
agama Islam oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
Bunyi sumpah adalah sebagai benkut :
“Demi Allah, saya bersumpah :
bahwa saya, untuk diangkat menjadi Wakil Sekretaris, akan setia dan taat
sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan
Pemenntah;
bahwasaya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan
penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
bahiwasaya, akan senantiasamenjunjung tinggi kechormatan negara, Pemerintah,
dan martabat Wakil Sckretans serta akan senantiasamengutamakan kepentingan
negara danpada kepentingan saya sendir, seseorang atau golongan;
bahwa saya, akan memecgang rahasia sesuvatu yang menurut sifatnya atau
menurut peiintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk
kepentingan negara”,

BAB 1l
KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 49
(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang
yang beragama Islam di bidang :
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(2)

3)

a. perkawinan;
b. kewansan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan

hukum Islam;
c. wakaf dan shadaqah.
Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a
ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai
perkawinan yang berlaku.
Bidang kewarisan scbagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b
ialah pcnentuan siapa-siapa yang menjadi ahli wans, penentuan mengenai
harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli wans, dan
melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Pasal 50

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam
perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus
mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu
oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

(1

(2)

(D)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 51
Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara
yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di
tingkat pertama dan tcrakhir sengketa kewenangan mengadili antar-
Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Pasal 52
Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat
tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di dacrah hukumnya,
apabila diminta.
Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
49 dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain
oleh atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 53

Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan
tingkahlaku Hakim, Panitera, Sekretans, dan Juru Sitadi daerahhukumnya.
Selaintugas sebagaimana yang dimaksud dalamayat( 1), Ketua Pengadilan
Tinggi Agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap
jalannya peradilan ditingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan
diselenggarakan dengan seksama dan sewajamya.

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam
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ayat (1) dan ayat (2). Ketua Pengadilan dapat membenkan petunjuk,
teguran, dan peringatan, yang dipandang periu.

(4) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3). tidak bolch mengurangi kebebasan Hakim dalam memenksa dan
memulus perkara.

BADB IV
HUKUM ACARA
Bagian Pertama

Umumn

Pasal 54
Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam
lingkungan Pcradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam
Undang-undang ini.

Pasal §§5

Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu

permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil
menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 56
(1) Pengadilan tidak bolch menolak untuk memeriksa dan memutus suatu
perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas,
melainkan wajib memenksa dan memutusnya.
(2) Ketentuan sebagiamana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup
kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.

Pasal 57
(1) Pecradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA
(2) Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat BISMILLAH-
IRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN BER-
DASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
(3) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 58
(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan
orang.
(2) Pengadilanmembantu parapencan keadilan danberusaha sckeras-kerasnya
mengatasi segala hambatan dan nntangan untuk tercapainya peradilan
yang sederhana, cepat. dan biaya ringan.
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Pasal 59

(1) Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila
undang-undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan
penting yang dicatat dalamn benta acara sidang, memerintahkan bahwa
pemcnksaan secara keseluruhan atau scbagian akan dilakukan dengan
sidang tertutup.

(2) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(1) mengakibatkan seluruh pernenksaan besena penetapan atau putusannya
batal menurut hukum.

(3) Rapat permusyawaratan Hakim bersifat rahasia.

Pasal 60
Penctapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan
hukum apabila diucapkan dalan sidang terbuka untuk umum.

Pasal 61
Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding
oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain,

Pasal 62

(1) Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-
alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dan
peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis
yang dijadikan dasar untuk mengadili.

(2) Tiap penetapan dan putusan Pengadilan ditandatangani olch Ketua dan
Hakim-hakim yang memutus serta Panitera yang ikut bersidang pada
waktu penetapan dan putusan itu diucapkan.

(3) Benta Acaratentang pemenksaan ditandatangani oleh Ketuadan Panitera
yang bersidang.

Pasal 63
Atas penetapan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat dimintakan
kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang berperkara.

Pasal 64
Pcnetapan dan putusan Pengadilan yang dimintakan banding atau kasasi,
pelaksanaannya ditunda demi hukum, kecuah apabila dalam amamya
inenyatakan penctapan atau putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu
meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi.
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Bagian Kedua
Pemeriksaan Sengketa Perkawinan
Paragraf 1

Umum

Pasal 65
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan
yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak.

Paragraf 2
Cerai Talak
Pasal 66

(1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya
mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang
guna menyaksikan ikrar talak.

(2) Permohonansebagaimana yang dimaksud dalamayat (1) diajukan kepada
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon,
kecuali apabilaterinohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman
yang ditentukan bersama tanpa 1zin pemohon.

(3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negenn permohonan
diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat
kediaman pemohon.

(4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeni,
maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya
meliputt tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan
Agama Jakarta Pusat.

(5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta
bersama suami istn dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan
cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Pasal 67
Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat :
a. nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon,
yaitu istn.
b. alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.
Pasal 68
(1) Pemenksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat
permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.
(2) Pemeniksaan permohonan cerai talak diakukan dalam sidang tertutup.
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Pasal 69
Dalam pemeriksaan perkara cerai talak 1m1 berlaku ketentuan-ketentuan Pasal
79, Pasal 80 ayat (2), Pasal 82, dan Pasal 83.

Pasal 70

(1) Pengadilansetelahberkesimpulan bahwakeduabelah pihak tidak mungkin
lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan
menctapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

(2) Terhadap penctapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri
dapat mengajukan banding.

(3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukumtetap, Pengadilan
menentukan han sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suamu
dan istn atau wakilnya untuk menghadin sidang tersebut.

(4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diber kuasa khusus dalam
suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar
talak yang dihadin oleh istn atau kuasanya.

(5) Jika istn telah mendapat panggilan sccara sah atau patut, tetapi tidak
datang menghadap sendin atau tidak menginm wakilnya, maka suami
atau wakilnya dapat inengucapkan ikrar talak tanpa hadimya istri atau
wakilnya.

(6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan han
sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendin atau tidak
menginm wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau
patut maka gugurlah kekuatan penetapan terscbut, dan perceraian tidak
dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Pasal 71
(1) Panttera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.
(2) Hakim membuat penctapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan
putus sejak ikrar talak diucapkan dan penctapan tersebut tidak dapat
dimintakan banding atau kasasi.

Pasal 72
Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku
ketentun-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4),
serta Pasal 85.
Paragraf 3
Cerai Gugat
Pasal 73
(1) Gugatan perceraian diajukan oleh istn atau kuasanya kepada Pengadilan
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali
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apabilapenggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama
lanpa izin tergugat.

(2) Dalamhal penggugat bertempat kediamandiluarnegen, gugalan perceraian
diajukan kepada pengadilan yang dacrah hukumnya meliput tempat
kediaman tergugat.

(3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negen,
maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya mehputi
tempat perkawinan merekadslangsungkan atau kepada Pengadilan Agama
Jakaria Pusat.

Pasal 74

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat

pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceratan, sebagar buku

penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang
vang memutuskan perkara disertan keterangan yang imenyatakan bahwa putusan
itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Pasal 7§
Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat
cacat badan atau penyakn dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban
sebagai suani, maka Hakim dapat memenntahkan tergugat untuk memenksakan
din kepada dokter.
Pasal 76
(1) Apabila gugatan perceralan didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk
mendapatkan putusan percenan harus didengar keterangan saksi-saksi
yang berasal dan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suanu
istri.
(2) Pengadilansetelah mendengarketerangan saksitentang sifat persengketaan
antara suanu st dapat mengangkat seorang atau lebhh dan keluarga
masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

Pasal 77
Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau
tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimnbulkan,
Pengadilan dapat mengizinkan suan istn tersebut untuk tidak tinggal dalam
satu rumah.

Pasal 78
Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat,
Pengadilan dapat :
a. menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemehiharaan dan

pendidikan anak,
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C.

menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-
barang yang menjadi hak bersama suam istri atau barang-barang yang
menjadi hak suan atau barang-barang yang menjad: hak istri.

Pasal 79

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya
putusan Pengadilan.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

4)

Pasal 80
Pemcnksaan gugatan perceraian dilakukan olch Majclis Hakimselambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) han sctelah berkas atau surat gugatan perceraian
didaftarkan di Kepaniteraan.
Pemcnksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 81
Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalamsidang
terbuka untuk umum.
Suatu perceraian dianggap terjadi besertasegalaakibat hukumnyaterhitung
scjak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 82
Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha
mendamaskan kedua pihak.
Dalam sidang perdamaian terscbut, suami istn harus datang secara
pnbadi. kecuali apabila salah satu pthak bertempat kediaman di luar
negen. dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili
oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Apabila kedua pihak bertcmpat kediaman di luar negeni, maka penggugat
pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.

Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan
pada setiap sidang pemenksaan.

Pasal 83

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian
baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum
perdamaian tercapai.

q))

Pasal 84
Panitcra Pcngadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) han mengirimkan satu helai salinan
putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa
bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi
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tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan
perceraian dalam scbuah daftar yang disediakan untuk 1tu.

(2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah
Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu
‘helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang
tclah memperolech kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikinmkan
pulakepada Pcgawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan
dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir
daftar catatan perkawinan.

(3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan
putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula
kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan
mercka di Indonesia.

(4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai
kepada para pithak selambat-lambatnya 7 (tujuh) han terhitung setelah

putusan yang memperolch kekuatan hukum tetap tersebut dibentahukan
kepada para pihak.

Pasal 85

Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 84, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat

Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian
bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

Pasal 86
(1) Gugatan soal penguasaan anak. nafkah anak, nafkah istri, dan harta
bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan

perceraian ataupun sesudah putusan perceraian mempceroleh kckuatan
hukum tetap.

(2) Jikaadatuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menundaterlcbih dahulu
perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap tentang hal itu.

Paragraf 4
Cerai Dengan Alasan Zina

Pasal 87
(1) Apabila permohonan atau gugatan ccrai diajukan atas alasan salah satu
pihak melakukan zina, scdangkan pemohon atau penggugat tidak dapat
melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan
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(2)

(N

(2)

(N

(2)

(0

(2)

(h

tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu
bukan tiada pembukuian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti
tdak mungkin lag: diperolch batk dan pemohon atau penggugat maupun
dan termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat
mcnyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.

Pihak termohon atau tergugat diben kesempatan pula untuk meneguhkan
sanggahannya dengan cara yang sama.

Pasal 88
Apabila sumpah scbagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1)
dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan
cara hi’an.
Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1)
dilakukan olch istn maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum
acara yang berlaku.

Bagian Ketiga
Biaya Perkara
Pasal 89

Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat
atau pemohon.
Biaya perkara penetapan atau putusan Pengadilan yang bukan merupakan
pcnetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau
putusan akhur.

Pasal 90

Biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89, meliputi

a. biayakepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara
1tu;

b. biayauntuk parasaksi, saksiahli. penerjemah, danbiaya pengambilan
sumpah yang diperiukan dalam perkara itu:

c. biayayang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan
tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan dalam perkara
1ty

d. biaya pemanggilan, pemberitahvan, dan lain-lain atas perintah
Pcngadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

Besarmya biaya perkara diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan

Mahkamah Agung.

Pasal 91
Jumlah biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 harus
dimuat dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan.
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(2) Jumlah biaya yang dibebankan oleh Pengadilan kepada salah satu pihak
berperkara untuk dibayarkan kepada prhuk lawannya dalam perkara itu,
harus dicantumkan juga dalam amar penctapan atau putusan Pengadilan.

BAB YV
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 92
Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para Hakim

Pasal 93
Ketua Pengadilan membagikan semua bekas perkara dan atau surat-surat lain
yang berhubungan dengan perkara yang diggukan ke Pengadilan kepada
Majelis Hakim untuk disclesaikan.

Pasal 94
Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadvh berdasarkan nomor
urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang Karcna menyangkul
kepentingan umuin harus segera diadili maka perkara itu didabulukan,

Pasal 95
Ketua Pengadilan wajib mengawasi kesempumaan pelaksanaan penctapan
atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 96
Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan
mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Pamitera Penggant.

Pasal 97
Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti bertugas
membantu Hakim dengan menghadin dan mencatat jalannya sidung Pengadilan

Pasal 98
Panitera bertugas melaksanakan penctapan atau putusan Pengadilan.

Pasal 99
(1) Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di
Kepaniteraan
(2) Dalam daftar perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), tap
perkara diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya.

Pasal 100
Panitera imembuat salinan atau turunan penetapan atau putusan Pengadilan
menurut ketentuan peraturan perundang-udangan yang berluku,
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Pasal 101

() Panitera bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, penetapan
atau putusan, dokumen, akta, buku dafiar, biaya perkara, vang titipan
prhak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lain yang
disimpan di Kepaniteraan.

(2) Scmua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak
bolch dibawa keluar dari ruangan Kepanitcraan, kecuali atas izin Ketua
Pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang. '

(3) Tata cara pengcluaran surat asli, salinan atau turunan pcnetapan atau
putusan, risalah, berita acara, akta. dan surat-surat lain diatur olch
Mahkamah Agung.

Pasal 102
Tugas dan tanggung jawab scrta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan diatur
Iebih lanjut olch Mahkamah Agung.

Pasal 103
(1) Juru Sita bertugas :
a. meclaksanakan scmua perintah yang diberikan olch Ketua Sidang;
b. menyampaikan pcngumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan
pcmbcntahuan penctapan atau putusan Pengadilan menurut cara-
cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
¢. mclakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan;
d. membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya discrahkan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
(2) Juru Sita berwenang melakukan tugasnya di dacrah hukum Pengadilan
yang bersangkutan.

Pasal 104
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Juru Sita diatur oleh
Mahkamah Agung.

Pasal 105

(1) Sckretanis Pengadilan bertugas menyclenggarakan administrasi umum
Pcngadilan

(2) Tugas scrtatanggung jawab; susunan organisasi, dan tata kerja Sckretani-
at datur lebih lanjut olch Menteri Agama.
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini :

2.

(1)

(2)

semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebaga Badan
Peradilan Agama menurut Undang-undang ini;

semua peraturan pelaksanaan yang telab ada mengenai Peradilan Agama
dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Undang-
undang ini belum dikeluarkan, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan
dengan Undang-undang ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka :

a. Peraturan tentang Peradilan Agamna di Jawa dan Madura (Staatsblad
Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan
Nomor 610),

b. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk
sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun
1937 Nomor 638 dan Nomor 639);

¢. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Pengadilan Agama/Mahkamah Syan'ah di luar Jawa dan Madura
(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), dan

d. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2)
Undang-undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor | Tambahan Lembaran Negara Nomor
3019), dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236 a Reglemen

Indonesia yang diperbaharui (RIB), Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44,

mengenai permohonan pertolongan peibagian harta peninggalan di luar

sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan
berdasarkan hukum Islam, diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 108

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Undang-
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undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indo-
nesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1989
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

nd.
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 1989

MENTERLVSEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

td.
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1989
NOMOR 49
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

Cap/ud.
Bambang Kesowo, S.H., LL. M.
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TALHUN 1989
TENTANG
PERADILAN AGAMA

I. UMUM

1. Dalam Ncgara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan
kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum merupakan
hal pokok yang sangat penting dalam usaha mecwujudkan suasana
perikchidupan yang aman, tenteram, dan tertib seperti yang diamanatkan
dalam Garns-Gans Besar Haluan Ncegara Oleh karcna itu, untuk
mewujudkan hal-hal terscbut dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas
untuk menyclenggarakan kckuasaan kehakiman gunamencegakkan hukum
dan kcadilan dengan baik  Salah satu lemnbaga untuk menegakkan hukum
dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum
adalahbadan-badan peradilan schagumana yang dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kckuasaan Kchakiman, yang masing-masing mecmpunyar lingkup
kewenangan miengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu dan salah
satunya adalah badan Pcradilan Agama.

Peraturan perundang-undangan yang memjadit dasar hukum Badan

Peradilan Agama scheluin Undang-undang in1 adalah ;

a. Pcraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad
1882 Nomor 152 dan Staatsblad 1937 Nomor |16 dan Nomor 610),

b. Peraturan tentang Kcrapatan Qadi dan Kcrapatan Qadi Besar untuk
scbagian Residenst Kalunantan Sclatan dan Timur (Staatsblad 1937
Nomor 638 dan Nomor 639).

c. Peraturan Pemcerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Pcngadilan Agama/Mahkamal Syan‘'ah di luar Jawa dan Madura
(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99)

Keragaman dasar hukum Pcradilan Agama terscbut mengakibatkan

beragamnyapulasusunan, kckuasaan, danhukumacara Peradilan Agama.

Dalam rangka penerapan Wawasan Nusantara di bidang hukum yang

merupakan pengejawantahan Pancasitaschagai sumber dan scgalasumber

hukum, maka kcragaman tersebut perlu segera diakhin demi terciptanya
kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem
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dan tata hukumnasional yang berdasarkan Pancasitadan Undang-Undang
Dasar 1945.

Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ningan
schagaunana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun
1970 diperfukan adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap
segala peraturan perundang-undungan yang mengatur Badan Peradilan
agama (ersebut di atas dan menycesuathannya dengan Undang-undang
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang
merupakaninduk dan kerangka umum serta merupakan asas dan pedoman
bag: semua hingkungan peradilan

Dengan demikian, Undang-undang yang mengatur Susunan, Kekuasaan,
dan Hukum Acara Pengadilan dalamm Lingkungan Peradilan Agama ini
merupakan pelaksanaan Ketentuan-ketentuan dan asas yang tercantum
dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman (Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Lembaran Negara
Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).
Kckuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama, dalam Undang-
undang i dilaksanakan olch Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
Againa yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesua dengan prinsip-
ponsip yang ditentukan olch Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.
Dalam Undang-undang 1m diatur susunan, kekuasaan, hukum acara,
kedudukan para Hakim, dan segi-segt administrasi lamn pada Pengadilan
agama dan Pengadilan Tinggr Agama

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk
memeriksa, memutus, dan menyelesamkan perkara-perkara antara orang-
orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, Kewarisan, wasiat,
hibah, wakaf, dan shadaqish berdasarkan hukum Islamn

Bidang perkawinan yang dimaksud di sini adadah hal-hal yang diatur
dalam Undang-undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3019).

Bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi
ahli warns, penentuan hanta peninggalan, penentuan bagian masing-
masing ahli wans, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, -
bilamana pewansan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Isiam.
Schubungan dengan hal terscbut, para mhak sebelum berperkara dapat
mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan
dadam pembagian warisan.

Datam rangka mewujudkan keseragaman kekuasaan Pengadilan dalam
Lingkungan Peradilan Agama di seluruh wilayah Nusantara, maka oleh
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Undang-undang ini kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura
sertasebagian Residenst Kalimantan Sclatan dan Timur mengenai perkara
kewarisan yang dicabut pada tahun 1937, dikembalikan dan disamakan
dengan kewcenangan Pengadilan Agama di daerah-daerah yang lain.
Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilantingkat banding terhadap
perkara-perkara yang diputus olch Pengadilan Agama dan merupakan
Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa mengadili
antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

3. Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus
dilaksanakan oleh Pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar
terhadaptatacaradan pengelolaan administrasi Pengadilan. Hal i sangat
penting, karena bukan saja menyangkut aspck kctertiban dalam
menyelenggarakan administrasi, baik di bidang perkara maupun
kepegawaian, gaji, kepangkatan, peraiatan kantor, dan lain-lain, tetapi
jugaakan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan Peradilan itusendin.
Oleh karena itu, penyelenggaraan administrasi Peradilan dalam Undang-
undang ini dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya
walaupundalamrangka koordinasi pertanggungjawabantetap dibebankan
kepadaseorang pejabat, yaitu Panitera yang merangkap scbagas Sekretaris.
Selaku Panitera, ia menangani administrasi perkara dan hal-hal
administrasi lain yang bersifat teknis peradilan (yustisial). Dalam
pelaksanaan tugas ini Panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera
dan beberapa orang Panitera Muda.

Selaku Sekretaris, ia menangani administrasi umum seperti administrasi
kepegawaian dan sebagainya. Dalam pelaksanaan tugasnya ia dibantu
oleh seorang Wakil Sekretans.

Dengandcnukian, staf Kepaniternan dapat inemusatkan perhatianterhadap
tugas dan fungsinya membantu Hakim dalambidang peradilan, sedangkan
tugas administrasi yang lain dapat dilaksanakan olch staf Sckretanat.

4. Hakimadalahunsuryang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan,
Oleh karenaitu, maka syarat-syarat pecngangkatan dan pcmberhentiannya
diatur dalam Undang-undang.

Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara
atas usul Menten Agama berdasarkan persctujuan Ketua Mahkamah
Agung.

Agar Pengadilan sebagai penyelenggara Kekuasan Kchakiman bebas
dalam membenkan keputusan. perlu adanya jaminan bahwa. baik
Pengadilan maupun Hakim dalam melaksanakan tugas terlepas dan
pengaruh Pemenintah dan pengaruh yang lain,

Agar tugas pcnegakan hukum dan keadilan itu dapat dilaksanakan oleh
Pengadilan. maka dalam Undang-undang ini dicantumkan persyaratan
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yang scnantiasa harus dipenuhi oleh seorang Hakim, seperti bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan
udak tercela.

Untuk memperoleh hal tersebut di atas maka dalam setiap pengangkatan,
pemberhentian, mutasi, kenaikan pangkat, tindakan atau hukum
administrasi terhadap Hakim Pengadilan Agama perlu adanyakerjasama,
konsultasi, dan koordinasi antara Mahkamah Agung dan Departemen
Agama.

Agar para pcjabat peradilan tidak mudah dipengaruhi baik moril maupun
matenil, maka perlu adanya pengaturan tersendin mengenai tunjangan
dan ketentuan lain bagi para pejabat peradilan, khususnya para Hakim,
demikian pula mengenai kepangkatan dan gajinya.

Untuk lebith mengukuhkan kehormalan dan kewajiban Hakim serta
Pengadilan, maka perlu juga dijaga mutu (keahlian) para Hakim dengan
diadakannya syarat-syarat tertentu untuk menjadi Hakim yang diatur
dalam Undang-undang ini.

Selain itu, diadakan juga larangan-larangan bagi para Hakim untuk
merangkap jabatan penasihat hukum, pelaksana putusan pengadilan,
wali, pengampu, dan seuap jabatan yang bersangkutan dengan suatu
perkara yang akan atau sedang diadili olehnya.

Namun, belum cukup hanya dengan memeninci larangan-larangan seperti
tersebut di atas. Agar Peradilan dapat berjalan dengan efektif, muka
Pengadilan Tinggi Agama diben tugas pengawasan terhadap Pengadilan
Agamadidalam daerah hukumnya. Hal ini akan meningkatkan koordinasi
antar-Pengadilan Agama dalam daerah hukum suatu Pengadilan Tingkat
Agama, yang pasti akan bermanfaat dalam kesatuan putusan yang
dijatuhkan, karcna Pengadilan Tinggi Agama dalam melakukan
pengawasan tersebut dapat memberikan teguran, peringatan, dan petunjuk.
Kecuali ity, perbuatan dan kegiatan Hakim secara langsung dapat diawasi
sehingga jalannya peradilan yang sederhana, cepat, dan dengan biaya
ringan akan terjamin. -

Petunjuk-petunjuk yang menimbulkan sangkaan keras, bahwa Hakim
mclakukan perbuatan tercela, melakukan kejahatan dan kelalaian yang
terus menerus dalam menjalankan tugas pekerjaannya, dapat
mengakibatkan bahwaiadiberhentikan tidak dengan hormat oleh Presiden
selaku Kepala Necgara setelah diberi kesempatan membela din.

Hal itu dicantumkan dengan tegas dalam Undang-undang ini, mengingat
luhur dan mulianyatugas Hakim, sedangkan dalamkedudukannya sebagai
pegawai negen, baginya tetap berlaku ancaman-ancaman terhadap
perbuatan tercela sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
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Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negen Sipil
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50).

Undang-undang in1 selain mengatur susunandan kekuasaan juga mengatur
Hukum Acara Peradilan Agama.

Bagaimanapun sempumnanya lembaga peradilan itu dengan penataan
susunan organisasinya dan pencgasan kekuasaannya, namun apabila alat
untuk dapat menegakkan dan mempertahankan kekuasaannya itu belum
jelas, maka lembaga peradilan tersebut tidak akan dapat melaksanakan
fungsi dan- tugasnya dengan baik. Oleh karena itu maka pengaturan
Hukum Acara Peradian Agama itu sangat penting dan karenanya pula
maka sekaligus diatur dalam Undang-undang ini.

Hukum Acara Peradilan Agama selaina ini masih terdapat dalam berbagai
peraturan dan surat edaran, baik dalam Staatsblad, Peraturan Pemerintah,
Surat Edaran Mahkamah Agung dan Departemen Agama maupun dalam
Undang-undang Perkawinan dan segala peraturan pelaksanaannya.
Prinsip-prinsip pokok peradilan yang telah ditetapkan dalam Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1970, antara lain ketentuan bahwa sidang
pengadilan harus terbuka untuk umum, setiap keputusan dimulai dengan
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan dan
ketentuan-ketentuan yang lain, dalam Undang-undang ini lebih ditegaskan
dan dicantumkan kembali.

Karena Peradilan Agama merupakan peradilan khusus dengan kewenangan
mengadili perkara-perkara tertentu dan untuk golongan rakyat tertentu
sebagaimana yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 10ayat (1) Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu mengenai perkara perdata tertentu
antara orang-orang yang beragama Islam, maka hukum acara perdata
pada Peradilan Umum oleh Undang-undang ini dinyatakan berlaku pada
Pengadian dalam Lingkungan Peradilan Agama, kecuali mengenai hal-
hal yang secara khusus diatur oleh Undang-undang ini.

Peradilan Agama adalah salah satu dan empat lingkungan peradilan
negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya
sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Peradilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu
dan mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu mercka yang beragama
Islam, sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang
dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-undang ini
dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agamaoleh Pengadilan
Negeri. Sebaliknya untuk memantapkan kemandirian Peradilan Agama
oleh Undang-undang ini diadakan Juru Sita, sehingga Pengadilan Agama



dapat melaksanakan keputusannya sendiri, dan tugas-tugas kepaniteraan
dan kesekretanatan tidak terganggu olch tugas-tugas kejurusitaan,
Disamping itu perkara-perkaradi bidang perkawinan merupakan sengketa
keluarga yang memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan
amanat Undang-undang Perkawinan. Olehkarenaitu, makadalam Undang-
undang ini diatur secara khusus hal-hal yang berkenaan dengan sengketa
perkawinan tersebut dan sekaligus untuk meningkatkan pengaturan hukum
acara sengketa perkawinan yang sampai saat diundangkannya Undang-
undang im1 masih diatur dalam Peraturan Pemenintah Nomor 9 Tahun
1975.

Undang-undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum
wanita pada umumnya dan pihak istn pada khususnya, namun dalam hal

gygatan perceraian yang diajukan olehistn, Peraturan Pemerintah Nomor
9 Talwun 1975 menentukan bahwa gugatan harus diajukan ke Pengadilan

yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman ter gugat sesuai
dengan prinsip hukum acara perdata umum.

Untuk melindungi pihak 1stri, maka gugatan perceraian dalam Undang-
undang ini diadakan perubahan, tidak diajukan ke Pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat tetapi ke Pengadilan yang
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Padadasamyatempat kedudukan Pengadilan Agamaadadi kotamadya
atau di ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah
kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya
pengecualian.
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Usul pembentukan Pengadilan Agamadiajukan olech Mentecn Agama
berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas,
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Hakim adalah pegawai negeri sehingga baginya berlaku Undang-
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undang Nomor 8 Tahun 1974 tcntang Pokok-pokok Kepegawaian,
Olch karena 1tu, Menten agama wajib melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap Hakim dalam rangka mencapai daya guna dan

hasil guna sebagaimana lazimnya bagi pegawai negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jclas.

Pasal 1§
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jeclas.
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Pemberhentian dengan hormat Hakim atas permintaan sendiri,
mencakup pengertian pengunduran diri dengan alasan Hakim yang
bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum dalam lingkungan
rumah tangganya sendiri. Pada hakikatnya situasi, kondisi, suasana,
dan kcteraturan hidup di rumah tangga sctiap Hakim Pcngadilan
merupakan salah satu faktor yang penting peranannya dalam usaha
membantu meningkatkancitradan wibawaseorang Hakim itu sendiri.
Yang dimaksud dengan *sakit jasmani atau rohani terus menerus”
ialah yang menyebabkan sipenderita ternyata tidak mampu lagi
mclakukan tugas kewajibannya dengan baik.
Yang diinaksud “tidak cakap™ ialah misalnya yang bersangkutan
banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dipidana” ialah dipidana dengan pidana
penjara sckurang-kurangnya 3 (tiga) bulan,
Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” ialah apabila
Hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya,
baik di dalam maupun di luar Pengadilan merendahkan martabat
Hakim.
Yang dimaksud dengan “tugas pekejaan” ialah semua tugas yang
dibebankan kepada yang bersangkutan.
Ayat (2)
Dalamhal pemberhentian tidak dengan hormatdengan alasan dipidana
karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak
diberi kesempatan uatuk membela dir, kecuali apabila pidana
penjara yang dijatuhkan kepadanya itu kurang dari 3 (tiga) bulan,
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20
Scorang Hakimtidak boleh diberhentikan dari kedudukannya scbagai
pegawai negeri scbelumdiberhentikan dari jabatannyascbagai Hakim.
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Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian,
Hakim bukan jabatan dalam ekseckutif. Olch sebab itu,
pemberhentiannya harus tidak sama dengan pegawai negeri yang
lain.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jclas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam perkara pidana adalah
Pengadilan Negen dan/atau Pengadilan Militer.

Pasal 23
Cukup jelas,

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pangkat dan gaji Hakim diaturtersendiri berdasarkan peraturan yang
berlaku.
Yang dimaksud dengan ketentuan lain adalah hal-hal yang antaralain
menyangkut kesejahteraan seperti rumah dinas, dan kendaraan dinas.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27
symt sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d pasal ini, yaitu
setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus

159



160

diartikan mencakup juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-undang ini.

Yang dimaksud dengan “'safjana muda syan’ah atau sarjana muda
hukum™ termasuk mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan
hukum sederajat dengan sajana muda syari’ah atau sarfjana muda
hukum, dan dianggap cakap untuk jabatan itu.

Masa pengalaman disesuaikan dengan eselon, pangkat, dan syarat-
syarat lain yang berkaitan.

Alih jabatan dan Pengadilan Tinggi Agama ke Pengadilan Agama
atau sebaliknya dimungkinkan dalam eselon yang sama.

Pasal 28
Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama
dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 29

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama
dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 30

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama
dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 31

Syarar sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama
dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 32
Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama
dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 33
Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama
dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 34

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama
dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 35
Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3)
berlaku juga bagi Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera
Pengganti.



Pasal 36
Pengangkatan atau pembcrhentian Panitera, Wakil Panitera, Panitera
Muda, dan Panitera Pengganti dapat juga dilakukan berdasarkan usul
Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d ayat ini, yaitu sctia
kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus diartikan
mencakup juga syarat scbagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) huruf e Undang-undang ini.
Avyat (2)
Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama
dengan penjelasan ayat (1).
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3)
berlaku juga bagi Juru Sita Pengganti.

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d Pasal ini, yaitu
setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus
diartikan mencakup juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-undang ini.
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Pasal 46

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama
dengan Penjclasan Pasal 45.

Pasal 47

Pengangkatan atau pemberhentian Wakil Sckretans Pengadilan dapat
juga dilakukan berdasarkan usul Ketua Pcngadilan.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)

Cukup jeclas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diaturdalam Undang-

undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain ada-
lah ;

1.
2.

1.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

SVPNRALDEW

1zin beristr lebih dan scorang;

izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia
21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau
keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;

dispensasi kawin:

pencegahan perkawinan;

penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
pembatalan perkawinan;

gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;

Perceraian karena talak;

gugatan perceraian;

penyelesatan harta bersama;

.mengenai penguasaan anak-anak;

ibu dapat memikul biaya pemcliharaan dan pendidikan anak
bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak
memenuhinya;

penentuan kewajiban memben biaya penghidupan olch suami .
kepada bckas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas
istn;

putusan (entang sah atau tidaknya seorang anak:

putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

pencabutan kekuasaan wali;

penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal
“kekuasan secorang wali dicabut;



18. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum
cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal keduaorang
tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali orang tuanya;

19. pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah
menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah
kekuasaannya;

20. penectapan asal usul seorang anak;

21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk
melakukan perkawinan campuran;

22. pernyatan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum
Undang-undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
dijalankan menurut peraturan yang lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal SO
Penyelesaian terhadap objck yang menjadi sengketa dimaksud tidak
berarti menghentikan Proses Peradilan di Pengadilan Agama atas
objck yang tidak menjadi sengketa itu.

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum
Islam dikecualikan dalam hal-hal yang bechubungan dengan perkara
yang sedang atau akan dipenksa di Pengadilan,

Ayat (2)

Yang dimaksud "'oleh Undang-undang'’' adalah ditetapkan atau
diatur dalam Undang-undang tersendin, sedangkan yang dimaksud
"'berdasarkan Undang-undang’' adalah Peraturan Pemenniab
berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “"seksama dan sewajarnya” ialah antara lain
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bahwa penyelenggaraan peradilan harus dilakukan sesuai dengan
kententuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu yang
dilakukan dengan sederhana, cepat, biaya rningan.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal §5
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan penetapan dan putusan dalam ayat ini adalah
penetapan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 59
Ayat (1)
Alasan-alasan penting yang dijadikan dasar oleh Hakim untuk
memerintahkan pcmeriksaan sidang tertutup harus dicatat dalam Berita
Acara Sidang.
Ayal (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 60

Yang dimaksud dengan penctapan adalah keputusan Pengadilan atas
perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan Pengadilan

atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas
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Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Ayat (1)
Berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 (ayat
2), maka untuk meiindungi pihak istri gugatan perceraian diajukan ke
Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
penggugat.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
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Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75 .
Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami
dan istri.

Ayat (2)

Hakam ialah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami
atau pihak keluargaistn atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian
perselisihan terhadap syiqaq.

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jclas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Ayat (1)
"~ Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 82
Ayat (1)
Selama perkarabelum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada
setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
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Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 85
Atas kelalaiannya itu, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk
dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 86
Ayat (1)
Hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan
dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)-
Cukup jelas

Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jclas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94

Yang bherwenang menentukan bahwa suatu perkara menyangkut

kepentingan umuin adalah Ketua Pengadilan.

Pasaf 98
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jclas.

Pasal 97

Berdasarkan catatan Panitera, disusun berita acara persidangan,

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasul 100
Cukup )clas
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Pasal 101
Avyal (1)
Cukup jclas
Ayal (2)
Yang dimaksud dengan “*dibawa keluar'* meliputi segalabentuk dancara
apa pun juga yang memindahkan isi daftar catatan, risalah, agar tidak jatuh
ketangan pihak yang tidak berhak.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Ayat(l)
Cukup jclas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3400
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KOMPILASI HUKUM ISLAM






@

ASPUSLE SEOTRA
PRISIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

Kepada
Untuk
PERTAMA

NOMOR 1 TAHUN 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESILA

a. bahwa Alim Ulama Indonesia dalam lokakarya
yang diadakan di Jakanna pada langgal 2 sampai
dengan 5 Pebruan 198K 1elah mencrima baik tiga
rncangan buku Komplasi Hukum Islam, yaitu
Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku i1
tentang Hukum Kewansan, dan Buku HI wentang
Hukum Perwakafan.

b. bahwa Kompilasi Hukum Islam terscbut dalam
hurnuf a olch Instansi Pemenntiab dan oleh masya-
rakat yang memerlukannya dapat diper gunakan
schagai pedoman datam menyelesakan masalah-
masalah di bidang terscbut,

c. bahwa olch karcna itu Kompilasi Hukum [slam
terscbut dalam hunuf a periu discharluaskan.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

MENGINSTRUKSIKAN :

Menteri Agama

Menycebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang
terdin dan :

a. Buku Il tentang Hukum Perkawinan

b. Buku Il tentang Hukum Kewarisan

c. Buku I tentang Hukum Perwakafan

Schagai telah diterima dalam Loka Karya di Jakana
pada tanggal 2 sampai dengan S Pebman 198, untuk
digunakan olch Instanst Pemenntah dan oleh masya-
rakat yang memerlukannya.
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KEDUA : Melaksanakan Instiuksi i dengan schaik-baiknya
dinn dengan penuly inggung jawab,

Dikeluarkan di Jakana
pada tanggal 10 Juni 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

ttd

BAMBANG KESOWOQO, SH, LI. M.
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MENTXRI AGAMA
REPUBLIK INDONEKSIA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

REFPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 154 TAHUN 1991

TENTANG

PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1991 TANGGAL 10 JUNI 1991
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Mcnimbang

Mengingat

bahwa Instruksi Presiden Republik [ndonesia
Nomor | Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 meme-
rntahkan kepada Menten Agama untuk menychar-
luaskan Kompilasi Hukum Islany untuk digunakan
oleh Instansi pemenntah dan oleh masyarakat
yang memerlukannya.

bahiwa penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
tersebut peru dilaksanakan dengan sehaik-haiknya
dengan penub tanggung jawab,

bahwa olch karena itu perlu dikeluarkan Keputu-
san Menteri Agama Republik Indonesia tentang
Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indone-
sia Nomor 1 ‘Tabun 1991 tanggal 10 Juni 1991,

. Pasal 4 (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar

1945.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 1974 1entang Pokok-pokok Organisasi
Deparemen.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Depar-
temen dengan segala perubahan terakhir Nomor 4
Tahun 1990.

Keputusan Menteri Agama Republik Indoncsia
Nomor 1R Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi
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Mcenctapkan

Pertama

Koedua

Ketiga

Kceempat

176

dan Tata Kerja Departemen Agama yang telab
diruhah dan disempumakan terakhir dengan Kepuo-
tusan Mcenteni Agama Republik Indonesia Nomor
75 Tahun 1984,

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN INS-
TRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONIESIA
NOMOR 1 TATHIUN 1991 TANGGAL 10JUNI 1991,

Scluruh Instansi Depaitemen Agama dan instansi
pemenntah lainnya yang terkait agar menyceharduaskan
Kompilasy Hukum Islam di bidang Hukum Perka-
winan, Kewarisan dan Perwakalan sebagaimana
dimaksud dalam diktum Penama Instiuksi Presiden
Repablik Indonesia Nomor 1 Tahan 1991 tanggal 10
Juni 1991 umtuk digunakan olch lnstansi Pemenn-
tahan dan masyarakal yang mcmerlukannya dalam
menycelesaikan masalah-masalab di bidang tersebut,

Sclumih Imgkungan Instansi tersebut dalam dikiom
Pestiimia, dadam menyelesaikan masalah-masalab di
hidang Hukum Peikawinan, Kewarisan dan PPerwaka-
Lan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum
Istam tersehut disamping peraturan perondang-
undangan lainnya.

Diektur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama
Isham dan Dirckior Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam dan Urusan Haji mengkoardinasikan pelak-
sanaan keputusan Menteri Agama Republik Indone-
st i dalam bidang tugasnya masing-masing.
Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditctapkan di Jakarta
padda tanggal 22 Juli 1991
MENTERI AGAMA Rl

itd
H. MUNAWIR SJADZALIL



Keputusan ini disampaikan kepada Yth

I. Menko Kesm

2. Para Menten Kabinet Pembangunan V Bidang Kesra

3. Mentern Kehakiman

4. Sckretans Negara

S. Sckretans Kabinet Pembangunan V

6. Badan Pengawas Keuangan (BAPEKA) di Jakana

7. Sckjen/Irjen/’ara Dirjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama

& Pam Kepala Biro/Direktur/Inspekiur/Kepala Puslitbang Agama, Kepala
Pusdiklat di lingkungan Depatemen Agama.

9. Kepala Kantor Wilavah Departemen Agama Propinsi/Setingkat di

scluruh Indonesia.
10. Kepala Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di seluruh
Indonesia.
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BUKU 1
HUKUM PERKAWINAN
BADB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang ditnaksud dengan

a.

b.
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Peminanganialah kegiatan upaya ke amhtenadinya hubungan perjodohan
antara seorang pna dengan scorang wanmia;

Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau
pejabat yang ditunjuk olchnya, yang dibeni hak dan kewenangan untuk
bertindak schagai wah nikah;

Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan olch wali dan kabul yang
diucapkan olch mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang
saksi:

Maharadalah peimberiandan calon mempelai pnakepadacalon inempelai
wanita, baik berbentuk barang. uang atau jasa yang tidak bertcntangan
dengan hukum Islam;

Taklik talak 1alah perjanjian yang discapkan calon mempelai prnasctelah
akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janp talak yang
digantungkan kcpada sualu keadaan tertientu yang mungkin terjadi di
masa yang akan datang,

Hartakekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh
baik sendini-sendiri atau bersama suami isten sclama dalam ikatan
pcrkawinan berlangsung dan sclanjutnya discbut hanta bersama. tanpa
mcmpersoalkan terdaftar atas nama siapapun,

Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh. immemclihara
dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdin sendiri;
Pcrwalian adalah kewenangan yang dibenkan kepada sescorang untuk
melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan
dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua. atau kedua
orang tua alau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan
perbuatan hukum:

Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas pernmntaan isten dengan
memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya.
Mut’ah adalah pembenan bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak
berupa benda atau uang dan lainnya



BADB 11
DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2
Perkawinan menurut hukuim Islam adalah permikiahan, yaitu akad yang

sangat kuat atau mutsaagan gholudhan untuk mentaan perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasul 3
Perkawinan bertujuan untuk immewujudkan kehidupan rumah tangga yang

sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4
Perkawinan adalah sah, apabila dilukukan menurut hukum Islam sesuai

dengan pasal 2ayat (1) Undang-Undang No. | Tahun 1974 tentang Perkawinan.

(1)

(1)
(2)

3)

Pasal §
Agar lerjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap
perkawinan harus dicatat.
Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai
Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22
Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6
Untuk memenuhi ketentvan dalam pasal S, setiup perkawinan harus
dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat
Nikah.
Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
tidak mempunya kekuatan hukum.

Pasal 7

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh
Pegawai Pencaiat Nikah.
Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat
diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
ltisbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai
hal-hal yang berkenaan dengan :
a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
b. hilangnya Akta Nikah;
c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

perkawinan,

179



d. adanyaperkawinanyangtcnadisebelumberlakunya Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 dan
e. perkawinan yang dilakukan oleh mercka yang ndak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. | Tahun 1974,
(4) Yangberhak mengajukan perinohonan itsbat nikah ialah suami atau isten,
anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan
perkawinan itu.

Pasal 8
Putusnya perkawinan selain cerm mati hanya dapat dibuktikan dengan
surat ccerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan
perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan takhk talak

Pasal 9
(1) Apabila bukty secbagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang
dan scbagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
(2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalamayat (1) tidak dapat diperoleh,
maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10
Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk
yang dikeluarkan oleh Pegawar Pencatat Nikah.

BAB III
PEMINANGAN

Pasal 11
Peminangan dapat langsung dilakukan olch orang yang berkchendak
mencari pasangan jodoh, tap: dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat
dipercaya.

Pasal 12

(1) Peminangandapat dilakukan terhadap scorang wanita yang masih perawan
atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya

(2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah rajy'iah,
haram dan dilarang untuk dipinang.

(3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain,
selama pinangan priatersebut belum putus atau belum ada penolakan dari
pihak wanita,

(4) Putusnyapinangan pihak pria, karcna adanya pcrmyataan (entang putusnya
hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah
menjauhi dan mcninggalkan wanita yang dipinang.
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(H

(2)

Pasal 13
Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas
memutuskan hubungan peminangan.
Kcbebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata
cara yang baik sesuai dengan Luntunan agama dan kebiasaan sctempat,
sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

BAB IV
RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN
Bagian Kcsatu

Rukun
Pasal 14
Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :
Calon suami,
Calon isten,
Wali nikah,

a0 o

(D

(2)

(1)
@)

(1)

Dua orang saksi dan
ljab dan Kabul.

Bagian Kedua
Calon mempelai

Pasal 15
Untuk kemaslahatan keluargadan rumah tangga, perkawinan hanyaboleh
dilakukan calon mempelar yang telah mencapai umur yang ditetapkan
dalam pasal 7 Undang-Undang No. | Tahun 1974 yakm calon suami
sekurang-kurangnyaberumur 19 tahun dan calon isteri sckurang-kurangnya
berumur 16 tahun.
Bagicalon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat
izin scbagaimana yang diatur dalan pasal 6 ayat (2), (3). (4) dan (5) UU
No. I Tahun 1974.

Pasal 16
Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
Bentuk persctujuan calon mcmpelai wanita, dapal berupa pemyataan
tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa
diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17
Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah
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menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua
saksi nikah

(2) Bilatemyata perkawinan tidak disctujui oleh salah seorang calon mempelai
maka perkawinan itu tudak dapat dilangsungkan.

(3) Bagi calon mempelmr yang mendenta tuna wicara alau tund rungu
persctujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat
dimengerti.

Pasal 18
Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pemikahan
tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab V1.

Bagian Kctiga
Wali Nikah

Pasal 19
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi
calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasat 20
(1) Yangbertindak sebagai wali nikah ialah scorang laki-laki yang imemenuhi
syarat hukum Islam yaknit muslhim, akil dan baligh.
(2) Wahl nikah terdin dan :
a. Wali nasab,
b. Wali hakun.

Pasal 21

(1) Walinasabterdin dan empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok
yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya
susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek
dan pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-
laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah,
saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki
seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang
sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali
ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai
wanita.
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(3) Apabila dalam satu kclompok sama derajat kekerabatannya maka yang
paling berhak menjadi walt nikah ialah kerabat kandung dan kerabat yang
hanya scayah.

(4) Apabiladalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-
sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat scayah, mercka
sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih
tuva dan memenuhi syarat-syarat wali,

Pasal 22
Apabila wali nikah yang paling berhak. urutannya tidak memenuhi syarat
scbaga wali nikah atau oleh karena wali nikah 1tu mendenta tuna wicara, tuna
rungu atau sudah udzur, iaka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah
yang lain menurut derajat benkutnya.

Pasal 23
(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab
tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui
lempat linggalnya atau gatb atau adlal atau enggan.
(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak
scbagai wali nikah sctelah ada putusan Pengadilan Againa tentang wali
terschut.

Bagian Keempat
Saksi Nikah
Pasal 24

(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksannan akad nikah.
(2) Sctiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang <aksi.

Pasal 25
Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-
laki muslim, adil. akdl baligh, tidak tcrganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau
tuhi.

Pasal 26
Saksi harus hadir dan menyaksikan seccara langsung akad nikah scrta
menandatangant Akta Nikah pada waktu dan di tcmpat akad nikah
dilangsungkan.

Bagian Kclima
Akad Nikah
Pasal 27
ljab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun
dan tidak berselang waktu.
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Pasal 28
Akad nikah dilaksanakan sendin secara pribadi oleh wali nikah yang
bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

(1) Yang berhak mengucapkan kabul 1alah calon mempelai pna secara
pribadi.

(2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria
lain dengan ketcntuan calon mempelai pna immemben kuasa yang tegas
secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah 1tu adalah untuk
mempelai pna.

(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai
pna diwakili, maka akad mkah tidak boleh dilangsungkan.

BAB V
MAHAR

Pasal 30
Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai
wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya discpakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31
Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang
dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar dibenkan langsung kepada calon mempela wanna, dan sejak itu
menjadi hak pnbadinya.

Pasal 33
(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
(2) Apabila calon mempelai wanita menyctujui, penyerahan mahar boleh
ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang
belum ditunaikan penyerahannya menjad: hutang calon mempela: pna.

Pasal 34
(1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam
perkawinan.
(2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak
menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnva dalam keadaan
mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.
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Pasal 3§
(1) Suamiyang mentalak isterinya gobla al dukhul wajib membayar setengah
miahar yang telah ditentukan dalam akad mikah,
(2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul scluruh mahar yang
ditetapkan menjadi hak penuh isterinya.
(3) Apabila perceraian terjadi qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum
ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36
Apabilamahar hilang schelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan
barang lain yang sama bentuk dan jemisnya atau dengan barang lain yang sama
mlainya atau dengan uvang yang scmilai dengan harga barang mahar yang
hilang.

Pasal 37
Apabila 1erjadi schsih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang
ditctapkan, penyclesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38
(1) Apabila mahar yang discrahkan mengandung cacad atau kurang, tctapi
calon mempelai wanita tetap berscdii-mencritnanya tanpa syarat,
penycerahan mahar dianggap lunas.
(2 Apabilaisteri menolak untuk menerma mahar karena cacad, suami harus
menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacad. Sclama penggantinya
belumn diserahkan, mahar dianggap masih beluni dibayar.

BAB VI
LARANGAN KAWIN

Pasal 39
Dilarang melangsungkan gerkawinan antarascorang pria dengan seorang
wanita dischabkan :
I.  Karena pertalian nasab :
a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya
atau keturunannya.
b. dengan scorang wanita keturunan ayah atau ibu:
¢. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
Karena pertalian kerabat semenda :
a. denganscorang wanita yang melahirkanisterinya atau bekas isterinya;
b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya:
c. dengan scorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali

12
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putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu gobla al
dukhul

d. dengan seorang wanita bekas isten keturunannya.

3 Karena pertalian sesusuan :

a. denganwanita yang menyusutnyadan scterusnya mmenurut garis lurus
ke atas.

b. dengan scorang wanila sesusuan dan scterusnya menurut garis lurus
ke bawah,

¢. dengan scorang wanita saudara scsusuan, dan kemenakan sesusuan
ke bawah;

d. denganscorang wamitabibiscsusuan dan nenck bibi sesusuan ke atas:

¢. dengan anak yang disusui olch isteninya dan keturunannya.

Pasal 40
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pnadengan scorang
wanita karena keadaan tertentu :
a. karcna wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan
pna lain;
b. scorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pna lain:
¢ scorang wanita yang tidak beragama Islam

Pasal 41
(1) Scorang pria dilarang memadu isterinya dengan scorang wanita yang
mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan i1stennya :
a. -saudara kandung, seayah atau scibu sena keturunannya;
b. wanita dengin bibinya atau kemenakannya
(2) Larangan terscbut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isten-isterinya
tclah ditalak raj'i. tetapi masth dalam masa iddah

Pasal 42
Scorang priadilarang melangsungkan perkawinan dengan scorang wanita
apabila pna terscbut scdang mempunyai 4 (cinpat) orang isteri yang kecmpat-
cmpatnya masih terikat tali perkawinan atau masth dalam iddah talak raj"y
alaupun salah seorang di antara mereka masih tenkat tali perkawinan sedang
yang lainnya dalam masa 1ddabh talak ray°1.

Pasal 43
(1) Dilarang meclangsungkan perkawinan antara scorang pria :
a. dengan scorang wanita bekas istennya yang ditalak tiga kali;
b dengan scorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
(2) Larangan tersehut padaayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isterni tadi telah
kawin dcngan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da
dv' hul dan telah habis inasa iddahnya.
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Pasal 44
Scorang wanita Islamdilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang

pria yang udak beragama Islam.

BADR VII
PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45
Kedua calon mempelar dapat mengadakan peanjian perkawinan dalam

bentuk

2

(1
(2)

(3)

(N

(3)

(n

(2)

Taklik talak dan
Peganjian lain yang udak bententangan dengan hukum Islam.

Pasal 46
Isi taklik (alak uidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi
kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh.
Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan
persoalannya ke Pengadilan Agama.
Pesjangian takhik talak bukan suatu perjanpan yang wajib diadakan pada
scuap perkawinan, akan tetapi sckah takhik talak sudah diperjanjikan
tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47
Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan keduacalon mempelai
dapat membuat perjanjian tertulis yang disauhkan Pegawai Pencatat Nikah
mengenai kedudukan harta dalam perkawinan
Perjanjiantersebut pada ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi
dan pemisahan hana pencaharian masing-masing scpanjang hal itu tidak
bertentangan dengan hukum Islam. ‘
Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh ‘uga isi
perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan
ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syankat.

Pasal 48

Apabiladibuat perjanjian perkawinan inengenai pemisahan hartabersama
atau harta syankat, maka penanjian tersebut tidak boleh menghilangkan
kewajiban suami untuk memecnuhi kebutuhan rumah tangga.

Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut
pada ayat (1) dianggap tetap terjadi peimisahan harta bersama atau harta
syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah
tangga.
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PPasal 49

(1) Peganjian percampuran harta pnbadi dapat meliputi semua harta, baik
yang dibawa masing-masing ke dalun perkawinan maupun yang diperoleh
masing-masing sclama perhawinan

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga
dipcnjanjikan bahwa pencampuran harta pribads hanya terbatas pada harta
pnbadi yang dibawa pada saat perkawman dilangsungkan, sehingga
pencampuran i tidak mehpun harta pnbadt yang diperoleh selama
perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

(1) Peganjian perkawinan nkngenai harta, mengikat kepada para pihak dan
pihak keugaterhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan dihadapan
Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Penanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabul atas persetujuan
bersama suami isten dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai
Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

(3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami
isten tetapi terhadap prhak keuga pencabutan baru mengikat sejak tanggal
pendaftaran itu diumumkan oleh suami 1sten dalam suatu surat kabar
sclempat.

(4) Apabiladalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang
bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dantidak
mengikat kepada prhak ketiga.

(5) Pencabutan penjanjian perkawinan mnengenai hantatidak boleh merugikan
perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51
Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memben hak kepada isteri untuk
meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan
perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52
Padasaatdilangsungkan perkawinan denganisteri kedua, ketiga atau keempat,
boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya
rumah tangga bagi isten yang akan dinikahinya itu.

BAB vlIl
KAWIN HAMIL

Pasal 53
(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang
menghamilinya.
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(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang discbut pada ayat (1) dapat
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada siaat wanuta hamil, tidak
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54
(1) Sclamaseseorang masihdalam keadaan ihcam, tidak boleh imelangsungkan
perkawinan dan juga tidak boleh bertindak scbagai wali nikah.
(2) Apabila tenjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya
masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

BAB IX
BERISTERI LEBIH DARI SATU ORANG

Pasal 5§
(1) Bensten lebih dani satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya
sampai empat orang isten.
(2) Syaratutamaberisten lebih dan seorang, suami harus mampu bedaku adit
terhadap isteni-isteri dan anak-anaknya.
(3) Apabila syarat utarna yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi,
suami dilarang bensten lebih dan seorang,

Pasal 56

(1) Suamiyang hendauk beristen lebih dani satu orung harus mendapat izin dan
Pengadilan Agama.

(2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut
tatacara sebagaimana diatur dalam Bab Vil Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975.

(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isten kedua, ketiga atau keempat
tanpa izin dan Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum,

Pasal 57
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan
beristeni lebih dari seorang apabila :
a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
b. isteri mendapat cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
¢c. isten tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58
(1) Selain syarat utama yang discbut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk
memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat
yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :
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a. adanya persetujuan isien,
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup
isten-isten dan anak-anak mercka

(2) Denganudak mengurangi Ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 1975, persctujuan isleri atau isten-isteri dapat dibenkan
secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sckalipun telah ada persctujuan
tertulis persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada
sidang Pengadilan Agama

(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a udak diperlukan bagi seorang
suami apabila istert atau isteri-isterinya tdak mungkin dimintai
persctujuannya dan tidak dapat menjadi pithak dalam perjanpan atau
apabila tida ada kabar dan i1sten atau isten-isierinya sckurang-kurangnya
2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilman Hakim,

Pasal 59
Dalam hal isteri udak mau memberkan persctujuan, dan permohonan izin
untuk bensten lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang
diawur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan
tentang pemberian 1zin setelah memeriksa dan mendengar isien yang
bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini
isten atau suaim dapat mengajukan bandirs atau kasasi

BAB X
PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60

(1) Penccgahan perkawinan bertujuan untuk menghindan suatu perkawinan
yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suam atau calonisten
yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syaral-syarat
untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 61
Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan,
kecuah tidak sekufu karena perbedaan agama atau itkhtilaafu al dien,

Pasal 62
(1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis
keturunan Jurus ke atas dan ke bawabh, saudara, wali nikah, wali pengampu
dan salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.
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(2) Ayahkandung yang tidak pcrmah melaksanakan fungsinya sebagai kepala
keluarga tidak gugur hak kewahannya untuk mencegah perkawinan yang
akan dilakukan olch wali yang lain

Pasal 63
Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau istcrn yang masih
tenkat dalam perkawinan dengan salah scorang calon isten atau calon suami
yang akan mclangsungkan perkawinan.

Pasal 64
Pcjabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah
perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan udak dipenuhi.

Pasal 65
(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agamadalamdaerah
hukumdi mana perkawinan akan dilangsungkan dengan inembenitahukan
juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Kepada calon-calon mempelai dibentahukan mengenai pennohonan
pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) olch Pecgawa Pencatat
Nikah.

Pasal 66
Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67
Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menank kembali permohonan
pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan
Pengadilan Agama.

Pasal 68
Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolchkan melangsungkan atau membantu
melangsungkan perkawinan hila ia mengetahui adanya pelanggaran dan
ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9. pasal 10 atau pasal 12 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 incskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69

(1) ApabilaPcgawai Pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan
terschut ada larangan menurut Undang-Undang No. | Tahun 1974 maka
ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Dalam hal penolakan, maka pernmintaan salah satu pihak yang ingin
melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan
suatu ketcrangan tertulis dan penolakan tersebut disertar dengan alasan-
alasan pcnolakannya.
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)

4)

(5)

Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mmengajukan permohonan
kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah
yang mmcngadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan,
dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

Pengadilan Agama akan memenksa perkaranya dengan acarasingkat dan
akan membenkan keletapan, apakah ia akan menguatkan penolakan
tersebut ataukah memerintabkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
Ketetapan ini hilang kckuatannya, jika rintangan-rintangan yang
mengakibatkan penolakan terscbut hilang dan para pihak yang ingin
kawin dapat mengulangi peinberitahuan tentang maksud mereka.

BAB XI
BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

a.

192

suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad

nikah karena sudah mempunyai cimpat orang isteri, sckalipun salah satu

dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj’i:

scseorang mcnikahi bekas isterinya yang telah dili'annya;

sescorang menikahi bekas istennya yang pernah dijatubi tiga kali talak

olchnya. kecuali bila bekas isten tersebut pemah menikah dengan priatain

yang kemudian bercerai lagi ba’da al dukhul dani pria tersebut dan lclah

habis masa iddahnya;

perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan

darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi

perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yaitu :

. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke
alas;

2. berhubungan darah dalam gans keturunan menyamping yaitu antara

saudara, antara scorang dengan saudara orang tua dan antara scorang

dengan saudara nencknya;

3. berhubungan semenda, yaitu imertua, anak tin, menaniu dan ibu atau
ayah un;

4. berhubungan scsusuan, yaitu orang tua scsusuan, anak sesusuan,
saudara scsusuan dan bibi atau paman sesusuan:

isten adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isten

atau isteri-isterinya.



Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila

a.
b.

(1

(2)

3

(1)

(2)

scorang suam mclakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
perempuan yang dikawini temyata kemudian diketahut masih menjadi
istent pria lain yang mafqud;

perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
perkawinan yang melanggar balas umur perkawinan, scbagaimana
ditetapkan dalan pasal 7 Undang-Undang | Tahun 1974;

perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang
tidak berhak;

perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

scorang suami atau isten dapat mengajukan pecmohoan pembatalan
perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang
mclanggar hukum

seorang suami atau istert dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan tenadi
penipuan atau salah sangka mengenai din suami atau isten;
Apabilaancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadani
kcadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sectelah itu masih
tctap hidup scbagai suami 1sten. dan tidak menggunakan haknya untuk
mengajukan pecrmohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

a. para keluarga dalam gans keturunan lurus ke atas dan ke bawah dan
suami atau isteri;

b. suanu atau isten;

¢. pcjabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut
undang-undang;

d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacad
dalam rukun dan syarat perkawinan mecnurut hukum Islam dan
Peraturan Perundang-undangan scbagaimana tersebut dalam pasal
67.

Pasal 74
Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan
Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat
perkawinan dilangsungkan;
Batalnya suatu perkawinan dimulai sctelah putusan Pengadilan Agama
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mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku secjak saat
berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75
Keputusam Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :
a. perkawinan yang batal karena salah satu dan suanu atau isteri murtad;
b. anak-anak yang dilahirkan dan perkawinan tersebut;
c. pihak ketigasepanjang merckamemperoleh hak-hak denganbenitikad
baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai
kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76
Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara
anak dengan orang tuanya.

BADB XII
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 77

(1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar
dan susunan masyarakat.

(2) Suamiisten wajib saling cinta mencintai, horinat menghonmnati, setia dan
memben bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

(3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-
anak mereka, baik mengenai pertumbuban jasmani, rohani maupun
kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

(4) Suami isten wajib memelihara kehormatannya.

(5) Jika suami atau isten melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

. Pasal 78

(1) Suami isten harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh svami
isteri bersama.

Bagian Kedua
Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79
71y Suami adalah kepala keluarga dan isten ibu rumah tangga.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

4)

(5)
(6)

)

(1)
(2)

(3)

Hak dan kedudukan isteri adalah scimbang dengan hak dan kedudukan

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama
dalam masyarakat.

Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Kctiga
Kcwajiban Suami

Pasal 80

Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya. akan
tetapt mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting
diputuskan oleh suami isteri bersama.
Suami wajib mehindungi istennya dan memberikan segala scsuatu
keperluan k:dup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
Suami wajib memberi pcndidikan agama kepada isterinya dan membeni
kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi
agama, nusa dan bangsa.
Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isten;
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi

isteri dan anak;
c. biaya pendidikan bagi anak.
Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) hurufa
dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempuma darni isterinya.
Isten dapat membcbaskan suaminya dan kewajiban terhadap dirinya
scbagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
Kewajiban suami scbagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isten
nusyuz.

Bagian Kecmpat
Tempat Kediaman

Pasal 81

Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya,
atau bekas isten yang masih dalam iddah.

Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama
dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau 1ddah wafat.
Tempat kediaman discdiakan untuk melindungt isteri dan anak-anaknya
dan gangguan pihak lain, sehingga mercka merasa aman dan tentram.
Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta
kekayaan, sebagai tempat micnata dan mengatur alat-alat rumah tangga,
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(4)

(1)

(2)

)

(2)

q))

(2)

3)

4)

Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuar dengan kemampuannya
serta disesuamkan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik
berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lamnya.

Bagian Kclima
Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih dari Scorang

Pasal 82
Suami yang mempunya isten lebih dan seorang berkewajiban memben
tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing 1sten secara
berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang dilanggung
masing-masing isten, kecuali jika ada perjanjian perkawinan
Dalam hal para isten rela dan ikhlas, suam dapat menempatkan istennya
dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam
Kewajiban Isteri

Pasal 83
Kewajiban utawina bagi secorang isteriialah berbakti lahir dan bauin kepada
suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
Isten menyelengarakan dan mengatur keperluan rnuimah tangga sehan-
han dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84
Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia idak mau melaksanakan kewajiban-
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan
alasan yang sah.
Selama isten dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut
pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk
kepentingan anaknya.
Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah
isten tidak nusyuz.
Ketentuan tentang adaatau tidak adanya nusyuz dan isteri harus didasarkan
alas bukti yang sah.

B AB XIII
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan
adanya harta milik masing-masing suami atau istert.
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Pasal 86
(1) Pada dasarnya udak ada percampuran antara harta suami dan hanta isten
karena perkawinan.
(2) Hanastentetap menjadi hak isten dan dikuasai penuh olehnya, demikian
Juga harta suanu tetap menjadi hak suann dan dikuasar penub olehnya.

Pasal 87

(1) Harta bawaan dan mausing-masing suami dan isten dan harta yang
diperoleh tnasing-masing sebagai hadiah atau wansan adalah di bawah
penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain
dalam perjanjian perkawinan.

(2) Suvamidanisten mempunya hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan
hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodagah atau
lainnya.

Pasal 88
Apabila terjadi perselisihan antara suanu isten tentang harta bersama, maka
penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89
Suami bertanggung jawab menjaga hartabersama, hartaisten immaupun hartanya
sendin.

Pasal 90
Isten turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami
yang ada padinya.

Pasal 91

(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa
benda berwujud atau tidak berwujud.

(2) Hartabersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda
bergerak dan surat-surat berharga.

(3) Hartabersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan olch salah satu
pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92
Suami atau isten tanpa persctujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual
atav memindahkan harta bersama.

Pasal 93
(1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteni dibebankan pada
hartanya masing-masing.
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(2) Pertanggungjawaban tcrhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan
keluarga. dibcbankan kepada harta bersama.

(3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.

(4) Bilaharta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta
isten.

Pasal 94

(1) Harta bersama dan perkawinan scorang suami yang mempunyai istert
lebih dan seorang. masing-masing terpisah dan berdin sendin;

(2) Pemilikan hartabersama dan perkawinan seorang suami yang mempunyai
isten lebih dan seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat
berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang kecmpat.

Pasal 95

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf ¢ Peraturan
Pemcrintah No 9 Tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2), suami atau isteni
dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jarminan atas
harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu
melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan hartabersama
seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.

(2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk
kepentingan keluarga dengan 1zin Pengadilan Agama.

Pasal 96

(1) Apabila terjadi ceraj mati, maka scparoh harta bersama menjadi hak
pasangan yang hidup lebih lama.

(2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isten atau
suaminya hilang harus ditangguhkan samnpai adanya kepastian matinya
yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan
Agama.

Pasal 97
Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta
bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB XIV
PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98
(1) Batas usia anak yang mampu berdin sendini atau dewasa adalah 21 tahun,
sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum
pemah melangsungkan perkawinan.
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(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum
di dalam dan di luar Pengadilan.

(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang
mampu menynaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak
mampu,

Pasal 99
Anak yang sah adalah :
a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
b. hasil pembuahan suami isten yang sah di luar rmhim dan dilahirkan oleh
isten terscbut

Pasal 100
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab
dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101
Seorang suami yang mengingkani sahnya anak, sedang isteri tidak me-
nyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102 .

(1) Suanu yang akan mengingkan scorang anak yang lahir dan isterinya,
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180
han sesudah hant lahimya atau 360 han sesudah putusnya perkawinan
atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan
berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranyakepada
Pengadilan Agama.

(2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat
diterima.

Pasal 103

(1) Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau
alat bukti lainnya.

(2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak
ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang
asal-usul seorang  anak setelah mengadakan pemenksaan yang teliti
berdasarkan bukti-bukti yang sah.

(3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi
Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama
tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104
(1) Semua biaya penyusuan anak dipenanggungjawabkan kepa.  /ahnya.
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(2)

Apabilaayabnyatelah memnggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan
kepada orang yang berkewapiban membert nafkah kepada ayahnya atau
walinya.

Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan
penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persctujuan ayah dan
ibunya

Pasal 105

Dalam hal tenadinya perceraian ¢

(n

(2)

(1)

(2)
(3)

(4)

a. pemchharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12
tahun adalah hak ibunya;

b. pemcliharaan anak yang sudah mumayyiz discrahkan kepada anak
untuk memilih di antara ayah atau sbunya scagai pemnecgang hak
pcmeliharaannya;

c. biaya pemeliharaan ditanggung olch ayahnya.

Pasal 106

Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya
yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan udak diperbolehkan
mecnindahkan atau menggadarkannya kecuah karena keperluan yang
mendcsak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau
suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagy

Orang tua benanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena
kesalahan dan kelalaian dari kewajpiban tersebut pada ayat (1).

BAB XV
PERWALIAN

Pasal 107
Perwalian hanya terhadap anak yang beluminencapas umur 21 tahun dan
atau belum permah imelangsungkan perkawinan.
Perwalian meliputi perwalian terhadap din dan hanta kekayaannya.
Bilawalitidak mampu berbuat atau lalai melaksanakantugas perwaliannya,
maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah scorang kerabat untuk
bertindak sebagai wali atas perinohonan kerabat tersebut.
Wali sedapat-dapatnya diambil dan keluarga anak tersebut atau orang lain
yang sudah dewasa, berpikiran schat, adil. jujur dan berkelakuan baik,
atau badan hukum.

Pasal 108
Orang tua dapat mewasiatkan kepada sescorang atau badan hukum untuk

melakukan perwalian atas din dan kekayaan anak atau anak-anaknya scsudah
ia meninggal dunia.
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Pasal 109
Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan

hukum dan memindahkannya kepada pihak lain aras permohonan kerabatnya
bila wali tersebut pemabok, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau
menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali derm kepentingan
orang yang berada di bawah perwaliannya.

(N

(2)

(3)

(4)

(D

(2)

Pasal 110
Wali berkewajiban mengurus din dan harta orang yang berada di bawah
perwahannya dengan scbuik-baiknya dan berkewajiban membenikan
bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya untuk masa depan
orang yang berada di bawah perwaliannya.
Wah dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang
yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut
menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau
merupakan suatu kenyataan yang udak dapat dihindarkan,
Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah
perwaliannya, dan menggantt kerugian yang timbul sebagai akibat
kesalahan atau kelalaiannya
Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4)
Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pertanggung jawaban wali tersebut
ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun
sekali.

Pasal 111}
Wali berkewajiban menyerahkan scluruh harta orang yang berada di
bawah perwalianya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21
tahun atau telah kawin.
Apabila perwalian tclah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang
mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah
perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112
Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah per-

waliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan
atau bil ma'ruf kalau wali itu fakir.

201



B AB XVl
PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 113
Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, dan c. atas
putusan Pengadilan.

Pasal 114
Putusnya perkawinan yang disebabkan karena percernian dapat terjadi
karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama
setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak.

Pasal 16
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain di luar kemampuanya.

c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebth berat setelah perkawinan berlangsung; |

d. salahsatu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak yang lain;

e. salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istern;

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga;

g. suami melanggar taklik-talak:

h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak
rukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117
Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang

menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana
d'maksud dalam pasal 129, 130 dan 131.

202



Pasal 118
Talak Raj’i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk
selama isten dalam masa 1ddah.

Pasal 119
(1) Talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh
akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
(2) Talak Ba'in Shughraa scbagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
b. talak dengan tebusan atau khuluk;
c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120
Talak Ba’in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak
jenis im tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali
apabila pemikahan itu dilakukan setelah bekas isten menikah dengan orang
lain dan kemudian terjadi perceraian ba’da al dukhul dan habis masaiddahnya.

Pasal 121
Talak sunny adalah talak yang dibolchkan yaitu talak yang dijatuhkan
terhadap isten yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci
terscbut.
Pasal 122
Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada
waktu isteri dalam keadaan haidl, atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah
dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123
Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di
depan sidang Pengadilan.

Pasal 124

Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal
116.

Pasal 125
Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk
selama-lamanya.

Pasal 126
Li'anterjadi karcna suami menuduhisteri berbuat zina dan atau mengingkari
anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri
menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.
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Pasal 127
Tata cara Li’an diatur sebaga: berkut :

a. suami bersumpah cmpat kali dengan kata tuduhan zina dan atau
pengingkaran anak tersebut, dinkuti sumpah kelima dengan kata-kata
*"laknat Allah atas dinnya apabila tuduhan dan atau pengingkaran
terscbut dusta™;

b. isten menolak tuduhandan atau pengingkaranterscbut dengansumpah
cmpat kali dengan Kata,, tuduhan dan atau pengingkaran terscbut
tidak benar”. dinkuti sumpah kelima dengan kata-kata™ murka Allah
atas dininya bila tuduban dan atau pengingkaran terscbut benar’'.

c. lata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang
tak terpisahkan :

d. apabilatata cara huruf a udak diikuti dengan tata cara huruf b, maka
dianggap tidak tenjadi b’ an.

Pasal 128
Li'an hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama

Bagian Kedua
Tata Cara Perceraian

Pasal 129
Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepadaistcninya mengajukan
permohonan baik lisan maupun tertulis kcpada Pengadilan Agama yang
mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar
diadakan sidang untuk keperiuan itu.

Pasal 130
Pengadilan Agamadapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut,
dan terhadap kcputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan
kasasi.

Pasal 131

(1). Pengadilan Agamayang bersangkutan mempelajan permohonan dimaksud
pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluhhan memanggil
pemohon dan isterinya untuk memnta penjelasan tentang segala sesuatu
yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

(2). Setclah Pengadilan Agama tidak berhasil menaschati kedua belah pihak
dantemyatacukupalasan untuk menjatuhkantalak serta yang bersangkutan
tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Pengadilan Agama
menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan
talak.
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(3). Sctelahkeputusan mempunyai kekuatan hukumtetap. suami mengikrarkan
talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadin oleh isteni atau
kuasanya.

(4). Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan
terhitung scjak putusan Pengadilan Agamatentangizin ikrartalak baginya
mempunyar kckuatan hukum yang tetap. maka hak suami untuk
mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

(5). Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat

penetapan tentang Terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan
buku perceraian bagi bekas suami dan isten.
Helai pertama beserta surat ikrar talak dikinmkan kepada Pegawai
Pencalat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan
pencatatan, hclar kedua dan ketiga masing-masing dibenkan kepada
suami isteri dan helai keempat di simpan olch Pengadillan Agama.

Pasal 132
(1). Gugatan perceraian diajukan oleh isten atau kuasanya pada Pengadilan
Agama, yang dacrah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat
kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
(2). Dalam hal tcrgugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan
Agama memberitahukan gugatan terscbut kepada tergugat melalui
Pcrwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133
(1). Gugatan perccraian karena alasan terscbut dalam pasal 116 huruf b, dapat
diajukan sectelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat me-
ninggalkan rumah.
(2). Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukan
stkap tidak mau lagi kembali keruimmah kediaman bersama.

Pasal 134
Gugatan perceraian Karena alasan terscbut dalam pasal 116 huruf f, dapat
dilcrima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai scbab-
scbab persclisthan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga
serta orang-orang yang dckat dengan suami-isten tersebut.

Pasal 135
Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5
(lima)tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalampasal 116
hurufc, makauntuk iendapatkan putusan perceraian scbagai bukti penggugat
cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara
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disertai ketcrangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136
(1). Sclama berlangsungnya gugatan perceraan atas bahaya yang mungkin
ditimbulkan. Pengadilan Agama dapat mcngizinkan suami isteri tersebut
untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
(2) Sclama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat
atau tergugat. Pengadilan Agama dapat .
a. menentukan nafkah yang harus ditanggung olch suami
b. mencntukan hal-hal yang periuuntuk menjaminterpeliharanya barang-
barang yang menjadi hak bersama suami-isteni atau barang-barang
yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isten.

Pasal 137
Gugatan perceraian gugur apabila suaim atau i1sten meninggal scbelum
adanya putusan Pengadilan Agama incngenai gugatan perceraian 1tu.

Pasal 138

(1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Againa yang memeniksa gugatan
perceraian, batk penggugat maupun tergugat, atau kuasa mereka akan
dipanggil untuk menghadin sidang terscbut.

(2) Panggilan untuk menghadin sidang secbagaimana terscbut dalam ayat (1)
dilakukan olch petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.

(3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang
bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah
atau yang sederajat.

(4) Panggilan sebagai tersebut dalain ayat (1) dilakukan dan disampaikan
secara patut dan sudah ditenma olch pcnggugat maupun tergugat atau
kuasa mercka sclambat-lambatnya 3 (tiga han scbelum sidang dibuka).

(5) Panggilan kepada tergugat dilampin dengan salinan surat gugatan.

Pasal 139

(1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak
mempunyai tempat kediaman yang tetap. panggilan dilakukan dengan
cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan
Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar
atau mass media lain yang ditetapkan olch Pengadilan Agama.

(2) Pengumuman melalut surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media
tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu
satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
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(3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dengan persidangan ditctapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga)
bulan.

(4) Dalam hal sudah dilakukan scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan
tergugat atau kuasanya tetap tidak badir, gugatan ditenma tanpa hadimya
tergugat, kecuali apabila gugaran itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140
Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 132 ayat (2), panggilan disainpaikan melalui perwakilan Republik
Indonesia setempat

Pasal 141

(1) Pemeriksaan, gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-
lambatnya 30 (uiga puluh) hani sctelah ditenimanya berkas atau surat
gugatan perceraian.

(2) Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan
tentang waktu pemanggilan dan ditecnmanya panggilan tersebut oleh
penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka

(3) Apabila tergugat berada dalam keadaan sepenti tersebut dalam pasal 116
huruf b, sidang pemenksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-
kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dunasukkannya gugatan
perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

*asal 142
(1) Padasidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendinl
atau mewakilkan kepada kuasanya.

(2) Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemenksaan
Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendin.

Pasal 143
(1) Dalam pemerksaan gugatan percerman Hakim berusaha mendamaikan
kedua belah pihak.

(2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan
pada sctiap sidang pemeniksaan.
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baru

Pasal 144
Apabilaterjadi perdamaian, makatidak dapat diajukan gugatan perceraian
berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan

telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pusal 145
Apabilatidak dapat dicapai perdamasan, pemenksaan gugatan perceraian

dilakukan dalam sidang tertutup.

(D
(2)

(N

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Pasal 146
Putusan mengena gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka,
Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung
sejak jatuhnyaputusan Pengadilan Agama yang telah mempunyat kekuatan
hukum yang tetap.

Pasal 147
Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka Panitera Pengadilan
Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suanu 1sten
atau kuasanya dengan menank Kutipan Akta Nikah dan masing-masing
yang bersangkutan.
Panitera Pengadilan Agama berkewajiban menginimkan satu helaisalinan
putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap tanpa bermeterast kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi
teipat tinggal isten untuk diadakan pencatatan.
Panitera Pengadilan Agama menginmkan Surat Keterangan kepada
masing-masing suami-isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat
(1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti
perceraian bagi suami dan bekas isteni.
Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia
pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa merekatelah bercerai.
Catatan tersebut bensi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian,
nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan Panitera.
Apabila Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempal tinggal isteni
berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pemikahan mereka
dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di kirimkan pula kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan
bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri salinan itu disampaikan
kepada Pegawai Pencatat Nikah di Jakana.
Kelalaian menginimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi
tanggung jawab Panitera yang bersangkutan, apa bila yang demikian itu
mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isten atau keduanya.



)

(2)
3

(4)
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Pasal 148
Seorangisteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk,
menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang
mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil 1sten dan
suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama membenkan penjelasan
tentang akibat khuluk, dan membenkan naschat-nasehatnya.
Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besamyaiwadl atau tebusan,
maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami
untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama.
Terhadap penetapan 1tu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal
31 ayat (5).
Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besamya tebusan atau iwadl
Pengadilan Agama memenksa dan memutus sebagai perkara biasa.

BAB XVII
AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Akibat Talak

Pasal 149
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

a. membenkan mut'ah yang layak kepada bekas istennya, baik berupa uang
atau benda, kecuali bekas isten tersebut qoblla al dukhul,

b. memben nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isten selama dalam
iddah, kecuali bekas 1sten telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam
keadaan tidak hamul;

c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila
qobla al dukhul;

d. membenkan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai
umur 21 tahun.

Pasal 150
Bekas suami berhak melakukan ruju’ kepada bekas isterinya yang masih
dalam iddah.

Pasal 151
Bekasi ist=ri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima

pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.
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Pasal 152
Bekas isteni berhak mendapat nafkah iddah dan bekas suaminya, kecuali

bila ia nusyuz.

Bagian Kedua
Waktu Tunggu

Pasal 153
(1) Bagiseorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau
iddah, kecuali gobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena
kematian suami.
(2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai benikut :
a. apabilaperkawinan putus karenakematian walaupunqoblaal dukhul,
waktu tunggu ditctapkan 130 (seratus tiga puluh) han;
b. apabilaperkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang
masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya
90 (sembilan puluh) han, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90
(sembilan puluh) han;
c. apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut
dalam keadaan hamul, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
d. apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut
dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkah.
(3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian
sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya gobla al dukhul.
(4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu
dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai
kekuatan hukum tetap. sedangkan bagi perkawinan yang putus karena
kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
(5) Waktu tunggu bagi isteri yang pemah haid sedang pada waktu menjalani
iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kalt wakltu suci.
(6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya
- selama satu tahun, akan tetap: bila dalam waktu satu tahun tersebut ia
berhaid kembali, maka iddahnya mejadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154
Apabila isten tertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) Pasal 153, ditingga'] ma-
ti oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi cmpat bulan sepuluh hani
terhitung saat matinya bekas suaminya.
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Pasal 155
Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh
dan li’an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga
Akibat Perceraian

Pasal 156
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,
kecualibilaibunyatelah meninggal dunia, makakedudukannyadigantikan
oleh:

1.  wanita-wanita dalam garis lurus dani ibu;
2. ayabh;

3. wanita-wanita dalam garis lurus keatas dan ayah;

4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

5. wanita-wanita kerabat scdarah menurut gans samping dari ibu;

6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b. anak yangsudahmumayyizberhak memilih untuk mendapatkan hadhanah
dan ayah atau ibunya.

c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan ,
jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah
dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan
Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang
mempunyai hak haddhanah pula;

d. semuabiayahadhanahdannafkah anak menjaditanggunganayah menurut
kemampuannya, sckurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan
dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

e. bilamana terjadi persehisihan mengenai haddhanah dan nafkah anak,
Pengadilan Agama membenkan putusannya berdasarkan huruf (a), (b),
(c), dan (d);

f. pengadilandapat puladengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan
Jumiah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak
turut padanya.

Pasal 157
Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam
Pasal 96, 97.
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Bagian Kecmpat
Mut’ah

Pasal 158
Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:
a. belum ditetapkan mahar bagi isten ba’da al dukhul;
b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut'ah sunnat diberikan olch bekas suami tanpa syarat tersebut pada
Pasal 158. '

Pasal 160
Besamya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima
Akibat Khuluk

Pasal 161

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat
dirujuk.

Bagian Keenam
Akibat Li’an

Pasal 162
Bilamana Li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan

anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suami terbebas dan
kewajiban memben nafkah.

BAB XVIII
RUJUK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 163
(1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah,
(2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
a. putusnyaperkawiman karenatalak, kecuali talak yang telah jatuh tiga
kali atau talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
b. putusnya perkawinan berdasar putusan Pengadilan dengan alasan
atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.
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Pasal 164
Seorang wanita dalamiddah talak raj’i berhak mengajukan kebcratan atas
kehendak rujuk dan bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
disaksikan dua orang saksi.

Pasal 165
Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas isteri, dapat dinyatakan
tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166
Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk
dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan
lagi, dapat dimintakan duplikatnya pada instansi yang mengeluarkannya
semula.

Bagian Kedua
Tata Cara Rujuk

Pasal 167

(1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke
Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang
mewilayahi tempat tinggal suami isten dengan membawa penetapan
tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.

(2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan 1sten dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

(3) Pegawai Pencatat Nikah atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa
dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-
syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan
dilakukan itu masih dalam iddah talak raj’i, apakah perempuan yang akan
dirujuk 1tu adalah 1steninya.

(4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang
bersangkutan beserta saksi-saksi menanda tangani Buku Pendaftaran
Rujuk

(5). Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu
Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum
dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168
(1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditanda tangani oleh
masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikinm
kepada Pegawai pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-
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(3)

q)

(2)

(D

(2)
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surat keterangan yang diperlfukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran
Rujuk dan yang lain disimpan.

Pengiriman lembar pertama dan dafar rujuk olech Pecmbantu Pegawai
pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 1 5 (lima belas) hari sesudah
rujuk dilakukan.

Apabila lembar pertama dari Daftar Rujuk 1tu hilang, maka Pembantu
Pegawai Pcncatat Nikah membuatkan salinan dan daftar lembar kedua,
dengan benta acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169
Pcgawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya
rujuk dan menginmkannya kepada Pengadilan Agama di tempat
berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isten
masing-masing dibenkan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut
contoh yang ditetapkan olch Mcnten Agama. '
Suami isterd atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku pendaftaran
Rujuk terscbut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya
talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-
masing yang bersangkutan setelah diben catatan oleh Pengadilan Agama
dalamruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah terscbut, bahwa
yang bersangkutan telah rujuk.
Catatan yang dimaksud ayat (2). bensi tempat terjadinya rujuk. tanggal
rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk
dan tanda tangan Panitera.

BAB XIX
MASA BERKABUNG

Pasal 170
Isten yang ditinggal mau oleh suaminya, wajib melaksanakan masa
berkabung sclama masa iddah scbagai tanda turut berduka cita dan
sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
Suami yang ditinggal mati olch isterinya, melakukan masa berkabung
menurut kepatutan.



BUKU II
HUKUNM KEWARISAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 171

Yang dimaksud dengan :

Hukumkewansan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak
pemihikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa
yang berhak menjad: ahlh wans dan berapa bagiannya masing-masing,
Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan
meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan
ahh wans dan harta peninggalan;

Ahh wans adalah orang yang pada saat memnggal dunia mempunyai
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewans, beragama
Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli wars.
Harta peninggalan adalah hana yang ditinggalkan oleh pewans baik yang
berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dan harta bersama
setelah digunakan untuk keperluan pewaris sclama sakit sampai
meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz) pembayaran hutang
dan pembenan untuk kerabat;

Wasiat adalah pembenan suatu benda dan pewans kepada ofang lain atau
lembaga yang akan berlaku sctelah pewaris meninggal dunia;

Hibah adalah pcmbenan suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan
dan sescorang kepada orang lain yang masth hidup untuk dimiliki;
Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya
sehari-han, biaya pendidikar ‘an sebagainya beralih tanggung jawabnya
dan orang tua asal kepada vrang tua angkatnya berdasarkan putusan
Pengadtilan;

Baitul Mal adalah Balai Harta Keagainaan;

BAB II
AHL]I WARIS

Pasal 172
Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu

Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi
yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau
lingkungannya.
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Pasal 173
Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :
a. dipersalahkan telah membunuhatau mencoba membunuh atau menganiaya
berat pada pewans;
b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa
pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman
S tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174
(1) Kelompok-kelompok ahli wans terdin dan :
a. Menurut hubungan darah :
— golongan laki-laki terdin dari : ayah, anak laki-laki, saudara
laki-laki, paman dan kakek;
— golongan perempuan terdin dan : Ibu, anak perempuan, sau-
dara perempuan dan nenek.
b. Menurut hubungan perkawinan terdin dari : duda atau janda.
(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan ha-
nya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175
(1) Kewajiban ahh waris terhadap pewans adalah :
a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan
termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang;
¢. menyelesaikan wasiat pewans;
d. membagi harta wansan diantara ahli waris yang berhak.
(2) Tanggung jawab ahli wans terhadap hutang atau kewajiban pewaris
hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III
BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176
Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua
orang atau lebth mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan
apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, . maka bagian
anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak percmpuan,

Pasal 177
Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,
bila ada anak, ayah mendapat scperenam bagian.
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Pasal 178
(1) Ibu mendapat scperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau
lebih.Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia
mendapat sepertiga bagian.
(2) Ibu mendapat seperniiga bagian dan sisa sesudah diambil oleh janda atau
duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179
Duda mendapat separoh bagian, bila pewans tidak meninggalkan anak,
dan bila pewanis memnggalkan anak, maka duda mendapat seperempat
bagian.

Pasal 180
Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan
anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan
bagian.

Pasal 181
Bilaseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara
laki-lakt dan saudara perempuan scibu masing-masing mendapat seperenam
bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersamma-sama
mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia
mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia inendapat
separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan
saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka
bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut
bersama-sama dengan saudara-saudara laki-laki kandung atau seayah, maka
bagian saudara laki-lakiadalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183
Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian
harta warisan, setelah masing-masing menyadan bagiannya.

Pasal 184
Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak
dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan
Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185
(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka
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kedudukannya dapat diganukan olch anaknya, kecuali nwreka yang
tersebut dalam Pasal 173.

(2) Bagian bagi ahli wans pengganti tidak boleh melebihi dan bagian ahli
waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling
mewaris dengan ibunya dan keluarga dan pihak 1bunya.

Pasal 187
(1) Bilamana pewaris memnggaikan hana peninggalan, maka oleh pewaris
semasa hidupnya atau oleh para ahli wans dapat ditunjuk beberapa orang
sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:

a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda
bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para
ahli wans yang bersangkutan, bila perlu dimlai harganya dengan
vang.

b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai
dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, bdan c.

(2) Sisa dan pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan
yang harus dibagikan kepada ahli wans yang berhak.

Pasal 188
Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat
mengajukan permintaan kepada ahli wans yang lain untuk melakukan
pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli wans yang tidak menyetujui
permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui
Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta wansan.

Pasal 189

(1) Bila harta wanisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya
kurang dan 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana
semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli wans
yang bersangkutan.

(2) Bilaketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena
diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang,
maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris
dengan cara membayar harganya kepada ahli wans yang berhak sesuai
dengan bagiannya masing-masing.
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Pasal 190
Bagi pcwaris yang beristcri lebih dan seorang, maka masing-masing is-
ten berhak mendapat bagian atas gono-gini dan rumah tangga dengan

suaminya, sedangkan kescluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para
ahli wansnya.

Pasal 191
Bila pewaristidak meninggalkan ahli waris samasckali, atau ahli warisnya
tidak diketahui ada atau idaknya, maka hartatersebut atas putusan Pengadilan
Agama discrahkan penguasaannya kepada Baitui Mal untuk kepentingan
agama Islam dan kescjahteraan umum.

BAB IV
AUL DAN RAD

Pasal 192
Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waas Dzawil
furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dan pada angka
penycbut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang,
dan baru sesudahitu harta warisan dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193
Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris Dzawil
furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dan pada angka
penyebut, scdangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta
warisan tersebut dilakukan secararad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing
ahli wans, sedang sisanya dibagi secara benmbang diantara mereka.

BAB Y
WASIAT

Pasal 194
(1) Orang yang telah berumur sckurang-kurangnya 21 tahun, berakal schat
dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya
kepada orang lain atau iembaga.
(2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dan pewasiat.
(3) Pcmilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195
(1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis
dihadapar dua orang saksi, atau dihadapan Notanis.
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(2) Wasiat hanya diperbolchkan sebanyak-banyaknya scpertiga dari harta
warisan kecuali apabila semua ahli wans menyetujui.

(3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disctujui oleh semua ahli
waris,

(4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat sccara lisan
di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau
di hadapan Notans.

Pasal 196
Dalam wasiat baik tertulis maupun secara lisan harus disebutkan
dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa.yang
ditunjuk akan mencnma harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197
(1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan

Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :

a. dipcrsalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau
menganiaya berat pada pewasiat; '

b. dipersalahkansecaramemfitnahtelah mengajukan pengaduanbahwa
pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan
hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lcbih berat;

c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat
untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan
calon penenma wasiat;

d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan
sural wasiat dari pewasiat.

(2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wastat
iu :

a. tidak mengetahui adanya wasiat terscbut sampai ia mcninggal dunia
scbelum meninggalnya pewasiat;

b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk
menerimanya;

c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pemah menyatakan
mencrima atau menolak sampai iameninggal sebelum meninggalnya
pewasiat.

(3) Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198
Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu
benda harus diberikan jangka waktu tertentu,
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Pasal 199

(1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum
menyatakan persctujuannyaatausudah menyatakan persetujuannyatetapi
kemudian menarik kembali.

(2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh
dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau
berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.

(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara
tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte
Notaris.

(4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte notaris, maka hanya dapat dicabut
berdasarkan akte Notans.

Pasal 200
Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab
yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat
meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan mencrima harta yang
tersisa.

Pasal 201
Apabila wasiat melebihi sepertiga dan harta warisan, sedangkan ahli
waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai
batas sepertiga harta warisan.

Pasal 202
Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan, sedangkan
harta wasiat tidak mencukupi, maka ahl: waris dapat menentukan kegiatan
mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203
(1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di
tempat notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat
yang ada hubungannya.
(2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan pasal 199 maka surat
wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204
(1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan
disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli wans, disaksikan
dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat
itu.
(2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka
penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor
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Urusan Agama sctempat dan selanjutnya Notans atau Kantor Urusan
Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal
ini.

(3) Sctelah semua isi scrta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh
Notans atau kantor Urusan Agama discrahkan kcpada penenma wasiat
guna pcnyelesaian sclanjutnya.

Pasal 205
Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk
dalam golongan tentara dan berada dalam dacrah pertempuran atau yang
berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat
surat wasiat di hadapan scorang komandan atasannya dcngandihadin olechdua
orang saksi.

Pasal 206
Mcreka yang sedang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan
membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal. dan jika pejabat
terscbut tidak ada. maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya de-
ngan dihadin olch dua orang saksi.

Pasal 207
Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan
pcrawatan bagi sescorang dan kepadaorang yang membeni tuntunan kerohanian
scwaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan
tegas dan jclas untuk membalas jasanya.

Pasal 208
Wasiat tidak berlaku bagi Notans dan saksi-saksi pembuat Akte tersebut.

Pasal 209
(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176
sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat
yang tidak mcnenma wasiat dibeni wasiat wajibah scbanyak-banyaknya
1/3 dari harta wansan anak angkatnya.
(2) Terhadap anak angkat yang tidak menenma wasiat diben wasiat wajibah
sebanyak-banyaknya 1/3 dan harta wansan orang tua angkatnya.

BAT VI
HIBAH

Pasal 210
(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal schat
dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3
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narta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang
saksi untuk dimihki.
(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dan penghibah.

Pasal 211
Hibah dani orang tua kepada anaknya dapat diperhtungkan sebaga
wanisan.

Pasal 212
Hibah tidak dapat ditank kembali, kecuali hibah orang tua kepada
anaknya.

Pasal 213
Hibah yang diberikan pada saat pembenri hibah dalam keadaan sakit yang
dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dan ahli wansnya.

Pasal 214
Warga Negara Indonesia yang berada di Negara Asing dapat membuat
surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat
sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.
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BUKU IlI
HUKUM PERWAKAFAN

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 215

Yang dimaksud dengan :

q))

(2)
)

(4)

(3)
(6)

)]

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau
badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan
melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau
keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang
mewakafkan benda miliknya.

lIkrar adalah permyataan kehendak dani wakif untuk mewakafkan benda
miliknya.

Benda wakaf adalah segala bendabaik benda bergerak atautidak bergerak
yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bemitlai
menurut ajaran Islam.

Nadzir adalah kelompok orang atauw badan hukum yang diserahi tugas
pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW
adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan yang
berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya
kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6),
diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

BAB II
FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

Bagian Kesatu
Fungsi Wakaf

Pasal 216
Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan

tujuan wakaf.
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(1)

(2)
(3)

)

(2)

(1)

(2)

3)

Bagian Kedua
Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

Pasal 217
Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah
dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk
melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendin dapat mewakafkan
benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku,
Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas
namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus
merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan,
sitaan dan sengketa.

Pasal 218

Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas
dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian
menuangkannya dalam bentuk lkrar wakaf, dengan disaksikan olch
sckurang-kurangnya 2 orang saksi.

Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam
ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan
Menten Agama.

Pasal 219
Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dan
perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
warga negara Indonestia;
beragama Islam;
sudah dewasa;
schat jasmaniah dan rohaniah;
tidak berada di bawah pengampuan;
bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang
diwakafkannya;
Jika berbentuk badan hukum, maka nadzir harus memenuhi persyaratan
sebagai benkut :
a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang
diwakafkannya.
Nadzir dimaksud dala ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan

noan o
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Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari camat dan
Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

(4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di
hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-
kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut :
*Demi Allah, saya bersumipah, bahwa saya untuk diangkat menjadi
Nadzirlangsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak
memberikan atau menjanjikan ataupun membenkan sesuatu kepada
siapapun juga".

"*Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menenma langsung atau
tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pembenan’’.

’Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas
dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam
pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya’”.

(5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti
dimaksud Pasat 215 ayat (5) sekurang-kurangnyaterdin dan 3 orang dan
sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat
setempat.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak-hak Nadzir

Pasal 220
(1) Nadazrberkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan

wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

(2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang
menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
kepada Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan setempat dengan
tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

(3) Tatacarapembuatan laporan sepertidimaksuddalamayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan Menten Agama.

Pasal 221
(1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
karena :
a. meninggal dunia;
b. atas permohonan sendin;
c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir;
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d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana;

(2) Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan
scbagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat olch
Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan atas saran Majclis Ulama
Kecamatan dan Camat setempat.

(3) Seorang Nadzir yang tclah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah scorang ahli
warisnya.

Pasal 222
Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas, yang jenis dan
jumlahnya ditentukan berdasarkan kclayakan atas saran Majelis Ulama
kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

BAB III
TATA CARA PERWAKAFAN DAN PENDAFTARAN
BENDA WAKAF

Bagian Kesatu
Tata Cara Perwakafan

Pasal 223
(1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakafdi hadapan
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan lkrar Wakaf.
(2) Isi dan bentuk lkrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
(3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap
sah jika dihadin dan disaksikan oleh sckurang-kurangnya 2 orang saksi.
(4) Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (l)pihak yang
mewakafkan diharuskan menyerahkan kcpada Pejabat yang tersebut
dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut :

a. tanda bukti pemilikan harta benda;

b. jikabendayangdiwakafkanberupabendatidak bergerak, maka harus
disertai surat ketcrangan dan kepala desa, yang diperkuat oleh Camat
sctcmpat yang mencrangkan pemilikan benda tidak bergerak
dimaksud;

c. Suratataudokumen tcrtulis yang merupakan kelengkapan dan benda
tidak bergerak yang bersangkutan.
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Bagian Kedua
Pendaftaran Benda Wakaf

Pasal 224
Setelah Akta lkrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 223 ayat (3) dan (4). maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan
kepada Camat untuk mendaftar perwakafan benda yang bersangkutan guna
menjaga kcutuhan dan kelestanannya.

BAB 1V
PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN PENGAWASAN
BENDA WAKAF

Bagian Kesatu
Perubahan Benda Wakaf

Pasal 225

(1) Padadasamyaterhadapbendayangtelah diwakafkan tidak dapat dilakukan
perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar
wakaf,

(2) Penyimpangandan ketentuan tersebut dalamayat (1) hanyadapatdilakukan
terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulv mendapatkan persetujuan
tertulis dan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran
dant Majelis Ulama Kecamatan dan Camat sectempat dengan alasan :

a. karenatidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf scperti diikrarkan oleh
wakif;
b. karena kepentingan umum.

Bagian Kedua
Penyelesaian perselisihan benda wakaf

Pasal 226
Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda
wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setcmpat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 227
Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir
dilakukan secarabersama-samaoleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan,
Majelis Ulama Kecamatan dan pengadilan Agama yang mewilayahinya.

BAB YV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 228
Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum
dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor

Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-
ketentuan im.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 229
Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya,
wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup
dalam masyarakat, schingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.
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PENJELASAN
ATAS
BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM

PENJELASAN UMUM

Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. adalah mutlak adanya suatu hukum
nasional yang mcnjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa yang sckaligus merupakan perwujudan
dan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indoncsia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kckuasaan Kchakiman jo Undang-undang Nomor [4
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai
kedudukan yang sederajat dengan lingkungan Pcradilan’ lainnya sebagat
peradilan negara.

Hukum Matenil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama
adalah hukum Islam yang pada gans besarnya meliputi bidang-bidang
hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan.
Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruani
1958 Nomor B/1/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam
bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 buah
kitab yang kescmuanya madzhab Syafi'i.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor | Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Peraturan Pcmerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin
berkembang schingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk
diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dan madzhab yang lain,
memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya
membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para
ulama maupun perbandingan di negara.-pegara lain. _
Hukum Matenil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu
dokumentasi yustisia, atau buku Kompilasi Hukum Islam schingga
dapat dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan Badan Peradilan
Agama scbagai hukum terapan dalam menyclcsaikan perkara-perkara
yang diajukan kepadanya.
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'PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1s/d 6.
Cukup jelas

Pasal 7

Pasal ini diberlakukan setclah berlakunya Undang-undang Peradilan
Agama.

Pasal 8 s/d 18
Cukup jelas

Pasal 19

Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak
angkat dilakukan oleh ayah kandungnya.

Pasal 20 s/d 70
Cukup jelas

Pasal 71
Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejaka pada
waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi
poligamitanpaizin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas
diri.

Pasal 72 s/d 86
Cukup jelas

Pasal 87

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang
Peradilan Agama.

Pasal 88 s/d 93
Cukup jelas

Pasal 94

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang
Peradilan Agama.

Pasal 95 s/d 97
Cukup jelas

Pasal 98

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang
Peradilan Agama.
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Pasal 99 s/d 102
Cukup jelas

Pasal 103
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang

Peradilan Agama.

Pasal 104 s/d 106
Cukup jelas

Pasal 107
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang
Peradilan Agama.

Pasal 108 s/d 118
Cukup jelas

Pasal 119
Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain
sughra.

Pasal 120 s/d 128
Cukup jelas

Pasal 129
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang
Peradilan Agama.

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang
Peradilan Agama.

Pasal 132
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang
Peradilan Agama.

Pasal 133 s/d 147
Cukup jelas

Pasal 148
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang

Peradilan Agama.
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Pasal 149 s/d 185
Cukup jelas

Pasal 186
Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak
yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang
tidak sah.

Pasal 187 s/d 228
Cukup jelas

Pasal 229
Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku I dan Buku 111,
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UNDANG-UNDANG 1947 NOMOR 20
PENGADILAN PERADILAN ULANGAN

Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :  bahwa peraturan peradilan ulangan, yang sekarang di Jawa
dan Madura masih berlaku (Osamu/Sei/Hi/No. 1753),
ternyata mengecewakan, makadari itu perlu selekas mungkin
diadakan peraturan baru untuk menggantinya.

Mengingat : akan Osamw/Sei/Hi/No. 1753 berhubung dengan Pasal 11
Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar;

Mengingat Pula : akan Undang-Undang Dasar Pasal 24, Pasal 5 aya(l) dan
Pasal 20 ayat (1) berhubungdengan Pasal [V Aturan Peralihan
tanggal 16 Oktober 1954 No. X Dengan persetujuan Badan
pekerja Komite Nasional Pusat.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan peraturan sebagai berikut :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN ULANGAN DI JAWA
DAN MADURA.

BAB I

Hal pengadilan district dan Pengadilan Kabupaten. Tidak berlaku lagi
berhubungan dengan Pasal 1 Undang-undang Darurat No. 1/1951.

BAB I1
Hal Pengadilan Kepolisian.

Tidak berlaku lagi berhubung dengan Pasal 1 UU Darurat No. 1/1951.

BAB III
HAL PENGADILAN NEGERI
BAGIANI
Perkara Perdata

Pasal 6
Dari putusan-putusan Pengadilan Neger di Jawa dan Madura tentang
perkara perdata, yang tidak ternyata bahwa besamya harga gugat ialah seratus
rupiah atau kurang, oleh salah satu dari fihak-fihak (partijen) yang
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berkepentingan dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh
Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam dacrah hukum masing-masing.

Pasal 7

(1) Permintaan untuk pemerksaan ulangan harus disampaikan dengan surat
atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya. yang sengaja dikuasakan
untuk memajukan permuntaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negen,
yang menjatuhkan putusan. dalam empat belas han, terhitung mulai han
benkutnya han pengumuiman putusan kepada yang berkepentingan,

(2) Bagt peminta yang tidak berdiam dalam karesidecnan tcmpat Pengadilan
Negen tersebut bersidang, maka lamanya tempo untuk meminta
pemenksaan ulangan dijadikan tiga puluh han.

(3) Jika ada pcrmintaan akan pemenksaan ulangan tidak dengan biaya maka
tempo itu dihitung mular han berikutnya han pembentahuan putusan
Pengadilan Tinggi atas permintaan terscbut kepada Ketua Pengadilan
Ncgen

(4) Permintaan akan pemenriksaan ulangan tidak boleh diterima., jika tempo
tersebut di atas sudah lalu, denukian juga jika pada waktu memajukan
permintaan itu idak dibayar lebih dahulu biaya, yang diharuskan menurut
peraturan yang syah, biaya mana harus ditaksir olch Panitera Pengadilan
Negeri tersebut.

Pasal 8

(1) Dan putusan Pengadilan Negen, yang dijatuhkan di luar hadir tergugat,
tergugat tidak boleh minta pemenksaan ulangan melainkan hanya dapat
mempergunakan perlawanan dalam pemenksaan tingkat pertama akan
tetapi jikalau penggugat minta pecmenksaan ulangan, tergugat tidak dapat
mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama.

(2) Jika, dan sebab apapun juga tergugat tidak dapat mempergunakan hak
perlawanan dalam pemneriksaan tingkat pertama, tergugat boleh meminta
pcmeniksaan ulangan.

Pasal 9
(1) Dan putusan Pengadilan Negen yang bukan putusan penghabisan dapat
diminta pemenksaan ‘ulangan hanya bersama-sama dengan putusan
penghabisan.

(2) Putusan, dalam mana Pengadilan Negeri menganggap dirinya tidak ber-
hak untuk memenksa perkaranya, dianggap sebagai putusan penghabisan.

Pasal 10
(1) Pecrmintaan pemeriksaan ulangan yang dapat diterima. dicatat oleh Panitera
Pcngadilan Negen di dalam daftar.
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(2)

(1)

(2)

3)

(H

(2)
3)

4)
(5)

Panitera memberitahukan hal itu kepada fihak lawan yang minta
pemenksaan ulangan.

Pasal 11

Kemudian selambat-lambatnya empat belas han setelah permintaan
pemeriksaan ulangan diterima. Penitera memben tahu kepada kedua
belah fihak bahwa mereka dapat melihat surat-surat yang bersangkutan
dengan perkaranya di kantor Pengadilan Negen selama empat belas han.
Kemudian turunan putusan, surat permienksaan dan surat-surat lain yang
bersangkutan harus dikirm kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang
bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah menenma permintaan
pemenksaan ulangan.

Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti
Kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Pamitera Pengadilan
Tingg: yang akan memutuskan, asal saja turunan dan surat-sural itu
diberikan kepada fihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan
Negen yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negen itu.

Pasal 12
Permintaan izin supaya tidak bayar biaya dalam pemeriksaan ulangan
harus disampaikan dengan lisan atau dengan surat kepada Panitera
Pengadilan Negen, yang menjatuhkan putusan, beserta dengan surat
keterangan dari salah seorang pegawai pamong praja yang berhak
membenkannya dalam daerah tempat inggalnya, bahwa 1a tidak mampu
membayar biaya, oleh yang minta pemenksaan ulangan di dalam ¢mpat
belas hani terhitung mulai hari berikutnya han pengumuman putusan
kepada yang berkcpentingan, oleh fihak lain di dalam empat belas hari

terhitung mulai han benkutnya pembernitahuan permintaan pemernksaan
ulangan.

Permintaan itu ditulis oleh Panitera Pcng.?.?."lan Negen dalam daftar.

D1 dalam empat belas han sesudah dituliskan itu, maka Hakym Pengadilan
Negeri menyuruh memberitahukan permintaan itu kepadd, pthak yang lair
dan menyuruh memanggil kedua belah pihak supaya dar:ng di muka
Hakim tersebut,

Jika peminta tidak datang permintaan dianggap tidak ada.

Jika pemintatidak datang, ia dipeniksaoleh Hakim, begitu juga pthak yang
lain, jika ia datang.

Pasal 13
Surat pemertksaan harus dikirim kepada Pengadilan Tinggi yang berhak

memutuskan perkaranya dalam pemenksaan tingkat kedua, selambat-lambatnya
tujuh han sesudah pemenksaan selesai.
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Pasal 14
Pengadilan Tinggi memben putusan atas permintaantersebutd  menyu.un
memberi tahu selekas mungkin putusan itu kepada Ketua Pengadilan Negeni
yang bersangkutan.

Pasal 15

(1) Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan meme: ksa dan
memutuskan dengantiga Hakim, jika dipandang periu, dengan mendengar
sendin kedua belah pithak atau saks:.

(2) Jika Hakim Pengadilan Negen memutuskan, bahwa ia tidak berhak
memeriksa perkaranya, dan Pengadilan Tinggi berpendapat lain,
Pengadilan Tingg: dapat menyuruh Pengadilan Negeri memutuskor
perkaranya atau memutuskan sendiri perkaranya.

(3) Panstera Pengadilan Tinggi menginm selekas mungkin turunan putusas
tersebul beserta dengan surat pemenksaan dan surat-surat lain yang
bersangkutan kepada Pengadilan Negeri yang memutuskan dalam
pemenksaan tingkat pertama.

(4) Cara mcnjalankan putusan ini sama de.gan cara menjalankan putusan
Hakim dalam pemenksaan tingkat pertama.

BAGIAN 2
Perkara Pidana
Tidak berlaku lagi berhubung dengan pasal 6 - 20 UU Darurat No. 195t,

Pasal 30
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Pasal peralihan.
Dalam perkara-perkara :‘ang pada waktu mulai berlakunya undang-
undang ini berada dalam pergfiksaan ulangan, seberapa boleh harus diturut
peraturan t~ru.

Dit Japkan di Jogyakarta
pada tanggal 24 Juni 1947
PRESIDE: . REPUBLIK INDONESIA
SOEKARNO

Menteri Kehakiman
SOESANTO TIRTOPRODJO

Diumumkan
pada tanggal 24 Juni 1947
Sckretans Negara
A.G. PRINGGODIGDO
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